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Pasal 113

(1)	 Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2)	 Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta 
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)	 Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta 
melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4)	 Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam 
bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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	 Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup di dunia, kecuali jika 
seseorang telah menemukan tambatan hatinya untuk dipersunting 
sebagai pendamping hidup dan bersama-sama membangun mahligai 
rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih 
sayang. Seorang laki-laki tidak pantas terus-menerus membujang, 
sementara ia telah memiliki kemampuan secara ekonomi ataupun 
secara biologis, kemantapan lahiriah dan batiniah. Demikian pula, 
bagi seorang wanita, hendaknya jangan menunda-nunda perkawin-
an karena semakin tua usia bukan semakin baik untuk melahirkan 
keturunan. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW. melarang laki-laki atau 
perempuan melajang terus-menerus, apalagi jika sering melakukan 
vasektomi atau tubektomi, yang menandakan tingkat putus asa yang 
fatal.
	 Ketika seseorang berniat membangun rumah tangga, dengan me-
nikahi seorang wanita idaman, apakah setelah menikah kehidupan 
akan berjalan lancar selancar tiupan angin di laut? Kenyataan mem-
perlihatkan tidak selamanya demikian. Untuk membangun rumah 
tangga diperlukan ilmu yang mumpuni tentang perkawinan sehingga 
suami istri yang sedang berlabuh di tengah samudera yang lepas, 
tidak mudah goyang terhempas ombak dan tertabrak gelombang 
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pasang. Kesabaran suami istri menghadapi tantangan dan hambatan 
dalam rumah tangga menjadi senjata ampuh untuk menyelamatkan 
kehidupan rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan untuk 
membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dapat 
terwujud.
	 Perkawinan bukan semata-mata penghalalan hubungan seksual 
suami istri, melainkan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang 
dipikul oleh suami istri. Suami berkewajiban membangun rumah 
tangga dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghidupi dan 
memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sedangkan istri berkewajiban 
menjaga kehormatan diri dan suaminya dengan memelihara per-
gaulannya dan menjaga auratnya dengan dasar-dasar syariat yang 
dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
	 Cita-cita untuk membangun rumah tangga yang ideal penuh 
dengan liku-liku dan ujian yang menghadang. Kadang-kadang se-
orang istri tidak merasa cukup dengan penghasilan suaminya atau 
suaminya merasa bosan melihat istrinya yang tidak lagi mau berhias 
atau seorang istri yang bekerja di luar rumah memanfaatkan waktu-   
nya untuk berselingkuh dan berfoya-foya karena merasa mampu 
mencari uang sendiri. Konflik demi konflik datang menghantam 
perahu yang sedang berlayar di tengah lautan luas, dan jika sang 
kapten dengan anak buah kapal tidak mampu mengendalikan layar 
dan mesin kapal, sedikit demi sedikit kapal akan goyang hingga 
akhirnya tenggelam ditelan lautan yang mahadalam.
	 Itulah kehidupan suami istri, sebuah keluarga dan rumah tangga 
yang dialami oleh kita yang telah menjalaninya. Oleh karena itu,                   
buku ini menjelaskan secara mendalam mengenai perkawinan dan 
seluruh aspeknya, terutama yang berhubungan dengan makna, tuju-
an, hikmah, dan strategi memilih pasangan hidup yang baik dan 
benar.
	 Usaha yang dilakukan seorang laki-laki ketika memilih seorang 
wanita yang hendak dipersuntingnya adalah sama dengan usaha 
seorang wanita memilih calon suaminya sehingga keduanya merasa-
kan kecocokan dan mengakhirinya dengan akad perkawinan. Dalam 
uraian buku ini dicontohkan sosok perempuan yang salehah, yakni             
Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Fatimah, dan Asyiah istri Fir’aun. 

Dengan contoh tersebut, para wanita diharapkan dapat meng-
introspeksi dan mengaca diri. Demikian pula, bagi suami akan me-
rasa malu dan bersalah apabila tidak bersikap jujur kepada istri-
nya. Semoga buku ini memberi manfaat dunia dan akhirat bagi para 
pembacanya. Aamiin.

							       Penulis
							       Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. 
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Bab 1
hukum perkawinan 

dalam islam

A.  	Akad Perkawinan
	 Perkawinan adalah akad, berarti perjanjian antara calon mempelai 
laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk menghalalkan 
pergaulannya sebagai suami dan istri dalam suatu keluarga atau 
rumah tangga. Surat An-Nisā’ ayat 3 menyebutkan,

	 Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu 
khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau 
hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat 
agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S. An-Nisā’ [4]: 3)
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	 Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh me-
lakukan akad perkawinan dengan lebih dari satu perempuan. Dengan 
demikian, hukum pertama dari akad perkawinan adalah mubah atau 
boleh, yaitu boleh bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, 
dan boleh seorang laki-laki dengan empat orang perempuan untuk 
diperistrinya. Kebolehan atau mubahnya perkawinan ini karena ada-
nya persyaratan yang akan menjadi penyebab timbulnya kebolehan 
perkawinan, misalnya baligh, layak secara biologis, dan karena niat-
nya untuk beribadah, bukan untuk mengumbar hawa nafsu sesaat, 
melainkan berniat membangun keluarga atau rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah warahmah.
	 Mubah sebagai hukum asal menghasilkan beberapa akibat ke-
pada orang yang telah menikah, yaitu menjadi halal, yakni halal 
melakukan hubungan seksual sebagaimana makna dari nikah adalah 
jima’ atau tazwij, berhubungan badan. Kata jima’ ini berasal dari kata 
al-wath’, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Dengan demikian, nikah 
menjadi manakahat, berarti saling menggauli karena telah dihalalkan 
oleh syariat Islam. Akan tetapi, mubah yang kemudian halal itu pun 
dapat berubah karena kondisi tertentu, misalnya hubungan badan 
yang dimulai dari waktu imsak hingga tibanya magrib pada bulan 
suci Ramadhan, pada saat istri sedang haid, pada waktu-waktu 
tertentu saat menunaikan umrah dan haji, dan juga karena suami 
melakukan dhihar, yaitu perkataan suami yang menyebabkan tidak 
jatuh thalaq ba’in. Dhihar itu jika suami berkata, “Engkau bagiku 
bagaikan punggung ibuku.” Dengan semua kondisi tersebut, hukum 
yang semula halal menjadi haram menggauli istri sendiri. Sanksi bagi 
suami yang melakukannya, yaitu yang menggauli istri pada siang hari 
bulan Ramadhan adalah kifarat, memberi makan kepada fakir miskin 
sebanyak 60 orang atau berpuasa dua bulan berturut-turut, sedang-
kan untuk suami yang melakukan dhihar, kifaratnya memerdekakan 
hamba sahaya atau budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut, 
atau memberi makan fakir dan miskin sebanyak 60 orang.1 
	 Perubahan hukum mubah dari halalnya berhubungan badan 
dengan istri adalah karena melakukan ila’, yaitu bersumpah demi   
Allah atau dengan sifat Allah, ia tidak akan menggauli istrinya se-
cara mutlak atau selama lebih dari empat bulan atau lebih. Dengan 
1	 Lihat Al-Quran, surat Al-Mujādalah ayat 3 dan 4.

demikian, suaminya haram menggaulinya sepanjang sumpahnya se-
lama empat bulan atau lebih terlampaui. Apabila sebelum habis masa 
sumpahnya suami ingin menggauli istrinya, ia harus membayar kifarat 
dengan memberi 10 orang fakir atau miskin serupa dengan yang biasa 
dimakan oleh keluarganya atau memberi pakaian, atau memerdeka-
kan hamba sahaya. Apabila tidak sanggup melaksanakan kifarat ter-
sebut, ia wajib berpuasa selama tiga hari berturut-turut. Apabila ila’ 
suami telah habis masanya, menurut mayoritas ulama istri berhak 
meminta kepada suaminya agar mencabut ila’ atau menalaknya jika 
suami tidak mencabutnya, ia memohon kepada hakim untuk men-
jatuhkan talak, sebagaimana pendapat Imam Malik. Oleh karena itu, 
agar tidak berlarut-larut, suami harus ditekan atau dipaksa untuk 
menjatuhkan talak, demikian menurut Imam Syafi’i dan paham 
Dhahariyah. Akan tetapi, mayoritas ulama menyatakan jatuh talak 
raj’i, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan jatuh talak bain.
	 Perubahan hukum halal juga terjadi apabila suami melakukan 
li’an atau melaknat istrinya. Li’an adalah sumpah suami apabila 
menuduh istrinya berzina dan tidak dapat menghadirkan empat orang 
saksi. Sumpah ini diucapkan sebanyak empat kali bahwa tuduhannya 
benar dan pada sumpah yang kelima ia meminta kepada Allah SWT. 
untuk mengutuk dirinya apabila ia berdusta. Demikian pula, istrinya 
menyatakan sumpah empat kali dengan menyatakan tidak melakukan 
perzinaan sebagaimana dituduhkan oleh suaminya, pada sumpah 
yang kelima ia mengucapkan agar Allah SWT. melaknatnya apabila 
berdusta atau apabila tuduhan suaminya benar.
	 Uraian tersebut menjelaskan bahwa akad perkawinan meng-
halalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah men-
jadi pasangan suami istri. Akan tetapi, dalam perjalanan sebagai 
suami istri, hukum halal dapat berubah menjadi haram karena adanya 
sebab tertentu sebagaimana telah dikemukakan. Hal ini menunjuk-
kan adanya dinamika hukum dalam syariat Islam. Jadi, hukum itu 
berubah karena adanya perubahan perilaku manusia sendiri, tempat, 
waktu, serta perubahan adat dan niat.
	 Pergaulan antarmanusia karena berbeda gender atau jenis ke-
lamin diatur oleh ketentuan hukum ataupun peraturan perundangan 
yang berlaku. Suami dan istri tidak dapat bergaul dengan semena-
mena, tetapi harus menerapkan norma hukum yang berlaku dan etika 
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pergaulan yang diajarkan oleh Islam. Dalam Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 
9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam diisyaratkan secara tidak 
langsung, perkawinan merupakan akad yang suci yang merupakan 
asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan 
masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya merupakan satu 
jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga 
dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju 
pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan 
itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dan yang lain. Oleh 
karena itu, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam 
hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri dan 
keturunannya, melainkan menyatukan banyak keluarga agar terhindar 
dari musnahnya kehidupan manusia.

	 Sabda Rasulullah SAW.,

	 “Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta 
berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya 
pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang 
tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan 
barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena 
dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.”                                    
(H.R. Bukhari-Muslim)

	

	 Dalam beberapa hadis lain disebutkan,

	 Aisyah telah berkata, “Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka se-
sungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu”.2

	 Dari Amr Ibnu Ash, “Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta 
benda dunia adalah perempuan yang saleh”. (H.R. Muslim)

	 Hadis tersebut menggambarkan bahwa pernikahan merupakan 
program Allah SWT. untuk manusia agar dapat mempertahankan 
keturunannya yang bermanfaat dalam mengelola bumi dan segala isi-
nya. Dengan pernikahan, manusia terus berkembang biak dan dengan 
kemampuan akalnya, manusia dapat mengelola dan memelihara isi 
bumi ini. Oleh karena itu, pernikahan sebagaimana ditegaskan oleh 
Abu Zahrah (1975: 19) merupakan akad yang disyariatkan secara 
mendasar untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia 
hingga akhir zaman.
	 Akad perkawinan yang telah diatur oleh hukum Islam merupa-
kan janji yang kuat, seperti yang disebut Al-Quran sebagai mitsaqan 
ghalidhan sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisā’ ayat 21,

	 “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu 
telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) 
telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”
(Q.S. An-Nisā’ [4]: 21)

2	 Lihat Kitab Sunan Abu Dawud, Jilid I, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, (Hadis Riwayat Hakim dan 
Abu Dawud).

4 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 5Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



	 Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa akad perkawinan 
mengandung aspek hukum, sosial, ekonomi, kemanusiaan, dan ke-
beragamaan dalam memikul tugas, hak, dan kewajiban di antara 
suami istri setelah adanya ikatan lahir dan batin yang dilegitimasi 
oleh ketentuan syariat Islam. Esensi perkawinan adalah menciptakan 
pergaulan yang harmonis penuh rasa kasih sayang menuju cita-cita 
bersama yang disebut rumah tangga. Dengan kata lain, membangun 
kehidupan yang harmonis seperti menaiki tangga, yakni secara ber-
tahan, satu demi satu, dengan penuh kesabaran, keikhlasan, menerima 
apa adanya, dan berikhtiar sesuai dengan kemampuan.3 
	 Dalam ikatan perkawinan, kedua mempelai yang telah sah men-
jadi pasangan suami istri, menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mem-
punyai kebebasan penuh untuk menyatakan bersedia atau tidak 
bersedia menerima berbagai permasalahan dalam keluarga dan me-
nyelesaikan bersama-sama dengan musyawarah dan adanya sikap 
saling pengertian antara keduanya. Hal ini disaksikan oleh wali calon 
mempelai wanita beserta seluruh keluarganya, serta dari orang tua 
dan keluarga pihak mempelai laki-laki. Oleh karena itu, perjanjian 
perkawinan ini menyatukan kekeluargaan yang harmonis. Kedua 
pasangan suami istri ini akan saling membutuhkan menjadi sekutu 
sebagai teman hidup dalam rumah tangga.4

	 Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah 
menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan 
kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik 
bagi pasangan suami istri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat 
dan negara. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya merupakan 
kebutuhan internal, melainkan mempunyai kaitan eksternal yang 
melibatkan banyak pihak. Sebagai perikatan yang kokoh (mitsaqan 
ghalidzan), perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan 
yang kompleks. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan Pasal l, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Mahaesa.” Perkawinan harus menjadi akad yang kuat seperti dipertegas 
oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah 

3	 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘ala Madzahib Al-Arba’ah, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
4	 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat Jilid I dan II, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 12.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk 
menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
Perkawinan sebagai solusi bagi manusia yang membujang, baik laki-
laki maupun perempuan, karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, 
hidup membujang bukan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW. me-
larang hidup membujang. Karena menikah itu merupakan sunnah 
Nabi SAW., yang tidak melaksanakannya sama dengan membenci 
sunnahnya.5 Pernikahan adalah melanggengkan kehidupan di dunia 
karena lahirnya generasi pada setiap zaman.6

	 Pada dasarnya, secara alamiah seluruh makhluk Allah diciptakan 
secara berpasangan atau berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku 
pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam surat               
Az


-Z

āriyat ayat 49 disebutkan,	   

	 Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 
mengingat (kebesaran Allah). (Q.S. Az


-Z

āriyat [51]: 49)

	 Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah 
hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia di-
sebabkan oleh adanya perkawinan. Dalam perkawinan terjadi 
hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara laki-laki-
dan perempuan dengan kebulatan tekad untuk mengucapkan janji 
suci menjadi pasangan suami istri dan menciptakan regenerasi yang 
abadi melanjutkan hubungan silaturahim tanpa batas waktu yang 
ditentukan.
	 Manfaat terbesar dalam perkawinan adalah menjaga dan me-
melihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perkawinan 
adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan 
perlindungan dari suaminya dan menanggung kebutuhan hidupnya. 
Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan seluruh 
keturunannya. Pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan 
manusia dengan memanusiakan manusia melalui pembentukan 
akhlak yang mulia dari keteladanan Rasulullah SAW. sebagai contoh 
5	 Abdul Wahid, Rahasia Perkawinan Islami, Bandung: Hasanah Press, 1989, hlm. 17.
6	 Abdoel Djamal, Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 77.
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terbaik. Dengan demikian, hubungan yang terjadi antara dua gender 
yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan 
kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan 
rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang 
memberikan kemaslahatan untuk masa depan.  
	 Perkawinan bertujuan membangun kepemimpinan dalam ke-
luarga sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisā’ ayat 34 berikut,

	 “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena 
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 
(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari 
hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat 
(kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah 
telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan 
akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah 
mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. 
Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan 
untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha Besar. 
(Q.S. An-Nisā’ [4]: 34)

	 Akad perkawinan merupakan solusi menghindari keburukan 
sikap manusia yang tunduk pada nafsu. Dalam surat Al-Qasas ayat 
50–51 disebutkan,

                
	 Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), maka ketahuilah 
bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang 
lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat 
petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang zalim. Dan sungguh, Kami telah menyampaikan 
perkataan ini (Al-Quran) kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya.” 
(Q.S. Al-Qasas [28]: 50–51)

	 Demikian pula, dalam surat Al-Furqān ayat 43–44 berikut,

	 Sudahkah engkau (Muhammad) melihat orang yang menjadikan ke-
inginannya sebagai tuhannya. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? 
atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau 
memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat 
jalannya. (Q.S. Al-Furqān [25]: 43–44)

	 Akad perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mengangkat 
harkat dan martabat perempuan. Dalam sejarah kemanusiaan, ter-
utama zaman jahiliah, perempuan dianggap barang dagangan yang 
setiap saat dapat diperjualbelikan. Anak-anak perempuan dikubur 
hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi. Secara 
historis, banyak orang dan bangsa telah menindas dan memperlaku-
kan kaum wanita dengan cara yang tidak manusiawi. Kehidupan 
perempuan penuh dengan perlakuan diskriminatif. Kaum laki-laki 
bebas menikmati tubuh kaum wanita sekehendak hati, bahkan wanita 
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hanyalah penghibur kehausan seksual para prajurit yang baru pulang 
berperang di medan tempur.
	 Selanjutnya, Islam mengangkat harkat dan martabat kaum wanita 
dengan mengacu pada tiga prinsip penting, yaitu:
1.	 semua manusia di mata Allah kedudukannya sama dan sederajat;
2.	 setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan; 
3.	 setiap manusia dapat melakukan hubungan timbal balik serta 

hubungan fungsional agar kelebihan dan kekurangan masing-
masing menjadi potensi yang kuat untuk membangun kehidupan 
secara bersama-sama dalam ikatan janji suci, yaitu melalui akad 
perkawinan.

	 Akad perkawinan adalah memuliakan manusia dalam mere-
produksi keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan 
sejarah. Kodrat perempuan mengemban fungsi reproduksi umat 
manusia yang melahirkan, menyusui anak, serta bersama-sama 
mendidik keturunannya agar menjadi generasi yang saleh. Dalam 
Al-Quran fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi 
sedemikian mendalam, sebagaimana disebutkan Masdar F. Mas’udi 
(Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan, 
1997: 71–87) bahwa dalam surat Al-Ahqāf ayat 15 disebutkan,

	 Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada 
kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, 
dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai 
menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) 
telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, “Ya 

Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu 
yang telah limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat 
berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan 
mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, 
dan sungguh, aku termasuk orang muslim. (Q.S. Al-Ahqāf [46]: 15)

	 Beban yang sangat berat dari kaum perempuan adalah melaku-
kan reproduksi yang dapat melestarikan kehidupan manusia dalam 
sejarah dan peradaban panjang di dunia. Al-Quran menetapkan pe-
rempuan sebagai makhluk yang sangat mulia sehingga semua anak 
wajib memuliakan ibunya yang telah melahirkannya.
	 Dalam ayat lain, Allah menetapkan perihal yang sama, yakni 
dalam surat Luqmān ayat 14 dan 15,

	 Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 
orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah 
kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. 
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan 
sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah 
engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, 
dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku-Ku. Kemudian hanya kepada-
Ku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah 
kamu kerjakan. (Q.S. Luqmān [31]: 14–15)

10 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 11Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



	 Kemuliaan dan jasa dari seorang ibu inilah yang menjadi alasan 
Rasulullah SAW. bersabda, “Orang yang harus dihormati dan di-
muliakan adalah ibumu, ibumu, ibumu, kemudian bapakmu.” Bahkan, 
Rasulullah SAW. bersabda bahwa surga berada di bawah telapak kaki 
ibu.

	 Dengan kata lain, manusia yang paling terhormat peringkat 
pertama di muka bumi adalah kaum perempuan yang telah menjadi 
seorang ibu. Perempuan yang telah melahirkan generasi dari masa ke 
masa dalam sejarah kehidupan manusia. Peringkat kedua dan ketiga 
pun masih diduduki oleh seorang ibu, sedangkan kaum laki-laki yang 
menjadi ayah menduduki peringkat keempat.7 
	 Masdar melanjutkan bahwa kedudukan ibu sangat mulia. Jika 
kedekatan hati seorang anak dengan ayahnya begitu kuat, kedekat-
annya dengan ibunya lebih kuat lagi. Pepatah sebagian masyarakat 
kita menyebutkan bahwa seorang anak tidak boleh menyakiti perasaan 
ibunya karena perkataan ibu itu bertuah. Salah satu contohnya adalah 
cerita tentang Malin Kundang.
	 Apabila derajat ibu di mata anak bisa tiga kali lipat dibandingkan 
dengan ayah, derajat ibu (istri) berada di bawah suaminya. Hal ini tidak 
hanya didukung oleh pandangan budaya, tetapi juga (tafsir) agama. 
	 Hak-hak yang melekat pada kodratnya selaku pengemban fungsi 
reproduksi umat manusia harus diperhatikan. Masdar F. Mas’udi 
menyatakan bahwa hak-hak reproduksi perempuan adalah hak-hak 
yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. 
Hak-hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki 
oleh kaum lelaki (suami/ayah) sebagai pengemban fungsi produksi 
(pencari nafkah). Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 dinyata-
kan,

7	 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan, 1997, 
hlm. 71.

	 ... dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang patut .... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228)
	 Sebagai pengemban fungsı reproduksi, perempuan (ibu) memiliki 
hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang ayah (suami). Ada tiga ka
tegori hak-hak kaum perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi 
reproduksi: Pertama, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak 
ini mutlak mengingat risiko yang sangat besar yang bisa terjadi pada 
kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai 
dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan 
menyusui.
	 Puncaknya adalah ketika seorang ibu  mengandung, melahirkan, 
dan menyusui. Jaminan kesehatan bagi kaum ibu mutlak diperlukan, 
baik kesehatan, makanan yang bergizi, maupun sarana kesehatan 
lain yang memadai. Hak jaminan kesejahteraan bukan hanya selama 
proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) 
berlangsung, melainkan juga di luar masa-masa itu dalam statusnya 
sebagai istri dan ibu dari anak-anak seperti disebutkan dalam Al-
Quran surat Al-Baqarah ayat 233,

	 ... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 
cara yang patut .... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233) 
	 Nafkah yang harus diberikan kepada istri bergantung pada ke-
butuhan keluarganya sehingga anggota keluarganya tidak kelaparan 
dan ditelantarkan. Jika hal itu terjadi dan istri tidak rela, agama mem-
bukakan pintu baginya bersangkutan untuk menuntut keadilan, ter-
masuk menuntut atau menggugat cerai kepada suaminya.8 
	 Kepentingan perempuan berkaitan dengan proses reproduksi, 
hubungannya dengan pengambilan keputusan dapat dipahami dari 
penegasan umum ayat Al-Quran tentang keputusan yang menyangkut 
pihak-pihak dalam lingkup apa pun harus diambil, sebagaimana ter-
dapat dalam surat Asy-Syūrā ayat 38,�

8	 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi, hlm. 76.
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	 ... Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara 
mereka .... (Q.S. Asy-Syūrā [42]: 38)

	 Hak-hak reproduksi kaum perempuan berkaitan secara langsung 
dengan tujuan perkawinan. Hal ini karena tanpa ikatan perkawinan 
yang sesuai tuntunan syariat Islam, hak-hak reproduksi bagi kaum 
perempuan akan terabaikan. Agar tujuan perkawinan dapat dicapai 
dengan hasil yang baik, ada lima hal yang harus dilakukan oleh kaum 
laki-laki dan kaum perempuan, yaitu:
1.	 pembekalan diri dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan 

mental beragama yang kuat;
2.	 persiapan mentalitas yang ditanamkan dalam lingkungan ke-

luarga, sekolah, dan masyarakat;
3.	 hubungan keduanya merupakan hubungan ideologis keber-

agamaan sehingga setiap hubungan akan dijaga oleh aturan 
agama yang bersumber dari Allah;

4.	 pendidikan keluarga harus melalui suri teladan yang diperkuat 
oleh pendidikan lingkungan sekolah dan masyarakat; 

5.	 peningkatan kepercayaan diri kaum perempuan sehingga tidak 
bergantung pada laki-laki agar hak dan kewajibannya berjalan 
seimbang dan adil.

	 Adapun aspek yang harus diperhatikan dalam akad perkawinan 
menurut Rahmat Hakim adalah sebagai berikut.

1.	 Aspek Personal
a. 	 Penyaluran kebutuhan biologis
	 Sebagai suatu sunatullah, manusia selalu hidup berpasangan 
akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat di antara dua jenis kelamin 
yang berlainan. Hidup bersama dan berpasangan tersebut tidak  
harus selalu dihubungkan dengan masalah seks walaupun faktor ini 
merupakan faktor yang dominan. Seks adalah faktor utama lahir-    
nya keturunan, tetapi menikah tidak selalu mutlak karena disebab-
kan oleh faktor seks dalam arti hubungan badan. Seks dapat diarti-
kan hubungan kasih sayang, hasrat manusia mempertahankan hidup 

dengan cara hidup bersama dan membangun keluarga yang abadi 
dengan seluruh keturunan dan sanak keluarganya.
	 Undang-undang membolehkan perkawinan antara dua orang, 
yang salah seorang di antaranya atau keduanya sangat lanjut usia. 
Dalam usia seperti ini, kemungkinan untuk melakukan hubungan 
seks kecil. Peraturan juga membolehkan suatu perkawinan yang salah 
satunya berada dalam keadaan yang sangat kritis (in extremis) atau 
dalam keadaan sekarat.
	 Tidak diperolehnya keturunan karena ketidakmampuan salah 
satu pihak bukan merupakan sebab resmi untuk bercerai. Apabila 
terjadi perceraian, itu hanyalah hak untuk memilih, yang dapat 
dipergunakan atau tidak. 
	 Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat telah menjadi 
fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu 
disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai derajat ke-
manusiaan. Pada saat-saat tertentu, kebutuhan batin (kebutuhan 
biologis) ini dapat menggelora seperti ketika manusia merasakan 
kelaparan dan mencari makanan. Sekalipun demikian, jika dalam 
kondisi darurat, manusia yang beriman dibolehkan memakan 
binatang atau sesuatu yang diharamkan, dalam penyaluran seksual 
tidak dikenal konsep darurat. Hukum perzinaan bersifat mutlak dan 
penyaluran seks harus melalui akad perkawinan. Sehebat apa pun 
kritisnya situasi dan kondisi, perzinaan hukumnya haram. Persoalan 
berikutnya, dalam kondisi darurat, apakah boleh melakukan nikah 
mut’ah atau nikah kontrak?

b. 	 Reproduksi generasi
	 Syariat Islam berkaitan dengan perkawinan bukan hanya soal 
membuahkan keturunan, melainkan menjaga keturunan yang me-
rupakan amanah dari sang Pencipta. Perkawinan adalah bagian dari 
tujuan syariat Islam, yakni memelihara keturunan (hifzh an-nasl), 
dengan cara memelihara agama, akal, jiwa, dan harta kekayaan.  

2. 	 Aspek Sosial
	 Rahmat Hakim mengatakan bahwa rumah tangga yang baik 
merupakan landasan masyarakat yang baik. Perkawinan diibarat-
kan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan beton bertulang 
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yang sanggup menahan getaran gempa. Perkawinan menyebabkan 
pasangan suami istri menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam 
menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan.9 
	 Al-Quran menyebutnya sebagai mawaddad dan rahmah, yang 
menyebabkan mereka begitu kuat mengarungi bahtera kehidupan ini. 
Dalam firman Allah surat Ar-Rūm ayat 21 disebutkan,

	 Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih 
dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rūm [30]: 21)

	 Keluarga sebagai bagian dari struktur bangsa berkontribusi besar 
terhadap negara. Kumpulan keluarga yang kokoh menyebabkan kokoh 
pula negara tersebut. Sebaliknya, apabila keluarga sebagai fondası 
bangsa itu lemah, lemahlah negara ini. Perkawinan juga mengajarkan 
kepada manusia agar bertanggung jawab terhadap segala akibat yang 
timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih 
sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah 
keadaan ke arah yang lebih baik dengan berbagai cara. Sikap tersebut 
akan memberikan dampak yang baik terhadap lingkungannya. 

3. 	 Aspek Ritual
	 Dalam ajaran Islam, pernikahan, yang dipahami dari tujuan, 
hikmah, dan prinsip-prinsipnya, tidak menitikberatkan pada ke-
butuhan biologis semata dan bukan sekadar tertib administrasi. 
Pernikahan adalah bagian syarat Islam. Pernikahan adalah ibadah 
dan pelaksanaannya pun merupakan perintah Syari:, sebagai refleksi 
ketaatan makhluk kepada Khaliknya, bagian yang tidak terpisahkan 
dari seluruh ajaran agama dan bukan sekadar tertib administratif. 
Ajaran Islam menetapkan aturan yang terperinci dalam perkawinan 
9	 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 17–18.

serta akibat yang mungkin terjadi selama dan setelah terputusnya 
perkawinan.10 

	 Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW. bersabda,

	 “Apabila seorang hamba menikah, sempurnalah sebagian agamanya, 
maka bertakwalah kepada Allah akan sebagian yang lain.” 

	 Di samping itu, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW. 
sebagai umat Nabi SAW. yang taat, sepantasnya mengikuti jejak 
beliau. Pengingkaran terhadap sunnah beliau berisiko terlepas dari 
kumpulan umat beliau.
	 Banyak hadis yang mengatakan hal tersebut, di antaranya,

	 “Nikah itu adalah sunahku, barang siapa yang benci terhadap sunahku, 
dia bukan umatku.” 

	 “Barang siapa yang mencintai fitrahku, laksanakanlah fitrahku. 
Sesungguhnya di antara fitrahku itu adalah nikah.”
	 Nabi Muhammad SAW. melarang kita untuk membujang, se-
bagaimana sabda beliau,

	 “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. menanyakan tentang 
membujang. Bolehkah saya dikebiri? Rasulullah SAW. menjawab, “Orang 
yang dikebiri dan yang minta dikebiri tidak termasuk umatku.”

10	 Rahmat Hakim,  Hukum Perkawinan Islam, 2000, hlm. 19.
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	 Perintah Nabi SAW. untuk menikah dan melarang membujang 
terus-menerus sangat beralasan. Hal ini karena libido seksualitas 
merupakan fitrah kemanusiaan dan makhluk hidup lainnya, yang 
melekat dalam diri setiap makhluk hidup dan suatu saat akan men-
desak penyalurannya. Bagi manusia, penyaluran itu hanya melalui 
satu jalan, yaitu perkawinan, sedangkan penyaluran di luar itu sangat 
dibenci Islam. Untuk menghindari penyaluran yang terlarang, Nabi 
Muhammad SAW. menyuruh untuk melakukan pernikahan dan 
meninggalkan pelajangan. 

	 Rasulullah SAW. menegaskannya kembali dalam hadis yang 
diriwayatkan oleh  Sa’ad bin Abi Waqash,

	 Rasulullah SAW. menolak Utsman bin Madz’un untuk membujang, 
“Andaikan dia dibolehkan membujang, tentu kami (para sahabat) akan 
berkebiri saja.”

	 Menurut Ath-Thabari, yang dimaksudkan membujang oleh 
Utsman bin Madz’un ialah mengharamkan dirinya untuk menikah, 
memakai parfum atau wewangian dan segala macam kenikmatan 
hidup. Dalam kaitannya dengan peristiwa tersebut, Allah menurunkan 
Al-Quran surat Al-Mā’idah ayat 87, 

	 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan 
apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu 
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas. (Q.S. Al-Mā’idah [5]: 87)

	 Oleh karena itu, melakukan pengekangan dengan membujang 
terus-menerus bertentangan dengan citra kemanusiaan dan moralitas 
keislaman. Islam tidak mengenal paham kerahiban dan kebiaraan 

yang dianut oleh agama Nasrani, seperti difirmankan Allah SWT. 
dalam surat Al-Hadīd ayat 27,

	 “Kemudian Kami susulkan rasul-rasul Kami mengikuti jejak mereka dan 
Kami susulkan (pula) Isa putra Maryam; Dan Kami berikan Injil kepadanya 
dan Kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang 
mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbāniyyah, padahal Kami tidak 
mewajibkannya kepada mereka (yang Kami wajibkan hanyalah) mencari 
keridaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada 
orang-orang yang beriman di antara mereka Kami berikan pahalanya, dan 
banyak di antara mereka yang fasik. (Q.S. Al-Hadīd [57]: 27)

	 Dalam doktrin Islam, melalui sabda Rasulullah SAW. terdapat 
larangan untuk umatnya membujang sebab membujang dalam 
pandangan Islam tidak dianggap sebagai perilaku mulia, apalagi 
dikaitkan dengan kesucian seseorang dalam rangka mendekatkan 
diri kepada Allah. Di samping tugas kerasulannya, sebagai layaknya 
manusia biasa, Rasulullah meluangkan waktu untuk masalah pribadi 
(perkawinan) dan selalu mengingatkan sahabat-sahabatnya untuk 
menikah jika memang secara ekonomi dan biologis sudah saatnya 
untuk menikah.
	 Sebagai pemimpin, beliau selalu memperhatikan gerak langkah 
umatnya sampai pada hal-hal yang sifatnya pribadi, seperti per-
kawinan. Kepada sahabat yang datang kepada beliau, selalu beliau 
tanyakan tentang perkawinan. Jika orang tersebut belum menikah, 
beliau menasihatinya untuk segera menikah seraya memberinya 
gambaran kepadanya mengenai kegembiraan tentang hidup berumah 
tangga. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW. selalu memudahkan 
para sahabat yang akan melakukan perkawinan.

18 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 19Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



	 Dalam suatu riwayat, beliau didatangi seorang sahabat yang 
menginap di rumahnya. Ketika beliau menanyakan kepadanya, apa-
kah ia sudah menikah atau belum, ia menjawab bahwa ia belum 
menikah karena ia sangat miskin. Nabi pun memerintahkan sahabat 
lainnya untuk membantunya agar tamunya itu dapat melangsungkan 
pernikahannya. Para sahabat bergotong-royong mencari sesuatu yang 
dapat dipergunakan agar tamu Rasulullah itu dapat melangsungkan 
perkawinannya.
	 Oleh sebab itu, sangat tidak terpuji menghalangi dan memper-
sulit perkawinan dengan alasan yang tidak prinsipil, misalnya belum 
ada biaya untuk hajatan, ketakutan jika kebebasannya terbelenggu, 
banyak aturan yang mengimpit kehidupannya yang selama ini me-
rasa bebas menentukan jalan hidup sendiri. Apalagi jika beralasan 
bahwa perempuan dapat ditemukan di tempat-tempat khusus, yang 
dapat dinikmati sepuas hati, tanpa melalui ikatan perkawinan yang 
sah. Ketakutan lainnya adalah keadaan ekonomi yang dirasa belum 
mencapai target yang diharapkan sehingga jika menikah akan meng-
alami kesengsaraan hidup dalam berumah tangga.
	 Dalam hal ini Allah memberikan jaminan rezekinya bagi mereka 
yang melangsungkan perkawinan. Dalam surat An-Nūr ayat 32 dan 
33 disebutkan,

	 Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, 
dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu 
yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas 
(pemberian-Nya), Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu 
menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi 
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya 
yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat 
perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, 
dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-
Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu 
untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, 
karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa 
memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang 
(kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Q.S. An-Nūr [24]: 32–33)
	 Pemberian rezeki yang dijanjikan Allah tidak perlu diilustrasikan 
secara visual, tetapi dikembalikan pada bagian lain, yaitu perkawinan 
melahirkan tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Tanggung jawab ini 
melahirkan kreativitas dan produktivitas yang mendatangkan rezeki. 
Rahmat Hakim mengatakan bahwa tanggung jawab sebagai seorang 
suami dan harga diri di depan istri dan anak-anak membangkitkan 
seorang laki-laki untuk meraih kehidupan ekonomi yang baik bagi 
kelangsungan hidup keluarganya.
	 Perkawinan bukan hanya menjadi sunah Nabi Muhammad SAW., 
melainkan juga merupakan sunah pada Nabi lainnya. Artinya, jauh 
sebelum beliau diutus ke dunia ini, para Nabi bahkan Nabi dan manusia 
pertama, Adam a.s. telah melakukan perkawinan dan hidup berkeluarga, 
seperti diterangkan Allah SWT. dalam surat Ar-Ra‘d ayat 38,

	 Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau 
(Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan .... 

(Q.S. Ar-Ra‘d [13]: 38)
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4. 	 Aspek Moral
	 Manusia dan makhluk hidup lainnya memerlukan pelampiasan 
terhadap lawan jenisnya. Jadi, dari segi kebutuhan biologis, manusia 
dan hewan mempunyai kepentingan yang sama. Adapun yang mem-
bedakannya dalam melaksanakan kebutuhan tersebut, manusia di-
tuntut untuk mengikuti aturan atau norma agama, moralitas agama, 
sedangkan hewan tidak dituntut demikian. Jadi, perkawinan merupa-
kan garis demarkasi yang membedakan manusia dengan hewan untuk 
menyalurkan kepentingan yang sama.
	 Secara moral, perbuatan terdiri atas dua jenis, yakni moralitas 
yang baik atau mulia dan moralitas yang buruk, yang dikenal pula 
dengan akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji dan akhlak yang 
tercela atau akhlak madmumah. Perkawinan yang mengikuti syariat 
Allah adalah perkawinan yang memberikan indikator penting untuk 
membedakan manusia dengan binatang. Binatang tidak mau tahu 
meskipun yang dikawininya adalah anaknya atau ibunya. 
	 Perkawinan yang diatur menurut syariat Islam dimaksudkan 
untuk membentuk moralitas mulia manusia dan membebaskan 
manusia dari moralitas hewani yang hina dina.

5. 	 Aspek Kultural
	 Di samping membedakan manusia dengan hewan, perkawinan 
juga membedakan antara manusia yang beradab dan manusia yang 
biadab, serta antara manusia primitif dan manusia modern. Walaupun 
pada dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan, 
aturan-aturan Islam jauh lebih baik daripada aturan-aturan mereka. 
Hal itu menunjukkan bahwa Islam membangun kultur yang lebih baik 
daripada manusia-manusia purba atau primitif.
	 Dalam perspektif kebudayaan, perkawinan dapat dilihat sebagai 
bagian dari proses interaksi manusia dalam pembentukan masyarakat 
terkecil dan keluarga merupakan embrio masyarakat yang akan 
membangun dunia sosial yang lebih besar. Keluarga yang memiliki 
fondasi kultural yang baik akan membangun dunia kultural sosial 
yang baik pula. Hal ini karena ukuran terendah dari kultur masyarakat 
yang baik adalah keluarga.
	 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan 
lainnya, selain mengangkat harkat dan martabat kaum wanita adalah 

membangun rumah tangga atau keluarga yang sakinah mawaddah 
warahmah.
	 Dalam perkawinan, bangunan rumah tangga yang dibina oleh 
suami istri dapat menjadi media menuju keridaan Allah yang mem-
pertemukan mereka kembali di akhirat kelak. Oleh karena itu, tujuan 
mendasar perkawinan adalah beribadah kepada Allah. Salah satu 
ibadah yang menggunakan syahwat adalah perkawinan.

B. 	 Jenis dan Hukum Perkawinan 
	 Perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat cukup beragam, 
di antaranya perkawinan yang sesuai dengan doktrin hukum Islam 
dan perkawinan yang bercampur dengan kebudayaan masyarakat.  
Dilihat dari sifatnya, perkawinan terbagi atas:
1.	 mut’ah;
2.	 muhallil;
3.	 nikah gadai;
4.	 nikah syighar;
5.	 nikah kontrak;
6.	 poliandri;
7.	 poligami;
8.	 monogami;
9.	 kawin paksa;
10.	 kawin gantung;
11.	 nikah siri;
12.	 nikah di bawah tangan;
13.	 nikah agama;
14.	 homoseksual dan lesbian;
15.	 endogami;
16.	 eksogami;
17.	 kekerabatan persepupuan.

	 Semua jenis perkawinan tersebut akan dijelaskan satu per satu, 
baik jenis yang telah baku dibahas dalam hukum perkawinan maupun 
peristiwa baru yang terjadi di masyarakat.

22 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 23Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



	

 

 
 

	

haramkan nikah mut’ah dengan sabdanya,

	

11	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Bandung: Al-Ma’arif, 1988, hlm. 155 dan  Abdul Wahab As-Sayyid 
Al-Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami, Penerjemah Rosihon Anwar, Bandung: Pustaka 
Setia, 2007, hlm. 104.

		

 

		
nyebutkan,										           

	
		  Dari Ali r.a., Rasulullah SAW. telah melarang kawin mut’ah 

pada waktu Perang Khaibar dan melarang makan daging keledai pen-
duduknya. (Riwayat Imam Muslim)

		

 

 

 

te

c.	

12	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 65.
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	 Mereka tidak akan menyetujui sesuatu yang salah jika pernyataan 
Umar tentang haramnya nikah mut’ah itu salah.

 

 

Allah surat An-Nisā’ ayat 24,

	
		  ... Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, 

berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban .... 
	 (Q.S. An-Nisā’ [4]: 24)
		   

 

dengan seorang perempuan berarti tidak menikahinya. Upah di 
sana juga bukan berarti mahar. Hal itu menjadi dalil terhadap 
kebolehan mut’ah.

		 

 

a.
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Al-Mu’minūn ayat 5–6,

	g 
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 An-Nisā’ ayat 25,

	 ... Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka 
maskawin yang pantas ....

	 Demikian pula, dalam surat Al-Mā’idah ayat 5,

	 ... Apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak 
dengan maksud berzina ....
	 Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tidak bisa 
diterima karena ada klarifikasi ulang darinya setelah ada munaqasah 
(urun rembuk) dengan para sahabat yang berpendapat bahwa nikah 
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kawinkan kamu) atau matta’tuka (saya kawinkan kamu sementara).
b.	 Istrinya haruslah seorang muslim atau ahli kitab, tetapi di-

utamakan memilih perempuan mukmin yang tahu menjaga diri 
dan tidak suka berzina.

c.	 Membayar mahar/maskawin: harus disebutkan maskawinnya 
dan boleh dengan membawa saksi dan diperhitungkan jumlahnya 
dengan suka sama suka sekalipun jumlahnya hanya segenggam 
gandum.

d.	 Batas waktunya jelas, dan hal ini menjadi syarat dalam pernikahan 
tersebut.

e.	 Diputuskan berdasarkan persetujuan masing-masing, misalnya 
sehari, sebulan, atau setahun, dan harus ada pembatasan waktu.

	 Menurut golongan Syi’ah, hukum nikah mut’ah adalah sebagai 
berikut.
a.	 Jika maskawinnya tidak disebut, tetapi batas waktunya disebut-

kan, akad nikahnya batal. Akan tetapi, jika maharnya disebutkan, 
sedangkan batas waktunya tidak disebutkan, perkawinannya 
berubah menjadi perkawinan biasa.

13	 Abdul Wahab As-Sayyid Al-Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami, hlm. 110.

 

berhak mewarisi dari anaknya.

hari.
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 yang zhanni juga, 

sebagaimana diakui di dalam ilmu Ushul.14

	

 

14	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 67–69.

menasakh hadm menjelaskannya secara singkat dan padat,
yang dapat dikatakan 
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ang 
untuk membela agama
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salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah 
SAW. bersabda,

	

	

	 Maukah kamu saya beri tahu tentang kambing pinjaman? Para sahabat 
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15	 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘ala Madzahib Al-Arba’ah, Mesir: Dar Al-Fikr, t.t., hlm. 
132.

	
 

40 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 41Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



 

16	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 71–72.

akad 
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n

	

	 Sehubungan dengan perihal tersebut, Allah SWT. berfirman 
dalam surat Al-Baqarah ayat 230,�

	

benar;
b.	 perkawinannya itu sungguh-sungguh;
c.	 sesudah ijab qabul, mereka berkumpul dengan sungguh-sungguh 

sehingga suaminya telah merasakan madu kecilnya dan istrinya 
telah menikmati persetubuhannya (Sayyid Sabiq, 1988: 77).

	

44 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 45Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



		 Jika perempuannya menikah kembali dengan laki-laki lain 
atas niat sungguh-sungguh, tetapi kemudian ia diceraikan atau di-
tinggalkan mati oleh suaminya, lalu suaminya yang pertama ber-
maksud menikahinya kembali, padahal ia sudah tahu jika pernah 
digauli oleh laki-laki lain, dan perempuannya rela untuk dirujuk 
kembali, perbuatan tersebut sesuai dengen kehendak syariat Allah. 
Oleh karena itu, dihalalkan bagi suaminya yang pertama untuk 
menikahinya kembali setelah mantan istrinya habis masa iddahnya.
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	 Imam Malik seolah-olah berpendapat bahwa mahar meskipun 
tidak menjadi syarat sahnya nikah, rusaknya akad nikah di sini 
karena rusaknya mahar, merupakan hal khusus karena termasuk 
dalam larangan, atau seolah-olah bahwa larangan tersebut hanya 
berkenaan dengan penentuan akad nikah tersebut. Adapun larangan

 

itu menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang.

	 Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi Rasulullah SAW. 
bersabda,

	 Rasulullah SAW. telah bersabda: Tidak ada syighar dalam Islam. 
(H.R. Imam Muslim)
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i-
banyak) 	 Poliandri 

17	 https://bangka.tribunnews.com/2019/12/30.

melahirkan anak, tetapi dari hasil hubungan badan dengan suami 
yang mana, sementara menurut geneologi, tidak mungkin dari sperma 
seluruh suaminya yang membuahi ovum istrinya. Hal tersebut akan 
menimbulkan dampak hukum yang tidak jelas pada silsilah keturunan 
dan administrasi keluarganya, serta hubungan biologis yang berkaitan 
d akan beristeri lebih dari seorang, 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, 
maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di 
daerah tempat tinggalnya.

2.	 Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan 
izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang 
apabila:

	

disembuhkan;
	ebagai istri”. Bila 
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kembali kepada hak dan kewajiban istri, sebagaimana terdapat dalam 
Pa

 

erintah RI Nomor 9/1975 Pasal 19 bahwa perceraian dapat
terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:
1.	 Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2.	 Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

bertuna hal lain di luar kemampuannya;

3.	
u penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak yang lain;
5.	lankan kewajibannya sebagai suami/

isteri;
6.	 Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga.

	 Apabila mengacu pada enam alasan terjadinya perceraian, 
semuanya dapat dikategorikan sebagai bagian dari “tidak dapat 

t

 

dilakukan. Dengan pemahaman ini, alasan suami poligami berbeda
jauh debat tidak dapat menjalankan 

18	 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan …, hlm 110.
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ke1.	 Istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
istri 

dalam membangun rumah tangganya karena cacat badan atau 
psuami yang ber- nasib demikian, tidak ada artinya bagi istri
jika suaminya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami.

2n permohonan ke Pengadilan untuk melakukan poligami
atau perceraian. Akan 

tetapi, bagi suami yang demikian, dampaknya pun sama, hanya 
istri berhak menggugat cerai suaminya, tetapi tidak berhak me-
lakukan poliandri.

An-Nisā’ ayat 3,

	 Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu 
khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau 
hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat 
agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S. An-Nisā’ [4]: 3)

, tetapi juga 
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pada anaknya, tidak boleh memaksanya. Adapun janda dapat
menikahkan dirinya sendiri. Jika orang tua hendak
menjodohkannya, hak janda untuk menerima atau menolaknya. 

 

ih terlalu muda, melainkan alasan lain, misalnya dengan alasan
masih kuliah dan sebagainya.

me- nurut hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai. Akan
tetapi, apabila wali merupakan ajaran agama Islam sebagai bagian dari
syarat mutlak, perkawinan yang tanpa wali menjadi tidak sah.
	r 
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yang benar menurut Undang-undang Perkawinan. Nikah di bawah 
tab mengeluarkan surat tersebut, seperti Kantor Urusan Agama (
KUA) dengan disertai akta nikahnya. 
Akta Nikah akan berdampak pada kedudukan anak di mata hukum 
yang berlaku, bahkan menjadi landasan untuk membuat Surat Akta 
Kenal Lahir, KTP, dan sebagainya. Oleh karena itu, nikah agama 
kedudukannya sama dengan nikah di bawah tangan atau nikah siri.

.

1ta kekayaan dalam sistem kekerabatan yang sama, artinya tidak
keluar dari pemilik awal sebagai warisan turun-temurun.
a

kungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti 
pada perkawinan suku Batak dan Ambon.

b.	 Eksogami connobium symetris apabila pada dua atau lebih ling-
kungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemuda.
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17.	 Hukum Perkawinan Kekerabatan Persepupuan
	 Perkawinan persepupuan adalah perkawinan menurut hubung-
an kekerabatan. Perkawinan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu 
sebagai berikut.19

a.	 Cross cousin adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak 
beradik yang berbeda jenis kelamin.

b.	 Parallel cousin adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak 
beradik yang sama jenis kelaminnya.

	 Apabila dilihat dari pelaku pernikahan, jenis-jenis pernikahan 
dapat dibagi menjadi sebagai berikut.

1. 	 istri masuk Islam, jika akad nikah yang diadakannya sesuai
dengan akad nikah yang ada dalam Islam, hukumnya sah. 20 	
Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa barang siapa 
yang memeluk agama suatu kaum, ia dikenai oleh hukum-hukum 
yang berlaku di kalangan mereka dan hukum-hukum yang mereka 
berlakukan atas diri mereka.21

 
19	 https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan Persepupuan.
20	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid II, hlm. 204.
21	 Muhammad Jawad Mughniyah,  Fiqh Lima Mazhab Jilid II, Jakarta: Basri Press, 1992, hlm. 54.

	  

 

 

 

Mohammad Rasyid Ridha me- ngatakan bahwa sesungguhnya
hukum itu dapat berbeda karena per- bedaan waktu, tempat (
lingkungan), dan situasi. Jika suatu hukum diundangkan pada
waktu sangat dibutuhkan hukum itu, kemudian kebutuhan itu
tidak ada lagi pada waktu lain, suatu tindakan bijak- sana
menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain
yang lebih sesuai dengan waktu yang aktual. 24

 
	

22	 Abdurrahman Al-Jaziri, Juz IV, hlm. 106.
23	 A. Djazuli dan I. Nurol Aen, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Gilang Aditya Putra, 1997, hlm. 46.
24	 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 2003, hlm. 35.
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	 Pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 
disebutkan:
1.	 Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2.	 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peundang-

undangan yang berlaku. 

	kita perhatikan dengan saksama, penjelasan umum dari undang-
undang perkawinan yang menyebutkan: “dan di samping itu tiap-
tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
unda 

kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan 
dalam surat keterangan, dan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar 
pencatatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-
Baqarah ayat 282,
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atu perkawinan. Hal ini sesuai 
dengan kaidah hukum Islam berikut,

	  

	

25	 A. Djazuli dan I. Nurol Aen, Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 37.
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	ratan dan rukun nikah berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2
ayat (1) da.	 suami istri yang masuk Islam biasanya berkeinginan
demi tegak 

dan kuatnya keyakinan bertauhid sebagai wujud masuk Islam 
secara kaffah;

b.	 hak asasi kedua mempelai yang tak seorang pun boleh me-
nolaknya;

c.	 ingin membersihkan kehidupan rumah tangganya dengan me-
ngawalinya melalui akad perkawinan yang baru dengan cara 
Islam;

d.	 pernikahan baru dengan cara Islam lebih maslahat daripada 
memberlakukan pernikahan yang lalu dengan cara bukan Islam;

e.	 kedua mempelai merasa ragu dengan cara bukan Islam;
f.	 tidak ada dalil yang melarang dari Al-Quran atau As-Sunnah 

untuk melakukan pembaruan nikah;
g.	 menyucikan kehidupan keluarga atas nama Islam lebih berharga 

untuk memperkuat iman dan takwa;

h.	 ada pendapat bahwa perkawinan seseorang yang dilakukan 
dengan cara bukan Islam lalu keduanya masuk Islam dinyatakan 
rusak karena rukun dan syaratnya tidak sesuai dengan Islam;

i.	 ada kaidah ushul fiqh bahwa hukum berubah karena tempat, 
waktu, niat, dan situasi kondisi. 

2
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	,

	 Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang 
musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada 
mereka bukti yang nyata. (Q.S. Al-Bayyinah [98]: 1)

	 Antara ahli kitab dan musyrik di sini dipisahkan dengan 
huruf “wawu” (dan). Kata penghubung wawu (dan) pada pokoknya 
menunjukkan adanya hal yang berbeda yang pertama dari yang 
k

	 Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal ini, ia menjawab bahwa 
hal itu tidak halal, kemudian membacakan firman Allah,

	

 

26	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 156–157.
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	danya Tuhan serta mempunyai tuntunan ajaran yang berasal dari
kitab samawi), ternyata masih dalam ikhtilaf ulama. 

	 Adapun fuqaha membolehkannya berdasarkan Al-Quran surat 
Al-Mā’idah ayat 5, 

	 P
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	 Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, apabila ditinjau dari 
dasrena pengaruh dan ke- kuasaan mengendalikan kehidupan
rumah tangga berada di tangan istri. Oleh karena itu, seluruh
angglebih senang berdalih persamaan atau kerukunan antarumat
beragama dan sebagainya. 
Mereka tidak mengerti bahwa perkawinan mereka adalah batal 

hukumnya, bahkan pergaulan mereka selama berumah tangga di-
pand

  

ereka. Oleh karena itu, bagi laki-laki muslim yang hendak
menikah dengan perempuan ahli kitab hendaknya menjadikan tujuan
dan maksud ini merupakan salah satu tujuan dan maksudnya juga. 28

 

	 Perbedaan perempuan musyrik dengan ahli kitab adalah 
bahwa perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang meng-
haramkannya berbuat khianat, mewajibkannya berbuat amanat, 
menyuruhnya berbuat baik, dan mencegahnya berbuat jahat. Apa 
yang dikerjakannya dan pergaulan yang dilakukannya terpengaruh 
oleh ajaran-ajaran kemusyrikan, padahal ajaran berhala ini berisi 

27	 Didi Mashudi, Perkawinan antara Pria Muslim dengan Wanita Kitabiyah dalam Problema, Forum 
Studi Nomor 05/XV/1989, Bandung: Fakultas Syari’ah, IAIN SGD Bandung, 1989, hlm. 63–69.

28	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 158.
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kkesenangan akan kecantikan dan melupakan nasib buruk yang
menimpanya.
	 Adapun perempuan ahli kitab tidaklah berbeda jauh dengan 
keadaan laki-laki mukmin karena ia percaya kepada Allah dan ber-
ibadah kepada-Nya, percaya kepada para Nabi, hari kemudian dan 
pembalasannya, dan memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik, 
mengharamkan berbuat jahat. Perbedaan besar antara kedua orang 
tersebut adalah mengenai keimanan pada kerasulan Muhammad 
SAW. Orang yang percaya pada adanya kenabian tidaklah akan ada 
perintang untuk percaya pada kenabian Muhammad SAW. sebagai 
penutup para Nabi, kecuali karena kebodohannya terhadap ajaran 
yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab apa yang dibawa Nabi SAW. 
sama seperti yang pernah dibawa oleh para Nabi sebelumnya, dengan 
beberapa tambahan yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, 
dan memberikan persiapan untuk menampung lebih banyak hal yang 
akan terjadi oleh kemajuan zaman. Rintangan bagi orang yang tidak 
percaya pada kenabian beliau SAW. karena secara lahir menentang 
dan menolak ajarannya, tetapi hati kecilnya mengakui kebenarannya.
	 Golongan yang secara diam-diam mengakui sedikit sekali 
jumlahnya d

 

agama Kristen dan 

29	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 159.

Yahudi. Kedua, musyrik, yaitu perempuan yang beragama selain 
Kristen dan Yahudi, misalnya Hindu, Buddha, Sintho. Perempuan 
musyrik haram dinikahi, sedangkan ahli kitab halal untuk dinikahi.30 

3.	-iy ini, para ahli fiqh pun berbeda pendapat tentang hukum
menikah dengan perempuan Ash-Shabi-iy.
	 Segolongan ulama berpendapat bahwa golongan Syabi-iy ini 
mempunyai kitab suci, tetapi tidak asli lagi. Lalu, mereka samakan 
golongan ini dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan alasan 
ini, menikah dengan perempuan Ash-Shabi-iy dihalalkan sebagaimana 
firman Allah dalam surat Al-Mā’idah ayat 5, 

30	 Aam Amiruddin, Bedah Masalah Kontemporer Ibadah, Muamalah dan Munakahat II, Bandung: 
Khazanah Intelektual, 2005, hlm. 272.
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	gan Ahli Kitab, dan mereka ini dipandang sama hukumnya dengan
kaum penyembah berhala. 
Pendapat ini menurut orang dari golongan Syafi’i dan Hambali.”31

 

4. 	 Menikah dengan perempuan Majusi (penyembah api)
	 Ibnu Mundzir berpendapat bahwa menikah dengan perempuan 
Majusi dan memakan sembelihan mereka tidak haram. Akan tetapi, 
sebagian besar ulama tidak membolehkan sebab golongan ini tidak 
mempunyai Kitab Suci, tidak percaya adanya para Nabi, bahkan 
menyembah api.

31	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 160–161.

	

 

tab Suci Daud yang bernama Zabur, halal menikah dengan
mereka dan memakan sembelihan mereka selama mereka tidak
berbuat syirik.
	 Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian golongan Hambali 
bahwa mereka juga berpegang pada salah satu dari kitab-kitab Allah. 
Jadi, mereka sama dengan golongan Yahudi atau Nasrani. Akan tetapi, 
golongan Syafı’i dan sebagian golongan Hambali berpendapat bagi 
kaum Muslim tidak halal menikah dengan perempuan mereka dan 
memakan sembelihan mereka. Fırman Allah dalam surat Al-An’ām 
ayat 156 menyatakan, 

	 (Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan, “Kitab 
itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan 
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Nasrani) dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.” 
(Q.S. Al-An’ām [6]: 156)
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	 Berbeda jika laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli 
kitab sebab ia mau tahu agama istrinya dan menganggap bahwa per-
caya kepada Kitab Suci dan Nabi-nabi agama istrinya sebagai bagian 
dari rukun iman, dan imannya tidak sempurna jika tidak percaya pada 
ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya.32 

 
k   dengan lafazh nikah,  tazwij, 
atau terjemahan dari keduanya.

	 Sabda Rasulullah SAW.,

	

32	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 164.

		  Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya 
kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan 
kehormatan mereka dengan kalimat Allah. (H.R. Muslim)

		  “Kalimat Allah” dalam hadis itu ialah Al-Quran, dan dalam 
Al-Quran tidak disebutkan selain dua kalimat itu (nikah dan tazwij) 
maka harus diikuti agar tidak salah. Pendapat lain mengatakan 
bahwa akad sah dengan lafazh lain apabila maknanya sama 
dengan kedua lafazh tersebut karena asal lafazh akad tersebut 
ma’gul makna, tidak semata-mata ta’abbudi.

b.	 Adanya wali (wali si perempuan). Dalam sebuah hadis disebutkan,

	
		  Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin 

walinya, maka pernikahannya batal. (H.R. Empat orang ahli hadis, 
kecuali Nasa’i)

	
		  Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan 

jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. (H.R. 
Ibnu Majah dan Daruqutni)

c.	 Adanya dua orang saksi
	 Rasulullah SAW. bersabda,

	
		  Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.             

(H.R. Ahmad)

	 Demikian pula, dikemukakan oleh Slamet Abidin dan Aminudin 
(1999: 65) bahwa jumhur ulama sepakat, rukun nikah terdiri atas: ada 
calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan. Jika 
tidak ada calon yang akan dinikahkan, tidak ada terjadi pernikahan. 
Hanya, apakah yang dimaksud dengan ada di sini berbeda-beda. Ada 
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r televisi dan mereka saling berkomunikasi secara langsung, hanya
keduanya tidak berada di satu tempat. Dengan demikian, jika
mempelai laki-laki diwakilkan, bukan berarti tidak dapat
menyaksikannya, atau melakukan ijab kabul melalui televisi tersebut. 
	

   

e.	ali 

atau saksi;
b. 	 balig (sudah berumur sedikitnya 15 tahun);
c. 	i yang mengecewakan (mem-

bahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki 
itu, o

	
		  Kebijaksanaan pemimpin terhadap yang dipimpinnya bergantung 

pada kemaslahatan.
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	 Sebagian ulama berpendapat, bapak tidak boleh menikahkan 
anak perawannya tanpa izin anaknya itu.

	a. 	 Wali yang telah jauh hubungannya itu juga wali seperti yang 

dekat, tetapi yang dekat itu didahulukan karena ia lebih utama. 
Oleh karena itu, apabila ia tidak dapat menjalankannya, keutama-
annya itu hilang dan berpindah kekuasaannya kepada wali yang 
lain menurut susunan yang semestinya.

b. 	 Hakim itu (menurut hadis) adalah wali bagi orang yang tidak 
mempunyai wali. Hakim belum berhak menjadi wali karena 
walinya masih ada.

	 Kedua mempelai disyaratkan merupakan pasangan yang halal 
untuk menikah. Oleh karena itu, dalam Al-Quran disebutkan tentang 
pasangan yang haram dinikahkan, yaitu sebagai berikut.

1. 	 Tujuh orang dari pihak keturunan
	 a.	 Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak, dan seterusnya 

sampai ke atas.
	 b.	 

22,

		
			   Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang 

telah dinikahi oleh ayahmu .... (Q.S. An-Nisā’ [4]: 22)

	 Haram menikahi dua orang dengan cara dikumpulkan bersama-
sama, yaitu dua perempuan yang ada hubungan mahram, seperti dua 
perempuan yang bersaudara; atau seorang perempuan dipermadu-
kan dengan saudara perempuan bapaknya, atau anak perempuan 
saudaranya, dan seterusnya menurut pertalian di atas.
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	 Firman Allah dalam surat An-Nisā’ ayat 23,

		 Rahmat Hakim menjelaskan bahwa orang-orang yang haram 
dinikahi ada yang sifatnya permanen, ada yang sementara, ada pula 
yang berubah-ubah bergantung situasi dan kondisi. Orang-orang yang 
demikian secara lengkap sebagaimana semua saudara sepersusuan, 
yaitu sebagai berikut.
1.	 Perempuan yang menyusui atau ibu susu sebab dianggap ibunya 

orang tua ibu susu karena dianggap sebagai neneknya; orang 
tua suami ibu susu karena dianggap sebagai neneknya; saudara-
saudara perempuan ibu susu karena dianggap sebagai bibinya.

2.	 Saudara-saudara perempuan suami ibu susu karena dianggap 
sebagai bibi atau uwaknya.

3.	 Anak perempuan dari saudara sepersusuan sebab dianggap se-
bagai anak adiknya.

4.	 Saudara perempuan sepersusuan.
5.	 Ada perempuan yang sejak awal diharamkan, ada yang datang 

kemudian akibat dari suatu perbuatan hukum, di samping itu, 
ada pula yang haram sementara dan ada yang selamanya.

6.	 Keharaman dinikahi yang datangnya kemudian, tetapi mereka 
juga haram seterusnya setelah terjadi perbuatan hukum atau 
setelah perkawinan dengan salah satu di antara keduanya, 
misalnya mertua atau anak tiri yang ibunya telah disebadani.

7.	 Keharaman dinikahi yang datang kemudian, tetapi akibat hukum 
pada saat perkawinan berlangsung dan haram selamanya adalah 
wanita-wanita yang terkena li‘an.

8.	 Ada pula yang haram permanen dan yang sementara  sebagaimana 
dijelaskan dalam surat An-Nisā’ ayat 23,

	
		

n), 
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maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-
istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan 
(dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 
terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 23)

	 Dalam ayat tersebut terdapat yang haram permanen (sebagaimana 
telah diuraikan sebelumnya), sedangkan yang haram temporer adalah 
sebagai berikut.
1.	 Wanita saudara istri, baik saudara kandung maupun wanita 

yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah 
maupun dari ibu. 

2.	 Istri orang lain: keharamannya habis setelah ia bercerai dari suami 
pertama dan habis masa iddahnya.

3.	 Perempuan yang telah ditalak tiga kali atau talak ba’in kubra dari 
suaminya, keharamannya habis setelah dinikahi oleh suami yang 
lain dan telah habis masa iddahnya.

4.	 Ketika sedang ihram, baik laki-lakinya maupun wanitanya, hingga 
selesai ihramnya.

5.	 Wanita musyrik keharamannya habis sampai dia memeluk agama 
Islam.

6.	 Menikah dengan istri yang kelima. Karena poligami batas maksimal-
nya hanya empat istri.

7.	 Menikahi pezina, keharamannya hilang setelah yang bersangkutan 
bertobat.

8.	 Menikahi wanita yang dalam masa tunggu, kecuali habis masa iddah-
nya.

9.	 Menikahi laki-laki nonmuslim, haram bagi wanita muslimah, kecuali 
laki-laki itu masuk Islam.

	 Syarat yang harus ada pada saksi adalah berakal sehat, dewasa, 
dan mendengarkan ucapan kedua belah pihak yang berakad, dan 
memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah ijab-
kabul pernikahan. Apabila para saksi itu buta, hendaklah mereka 
bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suaranya 
tersebut adalah suaranya kedua orang yang berakad.
	 Jika menjadi saksi itu anak-anak, atau orang gila, atau orang yang 
sedang mabuk, pernikahan tidak sah sebab mereka dipandang tidak 

a
 

pihak. Imam Hambali mengatakan bahwa syarat-syarat saksi 
adalah dua orang laki-laki yang baligh, berakal, dan adil. Kedua-
nya beragama Islam, dapat berbicara dan mendengar. Keduanya 
bukan berasal dari satu keturunan kedua mempelai.

	 Imam Syafı’i mengemukakan bahwa syarat-syarat saksi adalah:
1. 	 dua orang saksi;
2. 	 berakal;
3. 	 baligh;
4. 	 Islam;
5. 	 mendengar; 
6. 	 adil.
	 Berkenaan dengan masalah keadilan bagi seorang saksi, Imam 
Abu arat adil untuk menjadi saksi dalam pernikahan cukup melihat
dari segi lahirnya. 
Apabila pada kemudian hari setelah terjadinya akad nikah, saksi 

88 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 89Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



diketahui kefasikannya, akad nikahnya tidak terpengaruh, berarti 
tetatu, tidak sah akad nikah yang disaksikan oleh dua orang
perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana tidak dapat diterima
kesaksiannya dua orang perempuan.
	 Walaupun demikian, golongan Hanafi tidak mensyaratkan saksi 
harus laki-laki, tetapi kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-
laki dengan dua orang perempuan adalah sah sebagaimana dijelaskan 
dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282,

	

1.	
agama;
2.	 merdeka atau hamba;
3.	 perusahaan;
4.	 kekayaan;
5.	 kesejahteraan.

		 Firman Allah dalam surat Al-H ujurāt ayat 13 menyebutkan,

		 Ditegaskan pula oleh surat An-Nūr ayat 3,

	 Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, 
atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah 
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kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang 
demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (Q.S. An-Nūr [24]: 3)
	 Rasulullah SAW. bersabda:

	1.	 Kedua belah pihak sudah tamyiz. Apabila salah satu pihak ada 

yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (membedakan benar 
dan salah), pernikahannya tidak sah.

2.	 Ijab kabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab 
kabul tidak boleh diselingi oleh kata-kata lain, atau menurut adat 

di

	

 

karena khotbah 

da

2.	 Tidak sah sebab memisahkan acara ijab dan qabul, bagaimana 
halnya jika antara ijab qabul itu dipisahkan oleh hal-hal lain di 
lu
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	 Adapun Imam Malik membolehkan waktu senggang yang se-
bentar antara upacara ijab dan qabul. 
1.	 Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali 

2.	 Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan 
pernyerti setiap kata-kata yang dinyatakan
dalam ijab dan qabul.

	
enunjukkan kawin. 

 

oleh umumnya umat manusia. Apabila mengakui bahwa keluarga 
yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, 
kita harus mengakui pula pentingnya langkah persiapan untuk 
membentuk sebuah keluarga.
	 Perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara dua 
manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan 
dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan 
y... miskin ... orang laki-laki yang tidak beristri, walaupun ia
berharta 
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. dalam surat    
Ar-Rūm ayat 21,

	
AW. 

bersabda,

33	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 18–22.

	 “Sesungguhnya perempuan itu menghadap dengan rupa setan dan 
membelakangi dengan rupa setan pula. Jika seseorang di antaramu tertarik 
kepada seorang perempuan, hendaklah ia datangi istrinya, agar nafsunya 
dapat tersalurkan.” (H.R. Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)
	 Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menjadikan anak-
anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup 
manusia, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam. 
Sabda Rasulullah SAW.,

		 Rahmat Hakim memaparkan bahwa hikmah perkawinan adalah 
sebagai berikut.
1. 

 

ta 
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den

    

	 Firman Allah dalam surat An-Nisā’
ayat 1,

	 “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) 
dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya 
kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisā’ [4]: 1)
	 Mem nilai 

34	 Al-Maraghi, Tafsir Al-Qu’ran Al-Adhim,  Jilid IV, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986, hlm. 320.

 

SAW. dalam hadis mengatakan bahwa “tidak 
sempurna iman seseorang jika ia memutuskan interaksi sosial (la 
yukminu ahadukum qati’ ar-rahiem). Bahkan, barang siapa yang beriman 
kepada Allarasakan bahwa memang begitulah keadaan bujangan.
Dengan perkawinan, sifat-sifat 

35	 Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, Semarang: Al-Husna, 1985, hlm. 67.

98 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 99Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



se
a 

untuk melakukan ibadah haji. Bukan berarti anaknya memberi gelar 
haji kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, melainkan 
anak melakukan estafeta amal orang tua. 	
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Bab 2
hukum pertunangan 

dalam islam

A.	 Pengertian Pertunangan dalam Hukum Islam
	

		 Meminang atau khitbah menurut adat adalah bentuk pernyata-
an dari satu pihak kepada pihak lain untuk mengadakan ikatan 
perkawinan. Khitbah ini pada umumnya dilakukan pihak laki-laki 
terhadap perempuan, tetapi ada pula yang dilakukan oleh pihak 
perempuan meskipun tidak lazim dilakukan. Hal ini jarang ter-
jadi, kecuali pada sistem kekeluargaan dari pihak ibu, seperti di 
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Minangkabau yang berlaku adat meminang dari pihak wanita ke 
pihak laki-laki.1 
	 beberapa orang –biasanya wanita– untuk menyelidiki apakah
wanita dimaksud benar-benar lajang atau sudah ada yang meminang
lebih dahulu. Hal itu dilakukan bahwa pihak pria tidak mengenal
pihak wanita. Jika keduanya sudah lama berpacaran, pertunangan
dilakukan tanpa ada investigasi segala macam karena hal itu
dianggap tidak diperlukan.
	 Semua wanita boleh dipinang, selama ia masih perawan atau 
sudah janda, bukan istri orang atau telah dipinang orang lain. Dalam 
suatu hadis dikatakan,

1	 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan di Indonesia, 2000, hlm. 47–51.

	ga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain,
selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan
dari pihak wnya dipinang secara 

rahasia.
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B. 	 Tata Cara Meminang Perempuan 
	

	

	

	a 

badannya boleh dilihat, dan perempuan yang diutus oleh pihak 
laki-l

2.	 Jika yang melihatnya pihak laki-laki, yang diperbolehkan hanya 
muka dan telapak tangan karena selain itu merupakan aurat yang 
haram dilihat. Larangan melihat anggota tubuh selain muka dan 
telapak tangan didasarkan kepada dalil Al-Quran yang terdapat 
dalam surat An-Nūr ayat 31,

	
		  ... dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali 

yang (biasa) terlihat .... (Q.S. An-Nūr [24]: 31)

	 Ayat tersebut dipahami bahwa aurat wanita adalah sekujur 
tubun, 
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kean adanya etika yang harus ditaati agar terhindar dari
kesalahpahaman di antara pihak yang telah melakukan peminangan. 
C

	 Rasulullah SAW.bersabda,

	 Dari Jabir, “bahwa Nabi SAW. telah bersabda, ‘Sesungguhnya perem-
puan itu dinikahi orang karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya; 
maka pilihlah yang beragama’.” (H.R. Muslim dan Tirmizi) 

	 Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW. bersabda,

	 D

	 Da
h 
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baiknya jika engkau menikah dengan perawan; engkau dapat menjadi 
hiburaengan istri yang salehah, kehidupan suami menjadi tenang,
damai, dan tenteram. Selain itu, hidup pun semakin bercahaya
karena ratu rumah tangga membawa amanah Allah yang
Mahakuasa.
	 Rasul SAW. bersabda, ”Maukah aku kabarkan kepada kamu sebaik-
baik esucian diri, serta taat dan patuh kepada suami sepanjang tidak
menyalahi aturan Allah SWT.

	 Karakter istri yang salehah adalah sebagai berikut.
1.	 Taat dan patuh pada suami dalam hal yang tidak durhaka kepada Allah 

SWT.
	 Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisā’ ayat 34,

	 ... Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat 
(kepada Al
erta mampu memelihara diri dengan aturan Allah dan 
Rasul-Nya.

2. 

                                    

 

ahnya.”
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4. 	 Berhias untuk suami
	 Sepatutnya seorang istri berhias untuk suaminya. Ketika suami 
pulang dari pekerjaan, wajah dan pakaian yang dikenakan istri harus 
menggembirakan hati suami. Berhias diri pun tidak boleh berlebih-
lebihan menyalahi aturan Allah SWT.
	 Ang paling sedikit biayanya. ” (H.R. Ahmad, Hakim, dan Baihaqi,
dari Aisyah) 	 Dalam hadis lain, Rasul SAW. bersabda, “Aku
melihat dalam neraka, tiba-tiba kebanyakan penghuninya adalah wanita.
Maka seorang wanita bertanya, ”Mengapa, ya Rasulullah?” Nabi
SAW. menjawab, ”Mereka banyak menyumpah dan tidak berterima kasih
kepada suaminya.”                       
(H.R. Bukhari-Muslim)
	 Oleh karena itu, istri harus berterima kasih atas pemberian suaminya. 
Rela dan ikhlas berapa pun penghasilan suami yang didapatinya.
	 Rasulullah SAW. bersabda, “Tidak patut seorang manusia sujud 
kepada seorang manusia. Sekiranya patut seorang manusia sujud kepada 
seorang manusia, niscaya aku perintah wanita (istri sujud kepada suami, 
lantaran (begitu besar) hak suami atas istrinya.” (H.R. Ahmad)

	 Bukti seorang istri untuk suami adalah amal yang luhur. Pahala 
yang telah disediakan Allah adalah surga yang indah. Rasul SAW. 
bers
an surga sebagai balasannya. 
Oleh karena itu, nilai istri salehah merupakan perhiasan yang paling 
indah di dunia ini.
    	 Nabi SAW. mengemukakan, “Sesungguhnya Rasul SAW. bersabda, 
Dunia ini laksana perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita (istri) 
yang sha
lihah.” (H.R. Muslim) 	 Sebagai perhiasan yang indah, selayaknya
istri berperan i sisi kehidupan. Ada  ayat yang berbicara tentang hak
dan kewajibannya, ada pula yang  

2	 Ahmad Humaidi, Isteri Shalihah, Majalah Risalah Nomor 6/XXXI Oktober 1993, hlm. 40–41.

112 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 113Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



menguraikan  keistimewaan  tokoh-tokoh  perempuan dalam sejarah 
agama dan kemanusiaan.

 	 Secara umum, surat An-Nisā’ ayat 32 menunjukkan hak-hak 
perempuan,

	 ... (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, 
dan bagi perempuan (pun, ada bagian dari apa yang mereka usahakan ....                    
(Q.S. An-Nisā’ [4]: 32)

 	 Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh 
kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam.
	 Pembahasan menyangkut keberadaan perempuan di dalam atau 
di luar rumah bermula dari surat Al-Ah zāb ayat 33,

	
moderat. Menurutnya, ayat  
tersebut  merupakan  larangan  bagi wanita untuk keluar rumah jika tidak 
ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat, misalnya.

 	 Al-Maududi, dalam bukunya Al-Hijab, menulis bahwa para 
ah
s dipahami agar para istri 
berada di rumah.
	 Firman Allah waqarna fi buyutikunna (Dan tetaplah tinggal berdiam  
di rumah kalian) dalam surat Al-Ahzāb ayat 33, menurut kalimatnya 
ditujukan untuk istri-istri Nabi kendati pun dapat dipahami sebagai  
acuan kepada semua wanita. Namun, tidak berarti bahwa wanita harus  
terus-menerus berada di rumah dan tidak diperkenalkan keluar, tetapi 
mengisyaratkan bahwa tugas pokok yang harus diemban oleh seorang 
istri adalah memelihara rumah tangganya.
	 Simpulannya, peranan seorang istri sebagai ibu rumah tangga 
adalah menjadikan rumah sebagai sakan, yakni “tempat yang mene-
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nangkan dan menenteramkan seluruh anggotanya”. Dalam konteks 
inilah Rasulullah SAW. menggarisbawahi sifat-sifat seorang istri yang 
baik, yakni yang menyenangkan suami apabila ia dipandang, menaati 
suami apabila ia diperintah, dan ia memelihara diri, harta, dan anak-
anaknya apabila suami jauh darinya.
	 Peran lain yang penting dari kaum wanita adalah perannya se-
bagai seorang ibu yang telah diterangkan dan ditegaskan dalam 
berbagai ayat termasuk ayat 8 surat Al-’Ankabūt, 

	nita memengaruhi segala perkembangan dan perubahan sosial,
dan dapat dikatakan bahwa ibu merupakan sejarah. Selain
kenyataan bahwa semua rasul, semua pemimpin, pemikir, dan
ilmuwan dilahirkan oleh seorang ibu. 
	g 

warisan, Allah SWT. berfirman, “Allah mensyariatkan bagimu tentang 
(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki 
sama dengan bagian dua anak perempuan.” Dalam tradisi jahiliah wanita 
tidak diperhitungkan dalam hal harta pusaka.
	 Yang terpenting bagi laki-laki yang memilih calon istri yang 
hendak dipinangnya adalah menetapkan pilihannya kepada istri yang 
salehah. Para istri dalam rumah tangga merupakan obor dan motivator 
untuk suami. Saat suami dirundung bingung, ditempa kesusahan, istri 
berperan sebagai dewi kehidupan yang mampu meringankan beban 
suami.

D.	 Menemukan Istri yang Salehah
	 Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan itu wanita 
salehah. Bagaimana menemukan istri yang salehah? Caranya ada-
lah dengan memperhatikan perilakunya. Memilih calon istri salehah 
akan menentukan masa depan keluarga dan dalam menjalani rumah 
tangga sampai akhir hayat. Istri kelak menjadi ibu bagi anak-anaknya. 
Istri menjadi ibu rumah tangga yang mengatur dan mengelola urusan 
rumah tangganya, menjaga kehormatan, dan taat kepada suami.3

	 Perempuan yang salehah akan berperilaku baik, sopan, berpen-
didikan, dan selalu menjaga kehormatannya. Mereka selalu menutup 
auratnya, berada di tempat-tempat yang diridai oleh Allah, yaitu di 
majelis pengajian, rumah-rumah yang terjaga dari pergaulan bebas, 
lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu penge-
tahuan umum. Ia juga pandai membaca Al-Quran, lemah lembut 
perkataannya, dan tidak meninggalkan perintah Allah dan Rasulullah 
SAW., mendirikan shalat, menunaikan ibadah shaum Ramadhan, 
senang menolong orang lain, dan sebagainya.4

	

                                            

3	 Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum 
Positif di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 36.

4	 M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Quran Kalung Permata buat Anak-Anakku, Jakarta: Lentera 
Hati, 2007, hlm. 160.
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( ). Bahkan, Rasulullah SAW. menegaskan bahwa beliau 
akan bangga di hadapan umat yang lain dengan jumlah umatnya yang 
banyak.5

	a yang masih berambut kusut menyisir rambutnya dan berdandan .” 6 	
Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW. membuat 
empat garis di atas pasir. Beliau bersabda, “Tahukah kalian, apa ini?” 
Para sahabat serentak menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Lantas, 
Rasulullah bersabda, “İni adalah empat wanita teladan penduduk surga. 

5	 Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Abu 
Dawud dalam Kitab Sunan Abu Dawud Juz V, hlm. 431.

6	 Lihat hadisnya dalam Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Maghirah 
ibn Bardazabah Al-Bukhari, 1414 H, Shahih Bukhari, Damaskus: Dar Al-Fikr, hlm. 146. Lihat 
Terjemahnya dalam Achmad Sunarto dkk., Terjemah Shahih Bukhari, Jilid VII, Semarang: Asy-
Syifa, 2004, hlm. 14–15.

Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad SAW., 
Maryam binti Imran, dan Asyiah binti Mujahim istri Fir’aun.” (Al-Hadis)
	

 

berpuasa sunat, dan sejenisnya;
8.	 berterima kasih atas segala pemberian suami tanpa memandang 

besar dan kecilnya;
9.	 bersikap qana’ah;
10.	 pandai bersolek dan menyenangkan hati suami.
	 Jika istri yang didambakan suami adalah istri yang salehah, tentu 
saja suami yang didambakan istri adalah suami yang saleh. Lalu 
bagaimana karakteristiknya?
	 Karakter suami saleh yang didambakan oleh wanita yang akan 
menjadi istrinya adalah sebagai berikut:
1.	 pandai memimpin keluarga;

7	 Dikutip langsung dari tulisan Kurdi Latief, Isteri Shalihah, Majalah Risalah Nomor 6/XXXI, 
1993, hlm. 38–39.
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2.	 menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya;
3.	 bertanggung jawab terhadap urusan ekonomi keluarga;
4.	 memberi nafkah dengan cara yang halal;
5.	 taat kepada Allah dan Rasulullah dengan melaksanakan seluruh 

perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya;
6.	 pandai menasihati istrinya dengan baik, sopan, dan penuh dengan 

penghargaan terhadap istri;
7.	 tidak bersifat otoriter;
8.	 memberi tempat tinggal, pakaian, dan biaya pendidikan anak-

anaknya;
9.	 memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan menurut 

kemampuannya.
10.	 mempergauli istrinya dengan baik;
11.	 pengertian, jujur, dan lemah lembut serta penuh cinta dan kasih 

sayang kepada istrinya.

	 Itulah gambaran suami yang saleh. Dalam menjalani mahligai 
rumah tangga dengan suaminya, ia tidak mudah menyerah dalam 
mencari nafkah dan mendidik anaknya dengan memberikan contoh 
teladan yang patut ditiru, terutama dalam kaitannya dengan ibadah 
kepada Allah SWT.

�
�
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Bab 3
Perjanjian pernikahan 

dalam hukum islam

A.  	Kedudukan Perjanjian Pernikahan 
	

 masdarnya adalah , yang jamak- 

nya  yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dari 
kedua pendapat ini dapat dirumuskan bahwa secara bahasa akad 
berarti ikatan, perjanjian atau kontrak.

	 Menurut istilah syara’, menurut syara akad adalah,1

	 Suatu ikatan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan 
adanya ijab dan qabul.
1	 Kamal Muhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 2013, hlm. 34.
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anggap sah dan suci karena menggunakan nama Allah. Dalam
sebuah hadis disebutkan,

	 Nabi SAW. bersabda, “Takutlah kepada Allah dalam masalah wanita, 
sesungguhnya kamu ambil mereka dengan amanah Allah dan kamu halalkan 
mereka dengan kalimat Allah.” (H.R. Muslim)

	,3 Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad nikah boleh
dilakukan dengan lafazh At-
Tamlik (pemilikan), Al-Hibah (penyerahan), Al-Bay (penjualan), Al-

2	 Abdul Qadir Djaelani, Al-Hidayah, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 92.
3	 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, Semarang: Ma’arif, 2003, hlm. 23.

 

 

m hadis dari Ibnu Hibban 
dari Aisyah berkata,

	 “Tidak sah nikah (akad nikah) kecuali dengan adanya wali dan dua 
oran

 

yafi’i tetap bertahan dengan arti nikah walaupun diperbolehkan
akad, tetapi itulah yang terkenal sampai dikembalikan kepada 
haqiqat yang sebenarnya.

4	 M. Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, 1999, hlm. 309.
5	 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, 2003, hlm. 24.
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	 Menurut Kamal Muchtar, dalam pemakaian bahasa sehari-hari 
perkataan 
rikut.
1.	 Menurut hukum syara’, akad nikah/perkawinan adalah suatu 

yang membolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan 
dengan menggunakan lafazh “menikahkan atau mengawinkan” 
yang diikuti dengan pengucapan ijab qabul antara wali dan calon 
mempelai pria dengan jelas serta tidak terselang oleh pekerjaan 
lainnya.

2.	 Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 sub C dikatakan bahwa 
aqad 

	 Rumusan pengertian akad nikah tersebut secara umum dapat 
disimpulkan sebagai berikut.
1.	 Akad nikah merupakan perjanjian atau ikatan.
2.	 Adanya akad nikah menjadikan dihalalkannya berkumpul atau 

bersetubuh.
3.	 Bentuk akad nikah adalah sighat ijab dan qabul.
4.	 Akad nikah hendaknya dilakukan dengan jelas dan langsung. 

B.	 Rukun Akad Perkawinan dalam Islam 
	 P
 

6	 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 2000, hlm. 
21.

Dalam  KHI pengantin laki-laki; 6. 	 dihadiri sekurang-kurangnya
dua orang saksi laki-laki yang adil; 7. 	 ada upacara ijab qabul (
Moh. Idris Ramulyo, 1999: 48).
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	 Ahmad Rafiq (1998: 71) menjelaskan rukun-rukun yang diikuti 
oleh  syarat-syarat hukum nikah sebagai berikut.
1.	 Calon mempelai pria:
	 a.	 beragama Islam;
	 b.	 laki-laki; 
	 c.	 jelas orangnya;
	 d.	 dapat memberikan persetujuan; 
	 e.	 tidak terdapat halangan perkawinan.

2.	 Calon mempelai wanita:
	 aali; 	 b. 	 pernyataan menerima dari calon mempelai pria;
	 c.	 memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata 

nukah atau tazwij;
	 d.	 antara ijab dan qabul bersambungan; 
	 e.	 antara ijab dan qabul jelas maksudnya;

	 f.	 orang yang berkait ijab qabul tidak sedang dalam keadaan 
ihram haji atau umrah;

	 g.	 majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, 
yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan dua orang 
saksi.

C.	 Landasan Hukum Akad Perkawinan
	 Secara umum landasan dasar akad nikah harus didasarkan pada 
tiga hal, yaitu sebagai berikut.

1. 	 Keyakinan atau Keimanan
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	. Maksudnya, akad nikah merupakan aktivitas ibadah yang telah
dicn dan Sunnah Rasulullah SAW. sebagai dasar hukum akad
nikah, antara lain sebagai berikut.
1.	 Surat An-Nisā’ ayat 21, 

	

		  Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu         
telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-
istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari 
kamu.” (Q.S. An-Nisā’ [4]: 21) 

		  Pada ayat ini dengan tegas Allah menyatakan bahwa nikah 
bukanlah suatu perjanjian yang biasa saja, melainkan suatu 
perjanjian yang kuat. Perjanjian yang kuat di sini adalah akad 
nikah.

2.	 Surat Al-Mā’idah ayat 1, 

	
	  	 Penegasan ayat ini, walaupun tidak secara eksplisit berkaitan 

dengan akad nikah, secara implisit terkait juga dalam akad nikah.
	 Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu:

	
		  D

-

ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.
	 (Q.S. Al-Baqarah [2]: 221)
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	 Adapun hadis Nabi SAW. yang berkaitan dengan akad nikah 
dapat dikemukakan sebagai berikut,

	 Dari Amir bin Abdillah bin Zuber dari bapaknya, bahwasanya 
Rasulullah SAW. bersabda, “Siarkanlah akad nikah itu.” (H.R. Ahmad dan 
dinyatakan sahih oleh al-hakim”, [Kamal Muchtar, 1974: 4])

	 Rasulullah SAW. bersabda,

	 Tidak ada (aqad) nikah kecuali dengan wali. (H.R. Imam yang lima 
dan 

	 “Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang me-
nyebabkan halalnya kehormatan seorang perempuan.”

D.gunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang

menunjukkan saling meridai, misal- nya penjual memberikan barang
dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi pada
zaman sekarang.
	 Adapun shigat akad dalam pernikahan, para ulama sepakat 
hanya dibolehkan menggunakan ucapan. Demikian pula, dalam talak 
dan rujuk. Apabila tidak mampu berbicara, yang lebih utama adalah 
dengan tulisan dibandingkan dengan isyarat.
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3.	 SIslam Pasal 27 dinyatakan bahwa ijab dan qabul antara wakil
dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak selang
waktu. Sementara itu, Muhammad Syathan Dimyati dalam kitabnya 
I’anah Ath-Thalibin Juz III (t.t.: 274) shigat disyarat- kan adanya ijab
dari wali (calon istri), yaitu mengucapkan semisal 
“zawwajtuka/ankahtuka mauliyati fulanah” (saya kawinkan engkau/
saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku si Fulanah). 
Menurutnya, ijab tidak sah, selain memakai salah satu dari lafazh 
tersebut karena berdasarkan hadis riwayat Muslim, “Taqwalah kalian 
kepada Allah kaitannya dengan kaum wanita karena sesungguhnya 
kalian bisa memungutnya dengan amanat Allah dan membuat halal 
farjinya dengan kalimat Allah ialah yang terdapat dalam Al-Quran, 
sedangkan tidak terdapat di sana selain dua lafazh tersebut.”
	 Mengingat pentingnya shigat, kalangan ahli fiqh menyatakan bahwa 
rukun perkawinan adalah ijab dan qabul. Untuk menghindari terjadinya 
akad yang mempunyai akibat hukum, baik pada suami maupun istri, 
akad dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat berikut.7

1.	 Kedua belah pihak harus tamyiz; apabila salah satu pihak ada yang 

gila atau masih kecil dan belum tamyiz, pernikahannya tidak sah.
2.	 Ijab qabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan 

ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau 
7	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 1993, hlm. 49.

me disyaratkan tunai penerimaannya barulah di sana
dibenarkannya hak khiyar.

3.	 Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali 
jika lebih baik dari ucapannya sendiri yang menunjukkan per-
nyataan persetujuan lebih tegas.

4.	 Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan 
pernyataan masing-masing dengan kalimat yang menyatakan 
terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada 
yang tidak dapat dipahami, karena yang dipertimbangkan di 
sini maksud dan niat, bukan mengerti kata-kata yang dinyatakan 
dalam ijab dan qabul.

	 Selain itu, ketika mengucapkan ijab qabul hendaknya diper-
gunedua kata tersebut. Pendapat Imam Hanafi, Ats-Tsauri, Abu ‘
Ubaid, dan Abu Daud membolehkan. 
Hal ini karena dalam ijab itu yang penting niatnya dan tidak disyarat-
kan menggunakan kata-kata khusus, bahkan segala lafazh yang di-
anggap cocok, asalkan maknanya secara hukum dapat dimengerti, 
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yaitu antara kata-kata tersebut dan maksud agama maknanya sama 
maka hukumnya sah karena nabi pernah mengijabkan seorang sahabat 
kepada pasangannya dengan sabdanya,

	

	n 

ena ijab qabul lambang adanya keridaan kedua belah pihak, ijab
qabul harus dinyatakan dengan ucapan yang pasti, konkret, dan
tegas.
	 Beberapa hal yang menjadikan akad nikah bagi seseorang di-
anggap batal jika memenuhi ketentuan berikut.
1.	 Apabila ucapan ijab qabul diselingi suatu syarat, menangguhkan 

dengan sesuatu waktu akan datang, atau waktu tertentu dan 
dikait
an untuk 
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menikmatinya sekarang. Tidak boleh ada tenggang waktu antara 
syaratnya. 

2.	 Ij mempunyai
akibat 

hukum suami dapat menggauli istri sejak adanya akad.
		  Dapat ditambahkan di sini bahwa akad nikah yang dinyata-

kan ng kedua bermaksud untuk menghalalkan mantan suami
perempuan yang ditalak agar 

suaminya rujuk. 
	 Apabila ada tenggang waktu antara ijab qabul hukumnya tetap 
sah, sepanjang masih dalam satu majelis yang tidak diselingi oleh 
sesua	 Pertama, Syekh Abu Hamid Asfara Yini berpendapat sah
karena khotbah dan aqad nikah diperintahkan agama. Hal ini tidak
merupakan 

halangan sahnya akad nikah, seperti halnya orang yang bertayamum 
antara dua shalat yang dijama’.
	 Kedua, tidak sah sebab memisahkan acara ijab dan qabul, se-
bagaimana halnya jika antara ijab qabul itu dipisahkan oleh hal-hal 
lain di luar khotbah. 

E. 	 Pernyataan Shighat Akad Nikah 
	 Dama maknanya sama, hukumnya sah, karena Nabi SAW.
pernah mengijabkan seseorang sahabat kepada pasangannya dengan
sabdanya,

	 Aku telah milikkan dia kepada kamu dengan mahar ayat-ayat Al-Quran 
yang kamu mengerti.
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	 Kata-kata “memberikan” pernah pula dipergunakan di dalam 
ijab qabul perkawinan Nabi SAW. maka umatnya boleh juga mem-
pergunakannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ah zāb ayat 50,

		 Bagaimana jika kata-kata dalam ijab kabul diganti dengan kata-
kata kiasan, apakah hukumnya sah sama dengan kiasan yang di-
gunakan dalam perceraian? Imam Asy-Syafi’i, Imam Ahmad, Said 
bin Musayyab, dan Atha’ berpendapat tidak sah, kecuali dengan 
menggunakan kata-kata tazwij atau nikah (kawin) atau pecahan dari 
kedua kata ini. Karena kata-kata yang lain, seperti “memilikkan” atau 
“memberikan” adalah kata-kata yang tidak jelas menunjukkan kepada 

pengertian menikah sebab menurut mereka mengucapkan pernyata-

an menjadi salah satu syarat perkawinan. Jadi, jika digunakan kata 
kiasan, ijab kabulnya tidak sah, misalnya digunakan kata “memberi”.
	 Da

 

n harta maupun dengan yang sesuatu yang lainnya. 8 	
Menurut istilah, hibah berarti memberikan sesuatu (al-‘ain) tanpa 
menghendaki pengganti. Dapat pula diartikan akad yang dilakukan 
oleh seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dalam 
kehidupan sehari-hari tanpa menghendaki imbalan atau pengganti.
	 Hibah menurut Rachmat Syafe’i adalah,9

	 “Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika 
masih hidup dan dilakukan secara sukarela.”
	 Dengan demikian, hibah secara mutlak mencakup pada sedekah 
dan hadiah. dengan menggunakan kata tamlik, hibah, dan 
shodaqah didasarkan atas 
Firman Allah SWT. dalam surat Al-Ahzāb ayat 50, 

8	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 388.
9	 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 242.
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	kad pernikahan adalah diperbolehkan, atau akad pernikahan yang
menggunakan kata hibah adalah sah.
	 Dasar lain dari pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan 
menggunakan kata hibah dalam akad pernikahan adalah hadis,10

10	 Imam Malik, Al-Muwatha, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t., hlm. 28.

		 Para penganut mazhab Hanafi juga menggunakan dalil berupa 
riwayat lain yang dimuat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim,
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 perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi
bersedia mengawininya” . Oleh karena itu, 
dalam perspektif Imam Abu Hanifah, menggunakan kata-kata hibah

 

untuk akad pernikahan adalah boleh sekaligus sah pernikahannya.
	 Penggunaan kata hibah dalam akad nikah juga pernah terjadi 
pada masa Ali r.a. Suatu ketika seorang laki-laki menghibahkan 
anak perempuannya pada Ubaidillah bin Al-Harri dengan kesaksian 
dua orang saksi. Kemudian, Ali r.a. membolehkan hal itu.11 Adanya 
kebolehan akad nikah dengan kata-kata hibah menurut Imam Abu 

11	 Imam Asy-Syarkhosi Al-Hanafi, Al-Mabsuth, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, hlm.60.

 

	 … perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau 
Nabi ingin menikahinya ….
	 Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa ayat tersebut dijadi-
kan pegangan dalam masalah penggunaan kata hibah dalam akad 
perkawinan. Kata wahaba dalam ayat tersebut dipahami sebagai 
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pagai jawaban untuk menikah. Adapun maksud ayat khalishatan
laka min 
duunil mu’minin adalah bahwa sesungguhnya wanita itu khusus bagi 
kamu –Muhammad– maka tidak halal untuk orang setelah kamu 
(Muhammad).12

	 Apabila dipahami lebih spesifik ayat 50 surat Al-Ahzāb  tersebut, 
walaupun ada peristiwa tentang perempuan yang meminta dinikah-
kan dengan menggunakan kata hibah dalam akad pernikahannya, 
peristiwa tersebut terjadi hanya pada Nabi Muhammad SAW., tidak 
untuk umatnya sehingga merupakan hukum yang hanya berlaku bagi 
Nabi Muhammad SAW.
	 Dengan demikian, makna yang terdapat dalam kalimat yang 
sudah di-takhsis itu lebih diutamakan daripada kalimat yang masih 
bersifat ‘amm (umum) karena keberlakuan lafazh khas itu hanya 
terbatas pada sesuatu tertentu yang ditunjukkan oleh lafazh tersebut. 
Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh berikut, 

12	 Asy-Syarkhosi, Al-Mabsuth, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 59.

	 Keumuman lafazh ‘amm itu mencakup seluruh satuannya, se-

   

tidak sah. Adapun orang yang tidak pandai bahasa Arab boleh
menggunakan bahasanya sendiri yang maknanya sama dengan 
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lafazh	 Ada yang berpendapat hukumnya makruh
mengucapkan akad (ijab qabul) dengan bahasa selain Arab
karena tidak ada alasan penting, seperti makruhnya berkhotbah
dengan selain bahasa Arab tanpa adanya alasan (darurat), tentulah
hal ini menyulitkan.
	 Ijab qabul dalam bahasa Arab dapat dalam bentuk bahasa Arab 
dalam kalimat sebagai berikut,

	 Lalu dijawab oleh pengantin pria,

	 I

 

 lalu pene rima me- nyahut, “Qabiltu  (saya terima).” 	
Mereka mensy
d nikah itu dilangsungkan.
	 Bentuk ucapan di dalam ijab qabul yang dipergunakan oleh  
agama dengan fı’il madhi karena menunjukkan secara tegas lahirnya 
pernyataan setuju dari kedua belah pihak dan tidak mungkin me-
ngandung arti lain. Berbeda halnya dengan ucapan yang dinyatakan 
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d

 

 

kan, “Kawinkanlah putri bapak dengan saya,” lalu walinya
menjawab, “Saya terima.” Dengan demikian, pihak pertama
menguasakan kepada pihak kedua, lalu pihak kedua mengadakan akad
nikah sesuai dengan permintaan pertama.
	 Shighat dalam ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya 
dari pihak memberat satu gram dibayar tunai.” 	 Para fuqaha
mensyaratkan ucapan yang di pergunakan di dalam ijab qabul
bersifat mutlak tidak diembel-embeli dengan suatu syarat, misalnya
pengijab mengatakan, “Aku kawinkan putriku dengan kamu,”
lalu penerimanya menjawab, “Saya terima.” Ijab qabul seperti ini
ber sifat mutlak, memenuhi syarat-syaratnya hukumnya sah, 

yang selanjutnya mempunyai akibat-akibat hukum. Akan tetapi, 

jika ucapan ijab qabul itu diembel-embeli dengan suatu syarat, atau 
dengan menangguhkannya untuk waktu akan datang, atau untuk 
waktu terteaya terima”, dan ayahnya yang ada di majelisnya itu
mengatakan, “Saya terima.” Sebab embel- embel yang terjadi di sini
bersifat formalitas, sedangkan apa yang diucapkan dalam
kenyataannya sudah terbukti pada saat itu juga.
	 Ada juga ijab qabul yang dikaitkan dengan waktu yang akan 
datang. Contohnya, peminang berkata, “Saya kawini putri bapak 
besok atau bulan depan.“ Ayahnya menjawab, “Saya terima.” Ijab qabul

 

dengan ucapan seperti ini tidak sah, baik pada saat itu maupun kelak 
setelah tibanya waktu yang ditentukan itu. Hal ini karena mengait-
kan dengan waktu akan datang berarti meniadakan ijab qabul yang 
memberikan hak (kekuasaan) menikmati seketika itu dari pasangan 
yang mengadakan akad nikah.
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Bab 4
Hukum membayar

mahar perkawinan
dalam islam

A. 	 Mahar Perkawinan dalam Hukum Islam 
     	

150 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 151Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



	

 

	 Menurut Sayyid Sabiq, mahar adalah harta atau manfaat yang    
wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau 
watha’. Penyebutan mahar hukumnya sunnat, baik dari segi jumlah 
maupun bentuk barangnya dalam suatu akad perkawinan. Apa pun 
barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar. Menurut 
Taqiyuddin (t.t.: 37), penyebutan mahar hukumnya sunnat, jika tidak 
disebutkan, nikahnya tetap sah dan suami wajib membayar mahar 
mitsil.1

	

 

	 Mahar merupakan salah satu hak pihak mempelai wanita dan 
menjadi kewajiban pihak mempelai laki-laki (Sayyid Sabiq, 1992: 53). 
Istilah mahar dalam Al-Quran identik dengan istilah shadaq atau nihlah, 
tetapi kedua istilah tersebut jarang digunakan, baik dalam realitas di 

1	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 53.

B. 	 Mahar Menurut Al-Quran dan Al-Hadis
		 Dalam Al-Quran surat An-Nisā’ ayat 4 Allah SWT. berfirman,

	 Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, 
maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S. An-
Nisā’ [4]: 4)
	 Ayat tersebut menyatakan kata mahar dengan istilah shaduq yang 
dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Dengan 
demikian, istilah mahar dalam ayat tersebut tidak digunakan.
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	 Dalam surat An-Nisā’ ayat 25 Allah SWT. berfirman sebagai 
berikut,                   

	 ... karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka 
maskawin yang pantas .... (Q.S. An-Nisā’ [4]: 25)
	berfirman,

	 D

	 Dalam surat Al-Baqarah ayat 237 disebutkan,

	 Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), 
padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari 
yang telah kamu tentukan .... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 237)

	 Demikian pula diperkuat oleh surat An-Nisā’ ayat 34, 

	

	 “Sebaik-baiknya wanita, yang cantik wajahnya dan paling murah 
maharnya.” (H.R. Ibnu Madjah)
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	 Demikian pula, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun 
‘Alaih,

	 Yang paling membawa berkah adalah wanita yang paling sedikit 
maharnya (Muttafaqun ‘Alaih, dikutip oleh Rahmat Hakim. 2000: 73)2

	 Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, 

	 Para ulama telah sepakat bahwa mahar itu wajib diberikan oleh 
suami kepada istrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. 
Pembtlak adalah yang jenis dan jumlahnya sesuai akad nikah.
	 Dalam surat An-Nisā’ ayat 20 Allah SWT. berfirman sebagai 
berikut,

	 “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang 
kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, 
maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu 
akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan 
(menanggung) dosa yang nyata? (Q.S. An-Nisā’ [4]: 20)

2	 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan …., hlm. 73.

	

 

ah terjadi. 
	 Imam Asy-Syafi’i, Imam Malik, dan Abu Dawud mewajibkan 
pemba

membayar separuhnya. 
Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 237 menyebutkan,

3	 Kamal Mukhtar, Fiqh Munakahat, hlm. 87.
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an hal itu Sayyid Sabiq me-
nyebutkan,4

	 Setiap syarat di luar Kitabullah adalah batal.5	

	4.	 pemberian uang muka, sisanya diangsur atau sekaligus sesuai 

perjanjian.

4	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 64.
5	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 65.

	 Sebaik-baiknya maskawin adalah yang memudahkan laki-laki 
(yang akan menikahinya) (Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan 
oleh Al-Hakim).

	 Sulaiman Rasyid (2003: 394) mengutip hadis yang diriwayatkan 
oleh Imam Ahmad berikut,

	berikut,

	 D
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	 Demikian pula, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 
Abu Dawud berikut:

	 Dari Jabir r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda, “Seandainya 
seorang laki-laki memberi makanan sepenuh dua tangannya saja untuk 
maskawin seorang perempuan, sesungguhnya perempuan itu halal baginya.” 
(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)
	 Hadis-hadi
up suaminya.
	 Para ulama sepakat bahwa membayar mahar hukumnya wajib bagi 
mempelai laki-laki. Di kalangan Imam Mazhab tidak terdapat ikhtilaf 
soal wajibnya membayar mahar, termasuk masalah jenis maharnya. 
Mahar dapat dibayarkan dengan bentuk harta atau manfaat, misalnya 
membayar mahar dengan mengajarkan Al-Quran dan sejenisnya.

C. 	 Jumlah dan Bentuk Mahar
	 mahar dalam 

bentuk emas, rumah, tanah, mobil, dan sebagainya, tetapi yang paling 
berkah adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana.
	 Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendak- 
nya 

 

	

nyebutkan cukup lima dirham. 
Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa mahar paling sedikit empat 
puluh dirham, sebagaimana ulama Kufah mengatakan,

	 “Dan berkata ulama Kufah bahwa paling sedikit mahar adalah 40 
dirham.”
	
6	 Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, hlm. 14.
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	 Perbedaan pendapat tentang batas minimal (terendah) mahar 
tersebut disebabkaahwa sabda Nabi SAW., “Berikanlah maharnya
walau sebentuk cincin dari besi,”  merupakan 
dalil bahetapkan besar atau kecilnya mahar (maskawin) diperlukan
kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, berdasarkan hadis
Nabi SAW. yang menceritakan seorang laki-laki yang membayar
mahar dengan sepasang sandal. Jika perempuannya rela dan
menerimanya, terjadilah perkawinan tersebut.

	 Bentuk maskawin boleh apa saja, asalkan dapat dimiliki dan 
dapat buatan Nabi Syu’aib a.s. yang me- nikahkan putrinya dengan
Nabi Musa a.s. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Qas  as  ayat 27,

	 Dia (Syu’aib) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikah-
kan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan 
ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika 
engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari-
mu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau  akan 
mendapatiku termasuk orang yang baik.” (Q.S. Al-Qasas [28]: 27)

	disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. ( Syar’un ma qablah ).
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	D. 	 Mahar dalam Kawin Ijarah 
	 Dalam kaitannya dengan kawin buruh atau nikah al-ijarah dan 
kawin 

	

 dengan anak pe- rempuan Nabi Syu’aib dapat dipahami
bahwa nikah bi al-ijarah dan hukumnya boleh.
	 Ulama yang tidak membolehkan nikah buruh berpandangan 
bahwa hal itu sama dengan jual beli perempuan. Perempuan yang akan 
dinikahi diibaratkan barang yang dapat dibeli dengan cara perjanjian 
perburuhan, sedangkan dalam perburuhan, majikan berkewajiban 
membayar upah seorang buruh yang disewa jasanya. Demikian 

7	 Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, hlm. 391.

pula, dengan memberikan mahar kepada hamba sahaya dengan me-
merdekakannya. Meskipun terdapat hadis yang menyatakan bahwa 
Nabi Muhammad SAW. menikahi Shafiyah dengan mahar memerde-
kakannya, hal

 

dekakan. Oleh karena itu, tuannya boleh menikmati
hamba sahaya perempuan tersebut. Rasulullah SAW. pun tidak
pernah melarangnya. Jika tidak boleh, Rasulullah SAW. akan 
melarangnya atau menjelaskannya dalam suatu hadis.8

	 Dengan demikian, jenis mahar bagi mempelai perempuan tidak 
diatur secara khusus, harus bersifat materiel, tetapi juga mengandung 
manfaat bagi pihak mempelai perempuan, sebagaimana bolehnya 
maskawin dendijadikan mahar atau menjelaskan 

8	 Ibnu Rusyd, Bidayah …., hlm. 393.
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manfaat suatu pekerjaan yang menjadi maharnya. Meskipun cara ter-
seE. 	 Macam-macam Mahar
	 Mengenai kewajiban pembayaran mahar, para fuqaha sepakat 
bahwa mahar wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mem-
pelai wanita. Waktu pemberian mahar biasa dilakukan pada waktu 
akad perkawinan. Mahar yang dimaksudkan terdiri atas beberapa 
macam.
1. 	 Mahar Musamma
	anya men- jadi kewajiban suami untuk membayarnya. Apabila seorang
suami me- ninggal dunia sementara dia be

	 Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), 
padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari 
yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebas-
kan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, 
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 237)

2. 	 Mahar Mitsil
	
ntuknya. 
Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 236,

	 Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum 
kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah 
kamu beri mereka mut’ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan 
bagi yang tidak mampu menurut keesanggupannya, yaitu pemberian dengan 
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cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat 
kebaikan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 236)
	 Me

	 Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, 
maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. 
	 Bang harus diberikan kepada istrinya. Hadis yang dimaksud
sebagai berikut,

	

168 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 169Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



F. 	 Hak Perempuan atas Mahar Menurut Kompilasi 
Hukum Islam

	,

	 Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, 
maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. 
	 Menurun jika dalam pengucapan ijab kabul terdapat kalimat
yang terlewat atau dibaca terputus-putus, akadnya harus diulang
kembali. Untuk mempertegas hal tersebut, dalam Pasal 27 tentang
Akad Nikah dikatakan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon
mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu.

	 Pasal 34 ayat 2 dengan Pasal 27 seolah-olah bertentangan, yaitu:
1.	 bahwa kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu 

akad nik

2.	 mahar merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh calon 
mempelai pria, dengan demikian mahar adalah hak mempelai 
wanita, tetapi penyerahan mahar bukan merupakan rukun dan 
tidak dinyatakan pula sebagai syarat sahnya perkawinan;

3.	 pemahaman poin kedua dapat ditafsirkan bahwa pembayaran 
mahar tidak perlu disatukan dalam pembacaan ijab kabul sebuah 
perkawi
rlangsungnya perkawinan.

	 Kesalahan ucapan ketika ijab kabul berkaitan dengan akad nikah 
yang merupakan rukun nikah, sedangkan kesalahan pengucapan ijab 
kabul termasuk salah mengucapkan mahar pun harus diulang. Hal 
itu seolah-olah han wajib ada dalam perkawinan berdasarkan Al-
Quran dan As-Sunnah, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisā’ 
ayat 25,
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	 Dat 24,

		 Cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar sebagai berikut:
1.	 mahar dibayar dengan cara kontan;
2.	 mahar dibayar dengan cara ditanggungkan sampai batas waktu 

yang disepakati;
3.	 mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas; 
4.	 mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya di-

angsur atau sekaligus sesuai perjanjian.

G. 	 Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam
	 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) permasalahan mahar 
terdapat dalam BAB V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Materi dari 
pasal-pasal tersebut sebagai berikut:
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Pasal 30 	: 	 Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada 
calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya 
disepakati oleh kedua belah pihak;

Pasal 31 :  Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan 
kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam;

Pasal 32 	: 	 Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita 
dan sejak itu menjadi hak pribadinya;

Pasal 33 	: 	 (1)   Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai; 
			   (2)	 Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penye-

rahan mahar  boleh ditangguhkan baik untuk seluruh-
nya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunai-
kan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai 
pria.

Pasal 34 	:  	 (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan 
rukun dan syarat dalam perkawinan; 

			   (2)	 Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu 
akad

Pasal 35 	: 	 (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al-dukhul 
wajib membayar mahar  setengah mahar yang telah 
ditentukan dalam akad nikah; 

 			   (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul 
seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh 
isterinya; 

			   (3) Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi 
besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib 
membayar mahar mitsil.

Pasal 36 	:  	 Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu 
dapat diganti  dengan barang lain yang sama bentuk dan 
jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau 
dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar 
yang hilang;

Pasal 37	 :  	 Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai 
mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke 
Pengadilan Agama;

Pasal 38	 : 	 (1)  Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat 
atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap 
bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan 
mahar dianggap lunas; 

			   (2) 	 Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena 
cacat, suami harus menggantinya dengan mahar 
lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum 
diserahkan, maka dianggap masih belum dibayar.

	 Dalah pe- nyebutan jenis atau jumlah mahar, dengan
alasan-alasan sebagai berikut.
1.	 Dalam ijab kabul terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni 

ijab kenyebutan mahar menunjukkan ijab
kabul tidak jelas dan harus diulang.

2.	 Apabila kesalahan pengucapan jenis atau bentuk atau jumlah 
mahar dibiarkan, artinya tidak diulang, secara otomatis pihak 
keda 
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niatnya. Apabila niatnya tidak sesuai dengan praktiknya, hal itu 
sama dengan adanya kebohongan dalam akad nikah.

3.	 Jika kesalahan penyebutan mahar mengurangi kesepakatan, 
piht akan berdampak negatif bagi
pihak mempelai laki-laki.

4.	 Semua ulama sepakat bahwa ijab kabul harus jelas dan di-
kemukakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan 
oleh kedua belah pihak, kekeliruan penyebutan mahar dalam ijab 
kabul harus diulang karena akan menjadikan cacatnya akad itu 
sendiri, meskipun perkawinannya tetap sah. 

H. 	 Kedudukan Mahar dalam Hukum Perkawinan dengan 
Kompilasi Hukum Islam 

	 Persamaan kedudukan mahar antara hukum perkawinan (dalam 
fiqh munak

bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon 
mempelai wanat, pria wajib membayar mahar kepada calon
istrinya.

2. 	 Dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan 
asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran 
Islam. Demikian pula, dalam fiqh munakahat yang didasarkan 
pada Al-Quran dan hadis diterangkan bahwa perempuan yang 
baik dan membawa berkah adalah perempuan yang murah atau 
sederhana maharnya. Mahar diukur menurut kemampuan pihak 
mempelai laki-laki.

3. 	 Dalam Pasal 32: Mahar diberikan langsung kepada calon mem-
pelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Demikian 
pula, dalam fiqh munakahat atau hukum perkawinan dalam 
Islam bahwa mahar diberikan langsung oleh pihak mempelai pria 
kepada mempelai wanita.

4. 	 Dalam Pasal 33 dikatakan bahwa (1) Penyerahan mahar di-
lakukan dengan tunai; (2) Apabila calon mempelai wanita me-
nyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk 
seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan 
penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Demikian 
pula, dalam hukum perkawinan Islam atau fiqh munakahat, 
mahar dapat dilakukan secara kontan atau tidak kontan.

5. 	 Dalam Pasal 35 dinyatakan bahwa: (1) Suami yang mentalak 
isterinya qobla al-dukhul wajib membayar mahar  setengah mahar 
y

	 Adapun	 perbedaan kedudukan mahar antara KHI dengan 
hukum perkawinan Islam atau fiqh munakahat adalah sebagai berikut.
1.  	 Dalam KHI Pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa Kewajiban me-

nyerahkan mahar bukan merupakan rukun dan syarat dalam 
perkawinan, sed
a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah; 
d. Dua orang saksi; e. Ijab dan kabul. Dalam pasal itu “mahar tidak 
termasuk rukun”, padahal menurut hukum perkawinan Islam 
“nikah tanpa mahar tidak sah”, sama dengan nikah tanpa akad. 
Adapun yang dimaksud dengan kata “menyerahkan mahar” 
artinya memberikannya kepada calon istri yang hukumnya wajib.

2. 	 Dalam Pasal 34 ayat (2) dikatakan bahwa kelalaian menyebut jenis 
dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan 
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batalnya perkawinan. Demikian pula, dalam keadaan mahar 
masih berhutang tidak mengurangi sahnya perkawinan. Hal ter-
sebut berbeda dengan hukum perkawinan Islam karena dalam 
praktiknya, penyebutan mahar disatukan dalam ijab kabul melalui 
shighat yang jelas dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat 
dalam akad nikah

mun min jalb al-
mashalih). Oleh sebab itu, kekeliruan penyebutan jenis atau jumlah 
mahar dalam akad nikah harus diulang.

	 Men
rat-syarat dalam perkawinan. 
Adapun mengenai jenis dan jumlah mahar tidak ditetapkan secara 
yuridis. Hal itu pun merujuk pada tidak adanya penjelasan dalam Al-
Quran ataupun As-Sunnah.
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Bab 5
Perkawinan

dan akibat hukumnya

A.	 Perkawinan dalam Hukum Keluarga
	 Satu bagian penting dalam Hukum Kekeluargaan adalah hukum 
per
3/1963, Pasal 108 dan Pasal 110 
BW diangga berpengaruh besar pada harta kekayaan suami istri.

	
1	 Ali Afandi, Hukum Perkawinan, hlm. 93–94.
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	 Dalam Hukum Perdata, perkawinan dilakukan dengan menganut 
beberapa asas, yaitu:2

1.	 Perkawinan didasarkan kepada asas monogami, dengan demikian 
poligami terlarang sebagaimana menurut hukum (279 KUHP)             
(27 BW);

2.	 Undang-undang hanya mengenai perkawinan di dalam hubungan 
keperdataan yaitu perkawinan yang dilakukan di muka petugas 
Kantor Pencatatan Sipil;

3.	 Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki-laki 
dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga;

4.	 Perkawinan supaya dapat dianggap sah, harus memenuhi syarat-
syarat yang dikehendaki oleh undang-undang;

5.	 Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak-hak dan kewajiban 
suami istri;

6.	 Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah 
(keturunan) dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara 
mereka yang termasuk di dalam lingkungan keturunan itu; dan

7.	 Perkawinan mempunyai akibat kepada bidang kekayaan suami istri. 
	n, memberikan nuansa per-

2	 Subekti, Hukum Perdata, hlm. 184: 35.

bedaang secara seimbang, adil, dan proporsional. Setiap pekerjaan
yang menjadi kewajiban suami di- terapkan dengan alasan suami
sebagai pemimpin rumah tangga dan berkewajiban mencari nafkah.
Sebaliknya, kewajiban istri dalam me- melihara kehormatan suami
dan mendidik anak-anaknya, disebab- kan istri lebih banyak tinggal
di rumah dan tidak dibenarkan keluar rumah tanpa meminta izin
dari suaminya.

	 Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisā’ ayat 34–35 berikut,

        
	 Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena 
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 
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	 Kewajiban suami dalam melindungi dan mencukupi kebutuhan 
istrinya sangat beragam disesuaikan dengan kemungkinannya untuk 
dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan fitrahnya masing-
masing. Perempuan, sebagai istri, fitrah mengandung, menyusui, men-
didik anak di rumah, sedangkan fitrah laki-laki sebagai suami adalah 
mencukupi kebutuhan rumah tangganya, terutama dari aspek materil.
	 Tuntunan Allah SWT. dengan ayat Al-Quran tersebut adalah 
bertujuan agar rumah tangga dibangun atas dasar saling pengertian 
dan bertanggung jawab, terutama suami istri menyadari sepenuhnya 
tentang hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam Undang-
undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa prinsip 
perkawinan adalah suatu akad yang suci yang dibangun oleh suami-
isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. 
Rumah tangga yang kekal artinya yang “abadi” sebagai kebalikan dari 
rumah tangga yang hancur dengan perceraian. Adapun rumah tangga 
yang bahagia adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah,

 

yakni sebuah bangunan rumah tangga yang dipenuhi oleh rasa cinta 
dan kasih sayang.

B. 	 Wali Nikah dalam Hukum Keluarga
1. 	 Pengertian Wali Nikah
	apak dengan-

nya;
f.	a. 	 Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi
wali 

atau saksi.
	 Firman Allah dalam surat Al-Māi’dah ayat 51, 

	
		  Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan 

orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia (mu) .... (Q.S. Al-
Māi’dah [5]: 51)

b. 	

	

ng perawan tanpa meminta izin si anak lebih
dahulu, yaitu dengan 
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orang yang dipandangnya baik, kecuali anak yang sayib (bukan 
perawan lagi), tidak boleh dinikahkan, kecuali dengan izinnya lebih 
dahulu. Wali-wali yang lain tidak berhak menikahkan mempelai, 
kecuali sesudah mendapatkan izin dari mempelai tersebut. Sabda 
Rasulullah SAW.,

	 Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, 
sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya. (H.R. Daruqutni)

	 Dari Aisyah, “Sesungguhnya Nabi SAW. telah menikah dengan Aisyah 
sewaktu ia baru berumur 6 tahun, dan dicampuri serta tinggal bersama 
Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun.” (H.R. Muttafaq ‘Alaihi)

	 Dari Ibnu Abbas, Ia berkata, “Sesungguhnya seorang perawan telah 
mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW. bahwa ia telah dinikahkan oleh 
bapaknya dan dia tidak menyukainya. Maka Nabi SAW. memberi kesempatan 
kepada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan pernikahan itu.” 
(H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Daruqutni)

	 R

	 Ulama-ulama yang memperbolehkan wali (bapak dan kakek) 
menikahkan tanpa izin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-
syarat berikut:
a.	 tidak ada permusuhan antara bapak dan anak; 
b.	 dinikahkan dengan orang yang setara (sekufu);
c.	 maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding);
d.	 tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar;
e.	 tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (mem-

bahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki 
itu, orang itu buta atau orang yang sudah sangat tua sehingga 
tidak ada harapan akan mendapatkan kegembiraan dalam per-
gaulannya. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyebutkan, 

	

		  Kebijaksanaan pemimpin terhadap yang dipimpinnya bergantung 
pada kemaslahatan.

	 Sebagian ulama berpendapat, bapak tidak boleh menikahkan 
anak perawannya tanpa ada izin lebih dahulu dari anaknya itu.
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	 Golongan kedua menjawab bahwa hadis-hadis yang memper-
boleh
 menikahkan perempuan itu. 
Rasulullah SAW. bersabda,

	 Dari Ma’qal bin Yasar. Ia berkata, “Saya telah menikahkan saudara saya 
dengan seseorang, kemudian diceraiSekarang saya nikahkan me reka, ya
Rasulullah!” Lantas dinikahkannya laki-laki itu dengan saudaranya. ( H.R.
 Bukhari)

	 Sabda Rasulullah SAW.:

                          
	 Dari Aisyah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Tidak 
sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi adil. Jika wali-wali 
itu enggan (berkahulu itulah yang sah, sedang- kan yang terkemudian
tidak sah. Sabda Rasulullah SAW.,

	 Barang si
isebabkan 
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berbagai hal, yakni karena rumahnya yang sangat jauh, sakit parah, 
dan sebagainya.
	 Menurut mazhab Abu Hanifah, jika terjadi demikian, perempuan 
itu dinikahkan oleh wali yang lebih jauh hubungannya dari wali yang 
ghaib, menuru  u juga wali seperti yang 

dekat, hanya yang dekat itu didahulukan karena ia lebih utama. 
Apabila ia tidak dapat menjalankannya, keutamaannya itu hilang 
dan berpindah kekuasaannya kepada wali yang lain menurut 
susunan yang semestinya.

b.	 Hakim itu (menurut hadis) adalah wali bagi orang yang tidak 
mempunyai wali, sedangkan dalam hal ini wali selain yang gaib 
itu ada maka hakim belum berhak menjadi wali karena walinya 
masih ada.

	 Kedua mempelai disyaratkan merupakan pasangan yang halal 
untuk oleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa.
Adapun budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali
karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya. Di
samping itu, wali juga harus beragama Islam sebab orang yang
bukan Islam tidak boleh menjadi wali orang 
lslam. Allah SWT. berfırman dalam surat An-Nisā’ ayat 141,

	 ... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan 
orang-orang beriman. (Q.S. An-Nisā’ [4]: 141)

	 Dalam ayat lain, Surat Al-Mā’idah ayat 51, Allah SWT. juga 
berfırman,

	 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan                  
orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu) .... (Q.S. Al-Mā’idah 
[5]: 51)

	 Par
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	 Dasar hukum bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan 
adalah firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 234,

	 ... Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada 
dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka ....               
(Q.S. Al-	 Dalam Al-Baqarah ayat 221, Allah SWT. juga berfırman,

	 Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka ber-
iman. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 221)

	 Diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dari 
Aisyah r.a., yang menyebutkan,

	 Aisyah berkata, Rasullullah SAW. bersabda, “Siapa pun wanita yang 
men
reka, ayat tersebut 
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merupakan dalil bagi bolehnya wanita bertindak menikahkan dirinya 
sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa bolehnya wanita bertindak 
menikahkan dirinya sendiri banyak disebutkan dalam Al-Quran, di 
antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 232 dan ayat 230.

	 Diperkuat oleh hadis Nabi SAW.,

	 “Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW. telah bersabda, “Janganlah 
dinikah

 

am masalah ini. Dalam hadis lain juga disebutkan,
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2.	Macam-macam Wali Nikah
	Wali nikah ada lima macam, yaitu wali nasa

g wanita, berdasarkan hadis Umar r.a., 

	“Wanita tidak boleh menikah, kecuali dengan izin walinya, atau orang 
cerdik dari kalangan keluarganya, atau penguasa ....” (Al-Hadis)
	Imam Malik tidak menganggap asabah pada anak berdasarkan 
hadis Ummu Salamah r.a.,

	Sesungguhnya Nabi SAW. menyuruh anaknya (yakni anak Salamah) 
untuk menikahkan (ibunya) terhadap beliau.

	Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali 
ab’ad (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqra ang berikutnya terus ke bawah 

dilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerin-
tah. Rasulullah SAW. bersabda,

	“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak 
ada walinya.” (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i)
	Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: 
1)	kepala pemerintahan (shulthan);
2)	khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan atau qadhi nikah 

yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan 
wanita yang berwali hakim.

	Apabila tidak ada orang-orang tersebut, wali hakim dapat diangkat 
oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-
orang yang alim “ahl al-hal wa al-aqdi”.
	Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal berikut:
1)	tidak ada wali nasab;
2)	tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad;
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3)	 wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 km atau	
dua hari perjalanan;

4)	 wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;
5)	 wali aqrab-nya adol;
6)	 wali aqrab-nya berbelit-belit (mempersulit);
7)	 wali aqrab-nya sedang ihram;
8)	 wali aqrab-nya sendiri yang akan menikah;
9)	 wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali 

mujbir tidak ada.

	

 

1)	 wali nasab tidak ada; 2) 	 wali nasab gaib, atau bepergian sejauh
dua hari perjalanan, serta 

tidak ada wakilnya;
3)	 tidak ada qadhi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk 

(NTR).

d. 	 Wali Maula
	 Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya 
majikan. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam 
pewaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan 
dimaksud, terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah 
kekuasaannya.

		 Menurut Imam Syafi’i, wali yang menikahkannya harus wali 
hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia maupun 
lebioleh pedagangnya secara langsung. Hadis Nabi SAW.
menyebutkan,

	 Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah memerdekakan Sofyan lalu 
dijadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya serta 
mengadakan walimahnya dengan seekor kambing. (H.R. Bukhari)

	 Hadis tersebut menjelaskan Rasulullah SAW. yang memerdeka-
kan hamba sahaya dan menikahinya, sedangkan maharnya adalah 
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kemerdekaaan bagi budak yang dinikahinya. Hal ini artinya Rasulullah 
SAW. membeli barangnya sendiri.
	 Dalam surat An-Nur ayat 32 dijelaskan,

	 Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, 
dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu 
yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas 
(pembe
5).
	 Adanya wali mujbir itu karena memperhatikan kepentingan orang 
diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia 
tidak mampu dan memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya 
sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalnya me-
ngetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.
	 Adapun yang dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak seorang 
ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan 
bersangkutan, dengan syarat-syarat berikut:

3	 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat, hlm. 94–95.

1)	 tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan men-
jadi wilayat (calon pengantin wanita);

2)	 calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi;
3)	 calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan 

akad nikah.
	

 

 

	 Para fuqaha sepakat bahwa sifat-sifat seorang wali adalah Islam, 

dewasa, dan laki-laki. Akan tetapi, berbeda pendapat dalam hal wali 
dari hamba sahaya, orang fasik, dan orang yang bodoh.
	 Mengenai kecerdikan (Ar-Rusyd), menurut mazhab Maliki tidak 
termasuk syarat dalaedaan pendapat ini disebabkan oleh kemiripan
kekuasaan dalam menikahkan dengan 
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kekuasaan (perwalian) dalam urusan harta benda. Dengan demikian, 
dapat dikemukakan bahwa orang yang bodoh tidak sah menjadi wali.
	 Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kecerdikan merupakan 
syarat dalam pe

 

eadilannya, melaksanakan akad nikah dalam satu
waktu, baik dapat diketah	 Walaupun demikian, apabila kedua
wali tersebut secara bersama- sama menikahkannya, tidak
diperselisihkan lagi bahwa keduanya adalah batal, termasuk
apabila tidak bisa diketahui yang mana yang pertama, sebab asalnya
perempuan itu adalah haram sehingga jelas sebab  batalnya. 

D. 	 Saksi dalam Hukum Keluarga
	
p sah.
	 Menurut Imam Malik dan para sahabatnya, saksi dalam akad  
tid

	 Dari Ibnu Abbas, katanya, Rasulullah SAW. bersabda. “Pelacur yaitu 
perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi.” (H.R. 
Tirmidzi)
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serta rujuk sangat jelas diutarakan. Dalam rujuk dan cerai, Al-Quran 
menjelaskan dalam surat At-T halāq ayat 2,

	 Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah 
(kem2) 	 Dalam ayat tersebut, Allah SWT. memerintahkan
kehadiran saksi pada peristiwa rujuk, yakni ketika hampir
habisnya masa iddah thlaq raj’i dan pihak suami ingin kembali
kepada istrinya atau melepaskan terus, artinya memutuskan
perkawinan tersebut dengan cara membiarkan masa tenggang itu
berlalu atau habis. Dalam hal                            ini Allah SWT. memerintah
menghadirkan dua orang saksi yang                 adil.
	 Cerai dan rujuk adalah masalah hukum akibat adanya hukum 
perkawinan, tetapi Allah SWT. tidak memerintahkan menghadirkan 
saksi dalam perkawinan melalui Al-Quran. Apabila dalam masalah 
cerai dan rujuk saja harus menghadirkan saksi, apalagi dalam per-
kawinan, kehadiran saksi lebih penting dari cerai dan rujuk. Oleh 
karena itu, saksi dalam perkawinan keberadaannya ditetapkan oleh 
hadis. 
	bahwa suaranya tersebut adalah suara kedua orang yang berakad.

	 Jika menjadi saksi itu anak-anak, atau orang gila, atau orang yang 
sedang mabuk, nikahnya tidak sah sebab mereka dipandang tidak 
ada. Imam 5.	 keduanya mendengar ucapan ijab dan kabul dari
kedua belah 

pihak.

	 Imam Hambali mengatakan bahwa syarat-syarat saksi adalah 
dua orang laki-laki yang balig, berakal, dan adil; keduanya beragama 
Islam, dapat berbicara dan mendengar; keduanya bukan berasal dari 
satu ketur

 

il tidaknya seorang saksi, hal ini akan menyusahkan.

Oleh karena itu, adil bisa dilihat secara lahiriah pada 
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saat

	 ... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. 
Jika tidak ada (saksi) dua orang saksi laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki 
dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para 
sak

E. 	 Esensi Wali dan Saksi dalam Hukum Keluarga
	 Pembahasan mengenai wali dan saksi dalam perspektif fiqh 
munakaanusia bagai tradisi 
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erkumpulnya kedua keluarga besar dalam menyaksikan akad
perkawinan di- sambut dean anak-anaknya hingga akhir hayat.
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A.	 Hukum Poligami
	
 

Bab 6
Poligami

dalam hukum perkawinan 
di indonesia
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tentang Pelaksanaan Undang-undang  R.I. Nomor  1 Tahun 1974, yakni 
PP Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, serta 
yang lebih mendasar lagi, semuanya diambil dari Al-Quran dan As-
Sunnah. Poligami merupakan bagian dari kehidupan kaum laki-laki 
sehingga untuk mengetahuinya Rasulullah SAW. memberikan contoh 
dalam poligami. Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisā’ ayat 3,

	 Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak-hak) pang-undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya poligami
disebabkan istri mengalami cacat badan, mandul, atau istri yang
tidak dapat menjalankan kewajib- annya sebagai istri. Dalam
syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat
suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. 
Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak 
perlu menunggu istrinya mandul atau istrinya cacat badan yang 

1	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 132.

sukar disembuhkan dan tidak harus menunggu istrinya tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai istri.
	 Undang-undang Nomor 1/1974, yang mempersulit terjadinya 
poliga dari cinta, seperti memberi uang, pakaian, dan sejenisnya

dapat                                   dibagi-bagi, karena benda yang terukur. Allah SWT. berfirman
dalam surat An-Nis ā ’ ayat 129, 

	 Dan Muhammad
SAW.) supaya 
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tidak “cenderung” kepada seorang istri saja, dengan membiarkan istri 
yaB.  	Alasan Poligami Menurut Undang-undang
Perkawinan 	 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan 
dAgama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud.
	 Menurut Undang-undang, poligami diperbolehkan, tetapi berat-
nya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelak-
sanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup 
pintu terbuka, artinya poligami itu tidak dibuka, jika memang tidak 
diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu dibuka.2

 

2	 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan …, hlm. 121.

	 Pristeri lebih dari seorang se-

bagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, 
maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan 
daerah tempat tinggalnya;

2.	 Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang 
apabila;

	 a.	 Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
	 b.	 Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan;
	 c.	 Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
	 Dalamri/isteri; b. 	 Adanya kepastian bahwa suami mampu
menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c.	 Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anak mereka.
	 Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 tersebut dapat dipahami 
bahwa suadan beralasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan
poligami.
	 Dengan pemahaman terhadap Pasal 4 ayat (2) (a) yang terdapat 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
posisi perempuan atau isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan 
berada dalam posisi dilematis, artinya terjebak dalam dua pilihan 
yang merugikan dan terpojok pada pelaksanaan undang-undang yang 

208 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 209Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



keadilannya dipertanyakan atau lebih menguntungkan pihak laki-laki 
atau suami.
	 Berdasarkan kondisi tersebut, menurut Rahmat Hakim, alternatif 
yang dipilih oleh istri adalah sebagai berikut.3

1.	 Bercerai secara baik-baik walaupun praktiknya sangat dilematis. 
Suami atau istri tersebut tidak bertengkar, tidak bermusuhan, 
dan tidak bertentangan, bahkan mempunyai tujuan membina 
keluar

2.	 Merelakan suaminya untuk menikah lagi, sebagai kemungkinan 
terakhir da

 

	 Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan 
Pelaks

	

3	 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan …., hlm. 117.
4	 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan …., hlm. 117.

	 Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1poligami adalah alasan yuridis yang dibenarkan oleh
Pengadilan, sebagaimana alasan istrinya tidak dapat memberikan
keturunan. Apabila suami bermaksud untuk poli- gami dengan
alasan tersebut, Pengadilan akan memeriksanya dengan teliti hingga
ada jaminan tertulis dari suami bahwa dirinya akan berlaku adil. 
	 Keadilan yang dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 1/ 
1974 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1974 Pasal 41 adalah 
keadilan dari sisi materi, tidak terdapat sedikit pun kalimat yang 
menyatakan keadilan dari sisi perasaan atau batiniah istri yang di-
poligami, dan pemeriksaan atas syarat yang ketat bagi suami yang 
akan poligami seolah-olah mempersulit suami untuk melakukan 
poligami. Padahal, sulitnya persyaratan poligami tersebut akan mem-
permudah pencarian alasan lain bagi suami yang bermaksud me-
nikah lagi. Apabila alasan istri tidak dapat memberikan keturunan 
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dan suami bermaksud poligami, tetapi isteri tidak memberikan per-
setujuan, tentu saja suami dapat mengajukan permohonan talak ke 
pengadilan deng dibenarkan oleh Undang- undang dan peraturan
lainna memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari
seorang apabila:
a.	 isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b.	 isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di-

sembuhkan;
c.	 isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
	 Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan lagi bahwa untuk dapat 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-

syarat, yaitu: (a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; (b) adanya 
kepastrsetujuan ii berlaku bagi suami yang menikah dengan lebih
dari seorang pe- rempuan. Istilah poligami  digunakan dalam
Undang-undang Nomor 

 

1 Tahun 1974 atau KUHP, sebagaimana
terdapat pada Pasal 3–5.
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	 Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana 
terdapat pada Pasal 3 sampai dengan 5, poligami dapat diartikan 
sebagai perkng suami 

menikah lagi, ialah:
	 a.	 bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

istri;
	 b.	 bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan;
	 c.	 bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. 	 Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan 

maupun teitu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus
diucapkan di depan sidang Pengadilan.

3. 	 Ada atau tidaknya persetujuan kemampuan suami untuk men-
jamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan mem-
perlihatkan:

	 a.	 Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-
tangan oleh bendahara tempat bekerja, atau

	 b.  	 Surat keterangan pajak penghasilan; atau
	 c.   	 Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
4.	 Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan 
atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan 
untuk itu.

	 Suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang menurut Pasal 
40 harus mengajukan permohonan ke Pengadilan, isi permohonannya 

adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 yang akan diperiksa oleh 
Pengadilan, yaitu:
1.	 Surat permohonan poligami;
2.	 Alasan-alasan poligami;
3.	 Surat persetujuan dari pihak istri;
4.	 Surat keterangan penghasilan dari tempat ia bekerja yang di-

tandatangan oleh bendahara;
5.	 Surat keterangan pajak penghasilan;
6.	 Surat perjanjian di atas segel tentang jaminannya akan berlaku 

adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.
	 Pemeriksaan oleh Pengadilan akan dicocokkan melalui pemanggil-
an Pengad

 

dilan telah dinyatakan benar oleh Hakim di Pengadilan
dan semua persyaratan dan alasan-alasan yang 
diajukan pun telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang 
berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 1/1974 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9nnya dinyatakan bertentangan dengan 
Undang-undang dan Peraturan yang berlaku. 
	 Alasan-alasan suami mengajukan perceraian atau permohonan 
talak atas isterinya menurut Pasal 4 Ayat 2 huruf (a) jika dikaitkan

 

dengan PP. 9/1975 Pasal 19 huruf (e) ada perbedaan substansial, yaitu:

214 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 215Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



1.  	 Pasal 4 Ayat 2 huruf (a) UU. N0. 1/1974 hanya untuk mengajukan 
poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajib-
annya

2. 	 Meskipun penyebab isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya 
tidak dinyatakan oleh Pasal 4 ayat 2 huruf (a), kata “tidak dapat” 
bisa dipahami bukan disengaja, tetapi karena dikehendaki oleh 
sebab-sebab tertentu, yang sebab tertentu itu kemungkinan besar 
adalah cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan;

3.  	 Untuk alasan tersebut, bagi suami mendapat dua pilihan, yakni 
poligami atau menceraikan isterinya, sedangkan bagi isteri hanya 
satu pilihan, yaitu menggugat cerai suaminya.

cara sah menurut ajaran agama dan undang-undang yang berlaku.
	 Ketika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf (a), suami dibolehkan meng-

ajukan poligami ke Pengadilan. Salah satu alasan bahwa suami dapat 
mebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang
ini, harus dipenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut:
1.	 adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2.	 adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 
3.	 adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anak mereka.
	 Pada huruf (a) dijelaskan bahwa suami yang bermaksud meng-
ajukan perm
atas segel bahwa 
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dirinya tidak menyetujui kehendak suaminya yang bermaksud 
poligamin atau per tahun kemudian dirasionalisasikan dengan
kebutuhan rumah tangganya dari aspek pangan, papan, dan
sandang. Apabila penghasilan suami dengan realitas kebutuhan
rumah tangganya tidak rasional, atau ke- kurangannya sangat
signifikan, tentu saja Pengadilan akan meenjalankan kewajibannya”,
kalimat tersebut “jika terdapat, padahal sebenarnya tidak terdapat”
dalam Undang-undang yang dimaksudkan, dapat dipahami
bahwa istri telah menjalankan kewajibannya, kemudian 

karena ada penyebab tertentu yang tidak disengaja dan tidak di-
rencanakan, misalnya karena sakit dan lumpuh atau karena penyakit 
tertentu ya

 

n bawaan). Berbeda dengan isteri yang dinyatakan oleh
hasil pemeriksaan kedokteran bahwa tidak

 

5	 Anonimous, Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media, 2004, hlm. 9.
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dapatda suaminya untuk 

poligami secara lisan atau tertulis di depan Majelis Hakim di 
Pengadilan;

2.	 istri menyatakan sekaligus menjelaskan mata pencaharian suami 
sekaligus penghasilannya yang dirasionalisasikan dengan ke-
butuhan rumah tangganya dalam aspek sandang, pangan, papan, 
yang tidak cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan 
anak-anaknya;

3.	 istri menggugat cerai suaminya ke Pengadilan karena menolak 
keinginan suaminya untuk poligami; 

4.	 istri meminta kepada suami untuk mengajukan permohonan talak 
ke pengadilan sebagai alternatif bagi suaminya agar tidak poli-
gami, melainkan menikah lagi dengan perempuan lain dengan 
status duda; 

5.	 istri memberikan persetujuannya kepada suami yang disampaikan 
secara tertulis atau lisan dalam persidangan di pengadilan.

	 Lim
sebelah. Hal ini  

karena bagaimana pun alasan istri yang menolak suaminya melaku-
kan poligami, jika istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya, 
hal itu tentu m

 

, sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat 
tinggalnya.

2.	 Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan 
izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang 
apabila:

	 a.	 Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
	 b.	 Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan;
	 c.	 Isteri tidak dapat memberikan keturunan.
	 D

6	 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan ….,  hlm. 116.
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a.	 ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin ke-
perluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan:

	 1.	 surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-
tangani;

	 2.	 surat keterangan pajak penghasilan atau oleh bendahara 
tempat bekerja; atau

	 3.	 surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
b.	 ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 

terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan 
atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan 
untuk itu.

	
 memeriksa alasan 
ya

ne1.	 Alasan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor
1/1974 

Pasal 4 Ayat 2 huruf (a), yakni istri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai istri, dengan atau tanpa surat keterangan 
dari dokter atau keterangan lainnya yang membenarkan penyebab 
hal itu terjadi;

2.	 Pengadilan berwenang dan dibenarkan oleh Undang-undang 
u

3.	 Pengadilan memeriksa surat keterangan persetujuan dari istri-
istrigan di Pengadilan;

4.	 Pengadilan memeriksa surat keterangan penghasilan suami dari 
tempatnya bekerja yang ditandatangani oleh bendahara;

5.	 Pengadilan memeriksa surat keterangan pajak penghasilan; 
6.	 Pengadilan memeriksa surat keterangan lain yang dapat diterima 

oleh Pengadilan; dan
7.	 Pengadilan memeriksa surat penjanjian atau pernyataan suami 

yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu oleh 
Pen

	 Pengpabila
ditemukan  
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penyebab yang mengakibatkan ia tidak dapat menjalankan kewajib-
annya, na sakit, berarti tidak dapat lagi, tetapi jika istrinya tidak
dapat menjalankan kewajibannya, artinya mutlak tidak dapat.
	 Dengan alasan apa pun, baik “tidak dapat secara mutlak” atau 
“tidak dapat lagi”, suami yang bermaksud poligami harus menegak-
kan syarat utama, yakni menjamin keadilan, dengan cara mengatur 
nafkah lahir dan batin secara seimbang sesuai dengan hukum dan 
perundangan yang berlaku. Bagi istri yang tidak dapat menjalankan 
kewajibannya, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 
Pasal 41, kemanusiaan dat 2 bahwa Pengadilan 

 

dapat memberi izin
kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Anonimous,
2004: 8). Yang dimaksudkan oleh kalimat “pihak-pihak yang
bersangkutan” adalah pihak istri dan lainnya. Pihak-pihak yang 
bersangkutan akan dapat atau akan tidak dapat memberikan izin 
kepada suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang. Apa-
bila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 Pasal 
41, pihak-pihak yang bersangkutan yang cukup menentukan terjadi 
tidaknya poligami suami adalah:

1. 	 istri-istri suami yang berhak memberi atau tidak memberi per-
setujuan kepada suaminya untuk poligami;

2. 	 pihak atasan suami tempat bekerja yang akan memberikan izin 
(PNS) dan atau membuat surat keterangan penghasilan;

3. 	 pihak Dinas Perpajakan yang membuat surat keterangan pajak 
penghasilan;

4. 	 pihak kedokteran atau lainnya yang membuat surat keterangan 
tentang penyebab istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya; 

5. 	 pihak Pengadilan yang akan memeriksa, mempertimbangkan, 
memutuskan dan menetapkan diberi izin atau tidaknya suami 
yang bermaksud poligami;

6. 	 pihak suami sendiri yang mengetahui hati nuraninya, bahwa ia 
jujur dan amanah dengan janjinya akan berlaku adil kepada istri-
istri dan anak-anaknya.

	 “Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri” tentu 
berkaitan dengan Pasal 30 UU. No. 1/1974 karena pasal itu membahas 
hak dan kewajiban 30 adalah dalam kaitannya dengan kewajiban
fundamental isteri dalam kehidupan rumah tangga. 
Lalu, bagaimana relevansinya dengan PP. No. 9/1975 Pasal 19 huruf 
(e) bahwa alasan perceraian adalah “salah satu pihak mendapati cacat
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badan atau penyakit yang sukar disembuhkan dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.” Hubungan 
Pasal tersepoligami atau menerima diceraikan. Apabila ada suami
yang tidak mengambil pilihannya, ia tergolong suami yang “luar
biasa” kesabarannya.
 	 Relevansi Pasal 4 Ayat 2 huruf (a) dengan Peraturan Pemerintah 
R.I. Nomor 9/1975 Pasal 19 huruf (e) adalah hubungan fungsional 
dan hubungan operasional. Hubungan fungsionalnya adalah bahwa 
antara Undang-Undang Nomor 1/1974 Pasal 4 Ayat 2 huruf (a) dengan 
PP. 9/1975 Pasal 19 huruf (e) berfungsi menetapkan dan menjelas-
kan Pasal 3 Ayat 2 tentang Pengadilan dapat memberi izin kepada 
suami yang bermaksud menikah lebih dari seorang istri, sedangkan 
hubungan operasionalnya adalah bahwa Pemeriksaan yang dilakukan 
oleh pengadilan berkaitan dengan bukti-bukti yang dilampirkan oleh 
suami yang mengajukan niatnya untuk poligami, baik berupa surat 
keterangan penghasilan maupun surat pernyataan dan janjinya untuk 
berlaku adil, yang apabila suami memilih mengajukan permohonan 
talak, pihak pengadilan pun tidak dapat menolak karena dibenarkan 
secara yuridis formal.
	 Dengan adanya hubungan fungsional dan operasional itu, ke-
taatan kepada Undang-Undang Nomor 1/1974 Pasal 4 Ayat 2 huruf 
(a) sangat bergantung kepada pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

R.I. Nomor 9/1975 Pasal 41. Dengan demikian, penerapan hukum 
dan perundangan yang ada berkaitan dengan perihal tersebut akan 
dapat dirasakan hasilnya oleh subjek hukum atau objek hukum 
yang ada, terui istri. Meskipun persyaratannya cukup berat bagi
suami, mungkinkah istri yang sudah demikian tidak memberikan
persetujuan kepada suami untuk poligami. Apabila istri tidak
mengizinkan, akan terimpit oleh PP 9/1975 Pasal 19 huruf (e) yang
menyatakan bahwa salah satu alasan dibenarkannya per- ceraian
adalah jika salah satu pihak, suami atau istri mendapatkan cacat
badan atau penyakit yang sukar disembuhkan yang berakibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Apabila 
kondisi itu adalah karena penyakit atau cacat badan, apa daya se-
orang istri? Tentu suami akan memilih menceraikannya apabila 
poligami tidak disetujui istri.
	 Berbeda jauh dengan suami apabila ia berpenyakit atau cacat 
badan yang membuatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami, tidak ada Undang-undang yang membolehkan istri 
poliandri, haram menurut ajaran agama dan haram menurut Undang-
undang. Apabila istri menggugat cerai, adakah perilaku tersebut tidak 
akan dilaknat oleh Allah?
	 Dengan keadaan demikian, Undang-undang Nomor 1/1974 dan 
PP 9/1975 memerlukan pengkajian dan analisis yang bersifat revisis 
analitis karena posisi istri masih “dirasakan” tidak berdaya, khususnya 
ketika ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Jika 
istri lumpuh atau penyakit lainnya, pilihan suami adalah poligami 
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atau cerai. Kata “tidak dapat” berbeda dengan “tidak dapat lagi”, 
tetapi bagi  sesuai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, ia
dapat dikataa “suami yang tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai suami”.
	 Sebenarnya uraian yang telah digambarkan sebelumnya semua-
nya merupakan analisis, hanya lebih menitikberatkan pada analisis 
yuridis yang berkaitan dengan pasal-pasal yang sedang dikaji. Ada-
pun analisis di bagian ini menitikberatkan pada perspektif Al-Ahwal 
Asy-Syakhsiyah atau hukum Islam sehingga penggunaan dalil-dalil dari 
Al-Quran atau Hadis akan lebih menonjol. Dalam kaitannya dengan 
poligami, sebagaimana dalam surat An-Nisā’ ayat 3, Allah SWT. ber-
firman,

	 Dan	 Dalam ayat tersebut tidak terdapat alasan-alasan
sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1/1974
Pasal 4 Ayat (2). 

Al-Quran tidak menyatakan bahwa poligami boleh dilakukan oleh 
suami yang istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya, istrinya 
mendapat cacat badabab surat An-Nisā’ ayat 3 itu menyatakan, “Jika
takut tidak berlaku adil menikah dengan seorang istri, budak-
budakmu akan lebih baik.” Dengan demikian, poligami merupakan
pilihan seorang suami yang mau melatih diri menjadi pemimpin
yang adil, bukan persoalan syahwat semata-mata atau karena
istrinya berpenyakit, cacat, dan mandul.

	 Rasulullah SAW. bersabda dalam hadis Imam Muslim, 

	 Dunia itu laksana perhiasan dan perhiasan yang terbaik adalah perem-
puan yang shaleh.7 

	 Hadisnkan Pasal 30 karena 

kebodohannya atau kesibukannya atau kemalasannya sehingga 
tidak mau belajar untuk menjalankan tugas dan kewajibannya 
sebagai istri;

2.	 istri yang mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

	
7	 Dalam Kitab Shahih Muslim. Bab An-Nikah, Terjemah Al-Bukhari, Bandung: Diponegoro, 2000, 

hlm. 138.

228 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 229Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



	 Poin pertama dapat dikatakan sebagai istri yang nusyuz karena 
melalaikan kewajibannya, tetapi jalan keluarnya bukan poligami, 
melainkan menasihatinya dengan kata-kata yang baik, pisah ranjang, 
mendatangkan hakam untuk mendamaikan atau menceraikannya. 
Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisā’ ayat 34–35,

	 Laki-l

	 Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka 
kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari 
keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui, Maha teliti. (Q.S. An-Nisā’ [4]: 35)

	 Dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa istri yang saleh adalah 
istri yagan undang- undang itu, posisi istri terjebak oleh keadaan
dirinya karena bagi istri yang tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri “tidak logis” apabila tidak menyetujui
suaminya untuk poligami. Sebalik- nya, suami yang istrinya cacat,
lumpuh, atau penyebab lainnya yang menyebabkannya tidak dapat
menjalankan kewajibannya, dapat di- anggap “kejam” jika
menceraikan istrinya. Akan tetapi, d	 Dalam konteks hukum
Islam tentang perkawinan dan rumah tangga, Pasal 4 Ayat 2 huruf (
a) merupakan pasal yang mencoba meng- amalkan ayat Al-Quran
surat An-Nisā’ ayat 3 tentang berbagai cara dalam menjalankan
keadilan. Demikian pula, permintaan persetuju- an istri untuk
poligami, dapat dipahami sebagai upaya mengangkat 
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harkat dan martabat istri di mata hukum sehingga kedudukan istri 
menjadi benar-benar ut, Musthafa Al-Maraghi (t.t.: 181–182)
mengatakan bahwa poligami  hanya mungkin dilakukan oleh suami
karena alasan-alasan berikut:
1.	 apabila istrinya mandul, sedangkan suami mendambakan seorang 

anak;
2.	 apabila istrinya telah tua dan sudah tidak haid lagi;
3.	 apabila suami merasa tidak cukup dengan seorang istri dan demi 

memelihara kehormatannya dari berzina; 
4.	 ketika jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki.

	 Apabila dengan empat alasan itu istrinya tetap tidak memberikan 
persetujuan, kemungak menerima penolakan keinginannya oleh
istri. Perceraian menjadi solusi bagi suaminya.
	 Perceraian dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1/1974 
Bab VIII Putusnya Perkawinan serta Akibatnya Pasal 38 yang berbunyi: 
“Perkawinan dapat putus karena:8

1.	 kematian;
2.	 perceraian; dan
3.	 atas Keputusan Pengadilan.

	 Kemudian pada Pasal 39 disebutkan:
1.	 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak ber-
hasil mendamaikan kedua belah pihak;

2.	 Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 
antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai 
suami isteri;

3.	 Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan  diatur dalam 
peraturan perundang-undangan tersendiri.

	

8	 Anonimous, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 20.

	 Tata cara pelaksanaan perceraian diatur oleh Peraturan Peme-
rintah Nmaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-
alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang
untuk keperluan itu.” (Anonimous, 2000: 53).
	 Pasal 1ksud melaksanakan perceraian, dalam konteks
permohonan talak atau cerai gugat, terdapat dalam Pasal 19 yang
menyebutkan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-
alasan:
1.	 salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2.	 salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah 
atau karena hal lain di luar kemampuannya;
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3.	 salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4.	 salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak yang lain;

5.	 salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

6.	 antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga.

	 Alasan-alasan yang termuat dalam Pasal 19 harus dikemukakan 
dalam surat pen	 Suami yang memandang bahwa poligami
atau perceraian me- rupakan jalan keluar terbaik apabila istrinya
mandul atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
bernaung pada alasan-alasan berikut.

	

1.	 Alasan yuridis yang membenarkan suami melakukan poligami dan 

menceraikan istri adalah adanya Undang-Undang Nomor 1/1974 
Bab I Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 huruf a sampai dengan 
huruf c. Demikian pula, dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf a sampai 
dengan huruf c dan Pasal 2 yang menetapkan bahwa suami yang 

akernyataan yang diajukan akan diperiksa oleh Pengadilan serta
dicocokkan secara langsung dengan pengakuan istri di depan
persidangan Pengadilan. Dalam Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1/197 istri terdapat dalam Pasal 30-33 UU No. 1/1974.

2.	 Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh istri terhadap 
suaminya yang bermaksud poligami atau bercerai dengan alasan 
istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri adalah 
tidak memberikan p
n oleh suaminya.

3.	 Hubungan antara Undang-Undang Nomor 1/1974 Pasal 4 Ayat 
2 huruf (a) dengan Pasal 30 adalah hubungan interpretatif, 
karen
ang sukar disembuhkan. 
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Adapun  teknik pemeriksaan pengajuan permohonan poligami 
suami dijelaskan oleh PP No. 9/1975 Pasal 41 yang memiliki 
hubungan operasionalkan maksud beristri lebih dari seorang.
Pemeriksaan berkaitan dengan surat keterangan pihak yang
profesional yang menjelaskan penyebab istri tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai istri, surat keterangan peng-
hasilan dari tempatnya bekerja yang ditandatangani oleh benda-
hara, surat keterangan pajak penghasilan, dan surat lainnya yang 
dapat diterima oleh Pengadilan.

C. 	 Poligami dalam Hukum Keluarga Islam
	 Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, polus yang artinya 
banyak dan gamein yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin 
banyak atau suami Islam, “lebih 

disukai

	

3.	 jumlah perempuan yang melebihi laki-laki; 4. 	
banyaknya janda yang mengurusi anak-anaknya yang yatim 

karena suaminya tewas di medan pertempuran.
 	 Keadilan dalam poligami adalah “adil dalam soal materi, yakni 
adil dalam memba- perlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya.”

Dalam hal keadilan batiniah menurut Khazin Nasuha “tidak
dituntut oleh syariat Islam, 
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karena masalahnya berada di luar kemampuan manusia.” Rasulullah 
SAW. sangat cenderung rasa cintanya kepada Aisyah	 Poligami
merupakan salah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum
laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki 
kecenderungan seksual lebih besar dibandingkan dengan kaum pe-
rempuan. Secara genetik, laki-laki dapat memberikan benih kepada 
setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan 
setelah masa pembuahan. Adapun jika perempuan melakukan poli-
andri, hal itu tidak hanya bertentangan dengan kodratnya, tetapi lebih 
jauh lagi, sangat naif dan irasional. Dari sisi genetik sulit mencari 
dari benih siapa yang dibuahkan oleh perempuan tersebut. Dengan 
demikian, syariat Islam tentang poligami tidak bertentangan dengan 
hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan 
kodratnya kaum laki-laki.

	 Beberapa landasan hukum poligami 	adalah sebagai berikut.
1. 	 Q.S. An-Nisā’ ayat 3,

	

	 Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang khi perempuan yang disenangi hingga
jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika semuanya dihantui oleh rasa
takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan 

seorang perempuan atau hamba sahaya karena hal itu menjauhkan 
dari berbuat aniaya.

2.	 Q.S. An-Nisā’ ayat 129,

	 Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu 
terlalu ck berlaku adil dalam soal perasaan, cinta, dan kasih
sayang karena semua itu di luar kemampuan manusia. 9 	 Sayyid
Sabiq melanjutkan, “Abu Bakar bin Arabiy berkata, “Memang
benar bahwa adil dalam cinta di luar kesanggupan manusia (suami
yang poligami) sebab hanya ada dalam genggaman Allah           yang
membolak-balikkannya dengan dan menurut kehendak-Nya. 
Begitu pula, dengan bersetubuh terjadi kegairahan yang berubah-ubah, 

9	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 172.
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terkadang bergairah dengan istri pertama, terkadang lebih bergairah 
dengan istri kedua, atau istri kedua kurang menggairahkan. Asalkan 
perbuatan ters  

adis berikut.
1. 	 Al-Hadis riwayat Bukhari-Muslim, 

	 Dari Abdulllah bin Mas’ud r.a. ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda 
kepada kami, “Hau birahi yang datang dari godaan setan yang
terkutuk.

2. 	 Hadis riwayat Imam Tirmidzi,

	 Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk 
Islam.

	 Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: “Barang siapa 
punya dua orang istri lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang 
di hari kiamat nanti dengan bahunya yang miring.”10 (H.R. Abu Dawud)

4. 	 Hadis riwayat Abu Dawud dari Siti Aisyah,

     
	 Rasulullah SAW. selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. 
Dan beg Engkau

10	 Abu Dawud, Thirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Madjah, Sunan Abu Dawud, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t., 
hlm. 768.
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kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya.”Abu Dawud berkata: “Yang 
dimaksud dengan Engkau kuasai tetapi aku tidak menguasainya, adalah 
hati.” (H.R. Abu Dawu
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Bab 7
Isu perceraian

penyebab dan akibat
yang ditimbulkan

A.	 Perceraian Dibolehkan tetapi Dibenci Allah
	 Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Percerai-
an ada demikian, per-
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ceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
Undang-undang.1 
	 Dalam bagian kedua KUHP (BW) tentang pembubaran per-
kawinan setelah perpisahan meja dan ranjang, atas permintaan kedua 
belah pihak yang perpisahan itu telah berjalan lima tahun lamanya 
dengan tak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, maka 
tiap-tiap mereka adalah leluasa menarik pihak yang lain di muka 
Pengadilan dan menuntut supaya perkawinan dibubarkan.
	 Pembubaran perkawinan yaan iktikad jahat; 3. 	
penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya 

atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah 
perkawinan;

4.	 melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau oleh 
istri te
ahayakan.

	 Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII 
tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dijelaskan oleh Pasal  
38 bahwa perk1.	 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan
Sidang Pengadilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak ber-
hasil mendamaikan kedua belah pihak;

2.	 Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 
antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 
istri;

1	 Subekti dan Tjitrosudibio, Hukum Acara Perdata, hlm. 46–47.

3.	 Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam 
peraturan perundang-undangan tersendiri.

	 Dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, 
perceraian dilakukan oleh suami isteri karena sesuatu yang dibenar-
kan oleh Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan 
upaya perdamaang didasari perkawinan secara agama Islam
menyampaikan surat pemberitahu-  an keinginannya untuk
menceraikan istrinya kepada pengadilan sesuai dengan tempat
tinggalnya. Surat itu harus disertai dengan alasan-alasan
perceraian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 PP 9/1975.
	 Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, di samping perceraian 
dengan cerai talak, ada juga perceraian dengan melalui suatu gugatan, 

2	 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, hlm. 42.
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yakni suami ataupun istri mengajukan gugatannya kepada pengadil-
an di daerah hukum kediaman tergugat. Apabila tempat tinggal ke-
diaman tergugat tidak je

 

 alasan-

alepanjang bukan merupakan gugat cerai karena nusyuz,  tetapi cerai
talak yang bukan merupakan talak tiga. Dengan demikian,
perceraian dalam UU No. 
1/1974 lebih mengutamakan legal formalnya Putusan Pengadilan, 
bukan sah tidaknya secara materiel.
	 Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan thalaq, 
artinya melepaskan atau meninggalkan. Apabila telah terjadi per-
kawinan, hal yang harus dihindari adalah perceraian meskipun 
perceraian adalah bagian dari hukum adanya persatuan atau per-
kawinan itu se

	 Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW. telah bersabda, 
“Perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak.”  
(H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim)
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	 Dalam hukum Islam, hak talak hanya ada pada suami, sedang-
kan cerai gdar, talaknya sia-sia, seperti talak yang diucapkan oleh
suami yang belum baligh. 3 	 Talak yang hukumnya tidak sah

jika diucapkan oleh suami karena paksaan bukan kehendak
sendiri. Demikian pula, talak yang diucapkan oleh suami yang
dalam keadaan marah sehingga kata- katanya tidak jelas dan ia
sendiri tidak menyadarinya. Menurut  
Sayyid Sabiq, kemarahan itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.4

1.	 Marah yang menghilangkan akal sehingga tidak sadar hal-hal 

yang dikatakannya. Dalam keadaan seperti itu tidak ada per-
bedaan pendapat tentang “tidak sah talaknya”.

2.	 Yang pada dasarnya tidak mengakibatkan orang kehilangan 
kesadaran atas hal-hal yang dimaksud oleh ucapan-ucapannya 
maka keadaan seperti ini mengakibatkan talaknya “sah”.

3.	 Sangat marah, tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadar-
an a

	 Perempuan yang dapat ditalak adalah perempuan yang berada 
dalam ikatan suami istri dan perempuan yang berada pada masa iddah 
talak raj’i atau iddah talak ba’in shugra. Secara hukum, perempuan 
yang dalam kondisi tersebut masih menjadi istri sah suaminya 
sampai masa iddahnya habis. Demikian pula, istri atau suami yang 

3	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 16.
4	 Sayyid Sabiq, Fiqh …., hlm 21.

berada dalam keadaan pisah ranjang atau salah satunya melakukan 
kemurtadan karena orang muslim haram menikah dengan orang 
musyrik, termasuk orang yang murtad dari Islam. 

B.	 Pengaturan Talak dalam Hukum Islam
	 Berdasarkan pengaturannya, talak ada dua macam, yaitu sebagai 
berikut.
1.	 Ta’liq dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian 

melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau 
menguatkan suatu khabar. Ta’liq seperti ini menurut Sayyid     
Sabiq (nya keluar rumah ketika suami tidak ada di rumah.

2.	 Talak yang dijatuhkan untuk menjatuhkan talak apabila telah 
terpenuhi syaratnya. Talak seperti ini disebut dengan “ta’liq 
syarat”. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, “Jika 
engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharnya, engkau 
tertalak.”

	 Di samping pembagian talak sebagaimana ditegaskan oleh Sayyid 
Sabiq tersebut, talak dapat juga dilihat dari dua macam ketentuan 
berikut.
1.  	 Talak sunnah, yaitu “talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan 

agama, yaik yang sudah biasa dilakukan oleh 
pasangan suami istri”. 

2. 	 Talak bid’i adalah talak yang menyalahi ketentuan agama, misal-
nya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu 
bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak 
istri yang dalam keadaan sedang haid atau menalak istri dalam 
keadaan suci, tetapi sebelumnya telah dicampuri. Talak bid’i 
jatuhnya sah, hanya jika dilakukan, talak jenis ini menyebabkan 
pelakunya mendapat dosa (dihukumi berdosa).
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	 Ditinjau dari berat ringannya akibat talak, talak dibagi kepada 
dua jenis. 
1.	 Talak raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang 

telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula 
talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali 
kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan 
akad nikah yang baru.

2.	ukan tidak sekadar rekayasa sebagaimana dalam nikah 
muhallil. (Rahmat Hakim, 

2000: 1620)

	 maka fasakh nikah tidak 

termasuk talak, tetapi para ulama menegaskan substansinya yang 
sama dengan talak;

4.	 wanita yang telah memasuki masa menopouse karena wanita yang 
telah tidak haid tidak memiliki masa iddah, hukumnya sama 
dengan wanita yang belum dicampuri. 

	 Pada dasa dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fiqh munakahat
diatur sedemikian 

5	 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh  Lima Mazhab, hlm. 176.

detailnya tata cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak 
menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Syariat Islam 
membenarkan tala
benar.6

C. 	 Landasan Hukum Islam tentang Perceraian 
	 Dasar hukum perceraian atau talak adalah sebagai berikut.

1. 	 Al-Quran Surat At -Thalāq Ayat 6,

	 Te sudah
ditalak) 

6	 Abbas Mahmud Al-Akad, Women in The Quran (Wanita dalam Al-Quran), Jakarta: Bulan 
Bintang, 1998, hlm. 11.
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itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka 
melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)
mu maka berikan

	
aliknya. 
Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 disebutkan,

	 Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, 
Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 227)

	 Demikian pula, dalam surat Al-Baqarah ayat 228,

	

	 Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) 
menahan de

252 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 253Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



	 Selain Al-Quran, dasar hukum talak atau perceraian, terdapat 
pula hadis Nabi SAW. berikut.
1. 	 Hadis Riwayat Abu Dawud, Ibnu Madjah, dan Al-Hakim

	 Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “Sesuatu 
yang halal, tetapi dibenci Allah adalah talak.” (H.R. Abu Dawud, Ibnu 
Madjah, disahihkan oleh Al-Hakim)

2. 	 Hadis Riwayat An-Nasa’i dan Muslim

	 Dala
etika ia hamil.”7

 D. 	 Saksi dalam Perceraian
	 Para fuqaha mutaqaddimin dan mutaakhirin berpendapat bahwa 
talak sah tan

alak disaksikan.

7	 Imam Muslim, Shahih Muslim, Bab Ath-Thalak, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 234.

	alam rujuknya.” Sayyid Murtadha dalam kitab Al-
Intishar menyebutkan bahwa alasan kaum 
Syi’ah Imamiyah tentang harus adanya saksi dengan dua orang yang 
adil sebagai syarat sahnya talak karena apabila tidak disertai dua 
orang saksi laki-laki yang adil, talaknya tidaklah sah.8

 
	
8	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 35–36.
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	 ... 0

	 Nikah itu dengan saksi, talak dengan saksi, dan rujuk dengan saksi.
	

9	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 33–35.
10	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 37.

	 ME.	 Menyadari Hak dan Kewajiban Suami Istri
sebagai 

Antisipasi Perceraian
	 Heri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 
hidup bersama dalam masyarakat;

2.	 Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
3.	 Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

	 Pasal 32 menyatakan,
1.	 Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
2.	 Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 

ditentukan oleh suami isteri bersama.

	 Pasal 33 menyebutkan, “Suami isteri wajib saling mencintai, 
horungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2.	 Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3.	 Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing 

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

	 Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban 
Suami Isteri dibagi menjadi enam bagian.
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	luarga, dan isteri ibu rumah tangga; 2. 	 Hak dan kedudukan isteri
adalah seimbang dengan hak dan ke-

dudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 
hidup bersama dalam masyarakat;

3.	 Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

	 Bagian Ketiga, Kewajiban Suami pada Pasal 80 menyatakan 
bahwa:

1.	 Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, 
akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-
penting diputuskan oleh suami istri;

2.	 Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala se-
suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampu-
annya;

3.	 Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan 
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;

4.	 Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
	 a.	 Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
	 b.	 Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 

bagi isteri dan anak;
	 c.	 Biaya pendidikan bagi anak.

5.	 Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) 
huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna 
dari isterinya;

6.	 Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 
dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;

7.	 Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila 
isterinya nusyuz.

	 Bagian Keempat, Tempat Kediaman pada Pasal 81 yang menye-
butkan bahwa:
1.	 Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-

anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah;
2.	 Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri 

selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau iddah 
wafat;

3.	 Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-
anakn

4.	 Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan ke-
mampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan 
templengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang
lainnya.

	 Bagian Kelima, Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Se-
orang, pada Pasal 82 yang menyebutkan bahwa:
1.	 Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban 

memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing 
isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga 
yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali ada perjanjian 
perkawinan;

2.	 Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan 
isterinya dalam satu tempat kediaman.

	 Bagian Keenam, Kewajiban Isteri, pada Pasal 83 menyebutkan 
bahwa:
1.	 Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan 

batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh 
hukum Islam;

2.	 Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga 
sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

	 Pasal 84 menyebutkan bahwa:
1.	 Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan 

kewajiban-kewajiban. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 
ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
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2.	 Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya 
tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali 
hal-hal untuk kepentingan anaknya;

3.	 Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali 
sesudah isterinya tidak nusyuz;

4.	 Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus 
didasarkan atas bukti yang sah.

	 Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-undang Nomor 
1 Tahun 19741.	 kebendaan, yaitu mahar dan nafkah; 2. 	 rohaniah,
seperti melakukannya dengan adil jika suaminya poli-

gami dan tidak boleh membahayakan istri.

	 Suami berkewajiban melaksanakan hal-hal berikut:
1.	 memberikan keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan 

rohaniah dan jasmaniah;
2.	 melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang 

dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami 
berkewajiban memberi tempat kediaman;

3.	 memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan;
4.	 berkewajiban menggauli istrinya dengan baik dan benar.

11	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 52.

	 Istri berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.	 ma dan kepemimpinan 

suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

	 Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai 
semua kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur 
dengan baik terhadap masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya 
dengan cara bermusyawarah.
	 Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, ke-
sadaran suami istri dalam membina rumah tangganya harus seimbang, 
terutama dalam hak masing-masing, menghargai, memaaf- kan,
memercayai, dan saling mencintai. Kasih sayang tidak akan 
timbul tanpa dimulai dengan rasa cinta.13

	 Untuk memelihara hubungan komunikatif antarsuami dan istri 
diperlukan beberapa sikap dari kedua belah pihak, di antaranya se-
bagai berikut:

12	 Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 111.
13	 Beni Ahmad Saebani, Cinta dan Kasih Sayang dalam Biduk Rumah Tangga Islami, Makalah, 

Forum Diskusi Dosen Hukum Keluarga, FSH, UIN Bandung, 2009, hlm. 5.
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1.	 penuh perhatian, artinya suami dan istri harus saling memahami 
sifat untuk berusaha lebih
baik;

2.	 penuh dengan rasa tanggung jawab sesuai dengan hak dan ke-
wajiban masing-masing;

3.	 saling mengenalkan dengan keluarga besar dan kerabatnya;
4.	 meluangkan waktu yang berkualitas untuk berkumpul bersama 

keluarga;
5.	 meningkatkan kehidupan beragama dan ibadah yang lebih 

khusyu’ dan mendalam dengan penghayatan yang baik;
6.	 mendahulukan kepentingan keluarga;
7.	 menerima kekurangan masing-masing;
8.	 meningkatkan usaha demi perekonomian keluarga;
9.	 menyatukan hubungan keluarga suami dan istri dengan ruh 

kebersamaan dan persaudaraan.

	 Deng
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Bab 8
Akibat hukum 

DALAM kemurtadan 
suami atau istri

A. 	 Fasakh Nikah karena Murtad
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	 Dalam akad pernikahan yang berdasarkan hukum Islam dikenal 
istilah sah atau batal. Akad pernikahan yang sah adalah akad per-
nikahan yang dilaksrik jahili (kafir) dan ahli kitab (surat Al-
Bayyinah ayat 1), dan bagi muslim diharamkan menikahinya. Allah
SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221,

	 Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka 
beriman Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan
bahwa; “Perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu.”
	 D Sekalipun perkawinannya dilakukan dengan cara jahiliah,
menurut Sayyid, kedudukannya sah, dan tidak ada hukum yang
membatalkannya meskipun mereka kemudian masuk Islam. 1  Dari
pendapat tersebut dapat dipahami bahwa apabila keduanya masuk
Islam selama perkawinannya tidak menyalahi persyaratan
perkawinan Islam, perkawinan mereka tetap sah. Meskipun
pandangan ini diperkuat dengan undang-undang, bahkan oleh
para fuqaha dan pakar hukum, ada yang berpendapat, perkawinan
yang dilakukan oleh orang muslim, kemudian salah satunya
murtad, dianggap sebagai perkawinan yang fasakh atau batal.

 

1	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 171.
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Misalnya, pihak suami pindah agama dari Islam ke agama Nasrani atau 
disebut dengan murtad. Apabila perkawinannya dinyatakan fasakh, 
perkawinan tersebut dinyata

 

 

 macam akibat talak: 2 1. 	 fasakh  karena
murtad mengakibatkan talak ba’in, wajib bagi kedua 

suami istri tersebut bercerai pada saat itu juga;
2.	 fasakh karena murtad menyebabkan talak raj’i, apabila salah satu-

nya taubat sebelum masa iddah dan tanpa melalui pernikahan 
yang baru;

3.	 tidak menyebabkan terjadinya talak, hanya pernikahannya fasakh. 

	 Kemurtadan yang menyebabkan fasakhnya perkawinan atau 
putusnya hubungan suami-istri tidak terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974. Demikian pula, dalam Kompilasi Hukum Islam. 
Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 
dikatakan sebagai berikut:
	

2	 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala Madzahib Al-Arba’ah, t.t., hlm. 231.

	nikah. Pembatalan nikah atau fasakh- nya perkawinan yang
disebabkan salah satu atau kedua suami istri murtad, tidak
terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi
Hukum Islam. Hanya, pada Pasal 22 
dikatakan bahwa perka	 Demikian pula, tentang alasan
perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian 
dapat terjadi karena alasan berikut,
1.	 salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2.	 salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah 
atau karena hal lain di luar kemampuannya;

3.	 salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4.	 salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak yang lain;

5.	 salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/
istri;
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6.	 antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga. 

	 di KUA atau oleh siapa pun yang diberi kuasa, demikian pula
dengan nonmuslim. Ikatan atau kesamaan keimanan dalam agama
telah menjadi syarat sahnya perkawinan. Dalam masyarakat
Indonesia, banyak orang nonmuslim yang pindah agama. Misalnya,
orang Kristen masuk Islam. Pada saat perkawinannya dilakukan,
suami istri itu menikah dengan hukum dan peraturan yang
bukan Islam. Dalam Islam, laki-laki muslim boleh menikah
dengan perempuan ahli kitab, sebagaimana halalnya makanan ahli
kitab bagi muslim. Allah SWT. berfirman, 

	 Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan 
(sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, harui, bagaimana 
kedudukan pernikahan pertama? Apabila dinyatakan batal, bagai-
mana kedudukan anak yang lahir dari hasil pernikahan yang batal? 
Atau sebaliknya pernikahannya sah maka berarti dalam konsep Islam 
ada pendapat yang menyatakan sahnya pernikahan nonmuslim, lalu 
apa alasannya sehingga dipandang sah? Allah SWT. berfirman, 

3	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 171.
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	 Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi 
antara putra-putra seagama. Misalnya, per- kawinan orang
muslim dengan muslimah, orang Yahudi dengan Yahudiah,
orang masehi menikahi masehiyah. Dalam hukum per-

kawinan Indonesia pun dikatakan bahwa sahnya perkawinan adalah 
salah satunya karena seagama. Siapa pun yang menikah dengan cara 
agamanya maka dibenarkan oleh hukum yang berlaku.4

	 Perkawinan asal hukumnya mubah, ia berubah menjadi hukum 
wajib, sunnat, makruh, dan haram bergantung pada situasi dan 
kondisinya, baik yang menyangkut kemampuan biologis mempelai 
maupun kemampuan materiel untuk memenuhi nafkah keluarga. 
Dengan demikian dapat berlaku kaidah, 

	 Asal dari segala sesuatu itu boleh kecuali ada yang melarangnya.

	 Apabila pembaruan nikah itu tidak ada larangan dari Al-Quran 
ataupun Al-Hadis, tentu saja tidak diharamkan melakukannya. Alas-
annya bukan karena per acuan inilah, hukum Islam yang

 

dipraktikkan meraih tujuan yang lima tersebut.

	
4	 Hasbi Ash-Shiediqie,  Perkawinan Antaragama, hlm. 75.
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	 Menurut Sulaiman Abdurahiem, seorang yang masuk Islam, 
atau suaB. 	 Rusaknya Perkawinan dan Permasalahannya
	 Seorang suami memiliki hak talak, sedangkan pihak istri disedia-
kan lembaga fasakh. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang 
sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah 
tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut 
hukum.
	 Seorang istri 

5	 Moch. Anwar, Ilmu Fiqh ….,  hlm. 74.

	 Rasulullah SAW. menikahi seorang wanita dari Bani Ghifar, 
ketika ia masuk kepada Nabi, beliau melihat di sebelah rusuknya ada 
warna putih (sopak), kemudian Nabi menolaknya dan mengembali-
kan wanita itu kepada kelua
akhir hayat. 

	

	 Berbagai penyebab dapat berlakunya fasakh adalah sebagai 
berikut.
1. 	 Hiperseksual (nafsu seksual yang berlebihan). Dalam hal ini 

tidak termasuk cacat, dan  apabila dengan seringnya melakukan 
sanggama, ppabila hal tersebut menjadi pe- nyebab salah satu
pihak mengalami gangguan fisik dan mem- bahayakan, 
fasakh dapat dilakukan.

2. 	 Suami miskin, dalam hal ini apabila suami keadaannya miskin 
dan tidak memiliki kesanggupan untuk menghidupi keluarga-
nya, bahkan menimbulkan kesusahan dan penderitaan yang 
tidak lazim bagi sebuah rumah tangga. Dalam keadaan seperti 
ini, pihak istri be
kukan fasakh.

3. 	 Karena suami gaib atau hilang dan selama hilangnya tidak jelas 
beritanya, bahkan tidak lagi memberi nafkah keluarga. Menurut 
kebanyakan ulama fiqh, pihak istri boleh melakukan fasakh.

4. 	 Salah satu pihak telah gila. Apabila suami atau istrinya yang gila, 
kedua belah pihak memiliki hak fasakh yang sama.

272 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 273Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



	 Timbulnya fasakh karena perkawinan tidak memenuhi rukun dan 
syarat dalam akad nikah, yaitu sebagai berikut.6

1.	 Suami istri masih kecil diakadkan oleh selain ayahnya atau 
kakku khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan
perkawinannya, hal itu disebut fasakh ‘aqad.

2.	 Setelah akad nikah berlangsung, ternyata istri atau suaminya 
adalah saudara sesusuan. 

	 Syarat fasakh karena sesuatu yang terjadi setelah akad nikah 
adalah sebagai berikut.7

1.  	 Apabila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam, dan 
tidak mau kembali kepada Islam, akadnya fasakh (batal) disebab-
kan oleh kemurtadan.

2.  	 Apabila suami kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam ke-
kafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, akadnya batal atau 
fasakh. Berbeda dengan istri yang ahli kitab, akadnya tetap sah 
sebagaimana awalnya. Karena akad nikah dengan istri dari 
kalangan ahli kitab dipandang sah oleh hukum Islam. 

	 Mang murtad
tidak boleh 

6	 M. Thalib, Tanggung Jawab Suami Isteri dalam Keluarga, Irsyad Baitussalam, 1995, hlm. 136.
7	 M. Thalib, Tanggung Jawab Suami Isteri …., hlm. 138.

dibunuh, tetapi harus dipenjara dan dipaksa kembali untuk masuk 
Islam. Akan tetapi, apabila wanita itu dibunuh oleh seseorang, pem-
bunuhnya tidak diperkenankan di-qishos.8

	 Tindakan orang murtad terbatas dalam beberapa macam, yaitu 
sebagai berikut.
1. 	 Dipandang sah dan berlaku, dengan kesepakatan ulama fuqaha, 

yaitu talak, menerima hibah, menyerah suf’ah, membuat koratele 
(pengampunan) atas budaknya yang diizinkan bergerak sendiri.

2.	 Tidak dipandang sah dengan sepakat para ulama, seperti nikah, 
bahkan sembelihannya tidak halal.

3.	 Sah tidaknya ditangguhkan, dilakukan perundingan antara pihak-
pihak berkaitan dengan pihak yang murtad. Perundingan dapat 
berjalan jika yang diajak berunding memiliki agama yang sama, 
dengan yang murtad, perundingan berujung pada keputusan 
untuk menunggu yang murtad bertobat.

4.	 Dipersilakan hukumnya tentang segala tindak-tanduknya yang 
lain dari yang sudah diterangkan. Apakah kemurtadan suami 
atau istri dipedulikan atau tidak dipedulikan oleh masing-masing 
pihak, berlaku hak masing-masing.

5.	 Dalam Konsepsi Hukum Islam, seorang suami atau istri yang 
murtad, menurut kesepakatan ulama, perkawinannya telah 
fasakh, bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan 
membatalkan akad nikah yang telah terjadi di antara keduanya. 
Kemurtadan menjadi salah satu penyebab perceraian.

	 Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu 
terjadinya percerai

 
id salah satunya, 

8	 Hasbi Ash-Shidiqie, Perkawinan …., hlm. 65.
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apala	 Dalam proses penyelesaian masalah fasakh terdapat
persyaratan tertentu, yaitu sebagai berikut:
1. 	 mengajukan perkara kepada hakim atau pengadilan;
2. 	 keadaan suami istri sudah mukallaf;
3. 	 pihak istri keberatan dengan keadaan suaminya yang meng-

alami impoten atau murtad. Demikian pula, pihak suami merasa 
keberatan dengan kemurtadan istri dan berbagai penyakit yang 
dideritanya. 

	 Pihak istri yang berhak mengajukan fasakh atas suaminya adalah 
istri y	 Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan berpisah
karena talak. Hal ini karena dalam talak ada talak raj’i  dan talak ba’in .
Talak raj’i

 

tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak 
ba’in mah ada putusan pengadilan) sehingga akad nikahnya tidak perlu
di- fasakh.

C. 	 Fasakh Menurut Undang-undang Perkawinan
	 Undang-undang dalam bagian ini adalah Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam 
dan Peraturan n lurus ke bawah ataupun 

ke atas;
2. 	 berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 
antara seorang dengan saudara neneknya;

276 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 277Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



3.  	 berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/
bapak istri;

4. 	 berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 
saudara susuan dan bibi/paman susuan;

5. 	 berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keme-
nakan dari istri dalam hal suami beristeri lebih dari seorang;

6. 	 mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 
yang berlaku, dilarang kawin. 

	 Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, 
jm BAB III Pasal 13 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat
dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat
untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana perkawinan yang
terlarang pada Pasal 8.

	 Dalam Pasal 14 dikemukakan lebih terperinci sebagai berikut:
1. 	 Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam 

garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, 
wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-
pihak yang berkepentingan;

2. 	 Mereka yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini berhak juga men-
cegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari 
calon mempelai berada di bawah pengampunan, sehingga dengan 
perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan 

bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan 
dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini. 

	 Pasal 14 tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan yang me-
langgan dalam Pasal 14.
	 Dengan pasal-pasal tersebut, pejabat pencatat perkawinan tidak 
diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan per-
kawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan 
dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8–10 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 
1/1974 ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. 
	 Lebih terperinci oleh Undang-undang Nomor 1/1974 dijelaskan 
pada Pasal 21 yang terdiri atas lima ayat yang menyatakan sebagai 
berikut:
1. 	 Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap 

perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini 
maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan;

2.  	 Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak 
yang ingin melangsungkan oleh pegawai pencacat perkawinan 
akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut 
disertai dengan alasan-alasan penolakannya;

3. 	 Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan per-
mohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana Pegawai 
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Pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkeduduk-
an un atas;

4. 	 Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat 
dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan 
penolakan tersebut ataukah memerintah, agar supaya perkawin-
an itu dilangsungkan;

5.  	 Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan yang meng-
akibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang  
ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang mak-                                  
sud mereka.

	 Pada Pasal 21 yang telah diuraikan tersebut dapat diambil pe-
mahaman bahnan lurus ke atas dari suami 

atau istri;
2. 	 Suami atau istri;
3. 	 Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di-

putuskan;
4. 	 Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang 

ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum se-

cara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya se-
telah perkawinan itu putus.

	 Pada Pasal 25 dijelaskan bahwa permohonan pembatalan per-
kawinan diajukan kepa

 

ita disebabkan:
1.	 Karena pertalian nasab:
	 a. 	 dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang me-

nurunkannya atau keturunannya;
	 b.  	 dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
	 c.  	 dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2.	 Karena pertalian kerabat semenda:
	 a.  	 dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atas bekas 

istrinya;
	 b. 	 dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurun-

kannya;
	 c. 	 dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, 

kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istri-
nya itu qabla dukhul;

	 d. 	 dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
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3.  	 Karena pertalian susuan:
	 a. 	 dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut 

garis lurus ke atas;
	 b. 	 dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut 

garis lurus ke bawah;
	 c. 	 dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan 

sesusuan ke bawah;
	 d. 	 dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi se-

susuan ke atas;
	 e. 	 dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya 

(Anonimous, 2003: 16).

	 Dalam KHI Pasal 40–44 dijelaskan pula hal-hal sebagai berikut.
Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria 
dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
a. 	 karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan 

dengan pria lain;
b. 	 seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan 

pria lain;
c. 	 seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 menyatakan:
(1) 	 Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita 

yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan 
isterinya:

	 a. 	 saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
	 b. 	 wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
(2) 	 Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-

isterinya telah ditalak raj’i, tetapi masih dalam masa iddah.

	 P

Pasal 43 menyatakan:
(1) 	 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
	 a.	 dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
	 b.	 dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili’an.
a.	 Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri 

tadi telah kawin dengan pria lain, kemungkinan perkawinan 
tersebut putus ba’da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

	 Pada Pasal 44 disebutkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang 
melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama 
Isla

 

 Oleh karena itu, pencegahan perkawinan dapat dilakukan
apabila calon suami atau istri yang akan melangsungkan
perkawinan tidak memami istri yang 
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telah merkawinan dengan cara Islam dan sesuai dengan rukun
dan syaratnya menurut hukum Islam dan Perundang- undangan,
tetapi dalam perjalanan rumah tangganya, salah satu pasangan
suami istri tersebut ada yang murtad, secara otomatis akad nikahnya 
fasakh atau rusak. Dalam Ual-pasal yang terdapat dalam Undang-
undang Nomor 1/1974, yakni dari Pasal 14-21. 
Demikian pula, yang berkaitan dengan “Batalnya Perkawinan”, dalam 
Undang-undang Nomor 1/1974 Pasal 22-28 sama dengan KHI  Pasal 
70–76. Dengan demikian, hanya KHI Pasal 44 yang menjelaskan secara 
tidak langsung tentang adanya fasakh nikah karena murtad.

D.	 Relevansi antara Fiqh Munakahat tentang Fasakh 

Nikah karena Murtad dengan Undang-Undang 
Perkawinan

	 Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang termuat 
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam tidak terdapat konsep fasakh perkawinan karena murtad. 
Yang ada me- nyangkut fasakh -nya, melainkan perkawinan lebih

jauh lagi harus dihukum mati. Oleh karena itu, pembahasan
mengenai fasakh per- kawinan karena murtad lebih detail dan
mendalam. Menurut Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dikutip oleh
Setiawan (1994: 52), fasakh

 

karena murtad dibagi menjadi tiga permasalahan, yaitu:
1.	 apabila seorang suami atau istrinya murtad sebelum dukhul;
2.	 apabila suami atau istrinya murtad setelah dukhul; 
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3.	 keduanya murtad bersama-sama, baik sebelum atau sesudah 
dukhul.

	 Apabila salah seorang dari suami istri itu murtad sebelum 
dukhul, menurut Imam Ahmad, secara otomatis terjadi fasakh karena 
perceraian tersebut dihasilkan oleh hakikat kemurtadan tersebut. 
Demikian pula, ulama Hanabilah berpendapat bahwa kemurtadan 
salah seorang suami istri sebelum dukhul secara otomatis menjadikan 
fasakh perkawinannya dan tidak mengenal hitungan talak (Setiawan, 
1994: 52). Kaitannya dengan pendapat tersebut, Allah SWT. berfirman 
dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 berikut,

	 Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan 
mukmin datan
 Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana. (Q.S. Al-Mumtah anah [60]: 10)

	
 afir setelah melakukan akad 

nikah dengan wanita muslim. Fasakh nikah berlaku secara mutlak.
	 Fasakh nikah yang disebabkan oleh murtadnya salah seorang 
suami istri sebelum dukhul itu akan berakibat terhadap ketentuan 
mahar. Apabila yang murtad itu istri, ia tidak berhak mendapatkan 
mahar karena fasakh datangnya dari diri istri tersebut. Jika suaminya 
yang murtad, ia wajib memb
rus membayar mahar setengah-
nya. Apabila suami atau istri murtad setelah dukhul, ada dua penjelasan, 
yaitu:
1. 	 terjadi perceraian dengan segera atau pada waktu itu juga karena 

perkara yang mewajibkan fasakh nikah sama saja apakah sebelum 
atau sesudah dukhul sebagaimana perkawinan dengan saudara 
sesusuan;

286 Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga 287Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga



2. 	 perceraiannya ditangguhkan sampai habis masa iddah. Kemudi-
an, apabila suami yang murtad kembali masuk Islam sebelum 
masa iddah habis, suami istri tersebut secara otomatis dapat 
rujuk. Jika suaminya tidak kembali kepada Islam sampai masa 
iddah selasai, ia harus menceraikan istrinya sejak terjadinya 
murtad tersebut.

	 Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa apabila murtad itu 
terjadi setelah dukhul, perceraiannya atau fasakh itu ditangguhkan 
hingga habis 

 

 

1. 	 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum 

Islam tidak menjelaskan fasakh nikah, artinya tidak ada yang 
namanya fasakh nikah. Yang ada adalah pasal-pasal yang 
mencegah terjadinya fasakh nikah dengan konsep pembatalan 
perkawinan, pencegahan perkawinan, dan larangan terjadinya 
perkawinan.

2. 	 Dalam fiqh munakahat dijelaskan tentang fasakh nikah dan akibat 
hukumnya terhadap perkawinan suami istri.

3. 	 Dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan dengan terperinci 
bentu
cegahnya.

4. 	 Fiqh munakahat tidak secara terperinci menyebutkan pihak-
pihak yang berhak dan berwenang mencegah atau membatalkan 
pernikahan yang berakibat fasakh.

5. 	 Dalam Undang-undang Perkawinan tidak ada fasakh karena 
murtadapat dipahami bahwa apabila dilakukan, perkawinan

tersebut harus dicegah 
atau dibatalkan, dan apabila keluarga muslim salah seorang 

suaminya murtad, fasakh nikahnya.

6. 	 Undang-undang Perkawinan lebih menekankan pada perceraian 
bukan karena adanya kemurtadan, melainkan karena alasan-
alas

7. 	 Dalam fiqh munakahat, suami yang murtad otomatis fasakh. 
Demikian pula, jika istrinya yang murtad. Jika murtadnya setelah 
dukhul, fasakh-nya secara otomatis berlaku. Akan tetapi, bagi 
keduanya diberi kesempatan untuk bertobat selama tiga bulan 
atau selama masa iddah.

	 Relevansi antara Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dengan 
fiqh munakahat terletak pada fungsi penjelasannya. Fiqh munakahat 
menjelaskan akibat hukum dalam perkawinan jika terjadi kemur-
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tadan, sedangkan Undang-undang Perkawinan lebih mengedepan-
kan pencegahan terjadinya perkawinan yang dapat mengakibatkan 
fasakh.
	 Dengan demikian, konsep dan penerapan fasakh nikah menurut 
Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan adalah sebagai 
berikut.
1. 	 Konsep fasakh perkawinan karena murtad menurut Hukum 

Perkawinan Islam di Indonesia adalah batalnya suatu akad 
nikah disebabkan melakukan perkawinan yang dilarang oleh 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 
Islam. Undang-undang Perkawinan mengedepankan prinsip 
pencegahan atau antisipasi agar tidak terjadi perkawinan antara 
seorang pria muslim dan wanita muslim atau sebaliknya sehingga 
apabila suami istri yang muslim kemudian salah satunya atau 
keduanya murtad, pada hakikatnya perkawinannya fasakh.

2. 	 Kedudukan perkawinan yang fasakh karena murtad menurut 
Huk

 

3. 	 Relevansi antara Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dengan 
fiqh munakahat terletak pada fungsinya masing-masing. 
Und
ang suami istri 
murtad, Pengadilan Agama menetapkan talak. Adapun dalam 

fiqh munakahat, konsep fasakh nikah karena murtad sangat jelas 
sehingga fungsinya memberikan penjelasan bahwa apabila suami 
atau istri murtad, secara otomatis terjadi fasakh, baik murtad istri-
nya maupun suaminya, atau bersama-sama sebelum dukhul atau 
sesudah dukhul. Fasakh berlaku otomatis dan tidak sama dengan 
talak. Akan tetapi, karena fasakh, terjadilah talak yang apabila 
sampai masa iddah, istrinya belum bertobat, tidak dibenarkan 
rujuk kembali atau menikah dengan akad yang baru.
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Bab 9
Pembaharuan perkawinan 

dalam HUKUM islam

A.	 Dasar Hukum Pembaharuan Nikah
	

 

1	 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, hlm. 315.
2	 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh Madhahib Al-Arba’ah, Juz IV, hlm. 106.
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	 Kaidah tersebut menegaskan bahwa kebijaksanaan, keputusan, 
peraturan, perundang-undangan atau hukum dalam bidang muamalah 
yang ditetapkan pada suatu waktu dan tempat tertentu dapat diubah 
atau diganti oleh pemegang kekuasaan atau pemerintah. Perubahan 
perlu apabila tidak relevan lagi dengan real politic karena perubahan 
tempat, waktu1.	 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2.	 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peundang-

undangan yang berlaku.
	 Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 
2 ayat 1,an Peraturan 

Pelaksanaan dari Undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
sekalipun pencatatan bukan merupakan syarat sahnya suatu per-
kawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat 
menentukan dalam suatu perkawinan. Hal ini karena pencatatan itu 
merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara 
yang membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan. 
Selanjutnya, dikatakan dalam penjelasan umum Undang-undang 
Perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama 
halnya dengan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan 
seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat 
keterangan, dan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatat-
an. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah 
ayat 282,
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	an bahwa per- kawinan itu dapat dinyatakan sah jika salah satunya
telah memenuhi tertib administrasinya. Oleh karena itu, setelah
membaca Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, diperoleh kesan bahwa
babak final dari pelang-
sungan perkawinan adalah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, yang 
memberikan keabsahan pada perkawinan (Hazairin, 1977: 25–26). 
Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dipandang penting untuk 
menghindari kemadharatan yang timbul dari akibat tidak dicatatnya 
suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam, 

	 Menolak kemafsadatan didahulukan dari meraih kemaslahatan.

	 Dalam konteks tersebut dapat diambil pemahaman bahwa pen-
catatan pnunjukkan bahwa ia ikut berpartisipasi dalam
mewujudkan ketaatannya kepada pemerintah. 
Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat An-
Nisā’ ayat 59,

	 Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad),
pencatatan perkawinan itu 

menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan adalah 
suatu keharusan.
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	 Oginan untuk menegakkan 

dan menguatkan keyakinan bertauhid sebagai wujud masuk 
Islam secara kaffah;

2.	 hak asasi kedua mempelai yang tidak seorang pun boleh me-
nolaknya;

3.	 ingin membersihkan kehidupan rumah tangganya dengan meng-
awalinya melalui akad  pinan yang baru dengan cara Islam;

4.	 pernikahan baru dengan cara Islam lebih maslahat daripada 
memberlakukan pernikahan yang lalu dengan cara bukan Islam;

5.	 kedua mempelai suami istri merasa ragu dengan cara selain Islam;
6.	 tidak ada dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah yang melarang 

untuk melakukan pembaruan nikah;
7.	 suami istri ingin menyucikan kehidupan keluarga atas nama 

Islam untuk memperkuat iman dan takwa;
8.	 pendapat bahwa perkawinan seseorang yang dilakukan dengan 

cara bukan Islam lalu keduanya masuk Islam dinyatakan rusak 
karena rukun dan syaratnya tidak sesuai dengan Islam;

9.	 kaidah ushul fiqh bahwa hukum berubah karena tempat, waktu, 
niat, dan situasi kondisi.

B. 	 Dampak Pembaharuan Nikah terhadap Keturunan
	 P

	

	 Bagaimana status anak yang dilahirkan sebelum adanya pem-
baruannya maka kedua orang tualah                            yang menyebabkan anaknya
itu menjadi Yahudi, Nashrani, atau Majusi. 
	 Dengan demikian, bapaknya mempunyai hak menjadi wali bagi 
anaknya apabila a
ng tertib wali yang menyebutkan, 
Wali nasab te
lu. 
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	 Anak dapat menjadi ahli waris furu’ul mayit, yaitu anak keturunan 
orang yang meninggal dunia. Hubungan nasab antara orang yang 
meninggal dunia dan mereka adalah hubungan nasab menurut garis 
lurus ke bawah. 

	 Anak yang lahir dari perkawinan agama sebelumnya adalah 
termasuk furu’ul mayit, yaitu sebagai berikut.

1.	 Anak laki-laki, sebagaimana ditentukan dalam firman Allah surat 
An-Nisā’ ayat 11,

	
  		  Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama 
dengan bagian dua orang anak perempuan .... (Q.S. An-Nisā’ [4]: 11) 

		  Dari penjelasan Al-Quran tersebut dapat dipahami bahwa 
anak laki-laki adalah ahli waris yang utama. Karena anak laki-
laki mem-punydi ashabah dengan sendirinya.

2.	 Anak perempuan, sebagaimana firman Allah surat An-Nisā’ 
ayat 11,

	
		  … Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih 

dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan 
.... (Q.S. An-Nisa’ [4]: 11)

	
	  	 … Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memper-

oleh setengah (harta yang ditinggalkan) .... (Q.S. An-Nisā’ [4]: 11)

	 Dengan demikian, pembaharuan nikah menyebabkan ketauhid-
an dalam keluarga menjadi jelas. Setiap anggota keluarga berkewajib-
an untuk saling mengingatkan, berdakwah, dan amar ma’ruf nahyi 
munkar

   Washilah adalah hukum yang mewujudkan maksud tertentu.
	 Pembaruan nikah dapat dikategorikan sebagai upaya mem-
bersihkan diri seclami;
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4.	 ibadah dimulai dengan keyakinan kuat bahwa tidak benar dan 
haram musyrik atas Allah;

5.	 membuang semua bekas syirik dari ajaran selain Islam; 
6.	 meminta tolong, beribadah, serta membina rumah tangga, bekerja 

dan beramal saleh hanya atas nama Allah SWT. 
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Bab 10
Implikasi

pembaharuan pernikahan 
terhadap pendidikan anak

A.	 Eksistensi Anak dalam Keluarga Muslim
	 Pembaharuan pernikahan berdampak positif bagi pendidikan 
anak
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	 Wahailai-nilai di balik ibadah shalat. Anak harus mampu tampil
sebagai pelopor amar ma’ruf nahi munkar serta jiwa yang terpuji
menjadi orang yang sabar.
	 Pendidikan dan pengajaran Al-Quran serta pokok-pokok ajaran 
Islam lain telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. yang diriwayat-
kan oleh Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib r.a.,

	 Sebaik-baiknya dari kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian 
mengajarkannya.
	 Aspek berikutnya dalam pendidikan Islam pada keluarga adalah 
pendidikan akidah Islamiyah. Akidah adalah inti dari dasar keimanan 
seseorang yang harus ditanamkan kepada anak secara dini. Hal ini 
disebutkan dalam Al-Quran surat Luqmān ayat 13,

	 Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia 
memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau memper-
sekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-
benar kezaliman yang besar.” (Q.S. Luqmān [31]: 13)

	 Ay

	

	 Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 
cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. (Q.S. Al-Anfāl 
[8]: 28)
	 Menurut riwayat dari Abu Sa’ad Al-Qurdhi Nabi SAW. bersabda,

	 Anak itu buah hati dan sesungguhnya dia adalah penyebab kekecutan 
hati, kekikiran, dan kesedihan.
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	 Surat Al-Anfāl ayat 28  menegaskan bahwa anak dan harta benda 
adalah fitnrga Setelah Pembaruan 

Pernikahan
	 Pembaharua
es perkawinan tersebut. Nabi 
Muhammad SAW. memberikan kriteria umum sebagai berikut,

	 Wanita dinikahi karena empat kriteria: (1) karena hartanya banyak, 
(2) turunannya bau Majah, bahwa kita dilarang untuk menikahi
wanita karena kecantikannya karena hal itu dapat 

menyebabkan ia sesat, lalu jangan menikahi wanita karena hartanya 
banyak, mungkin harta itu kelak menyebabkan ia sombong. Nikahilah 
wanita kar
teraman dan kebahagia-
an (sakinah). Firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21,

 	 Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
pasangan-pasai istri sebagai berikut,

	 Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, dan jauh-
kanlah s                             yang berlebihan, 
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menjauhi ggilan yang buruk kepada anak karena dapat
menimbulkan rasa hina dan rendah diri. 
Allah SWT. mengingatkan dalam Q.S. Al-H ujurāt ayat 11,

	 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-         
olok kaum yan

5. 	 K Al-Quran surat Al-H 
 ujurāt ayat 14,

	 Orang-orang Arab Badui berkata, “Kami telah beriman.” Katakanlah 
(kepada mereka)
, “Kamu belum beriman, tetapi katakanlah ‘Kami telah tunduk (Islam),
’ karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada
Allah dan Rasul-Nya, Dia t  nting artinya bagi kesehatan mental dan
kebahagiaan hidup anak. Hal ini karena keimanan memupuk dan
mengembangkan fungsi-fungsi jiwa dan memelihara keseim-
bangannya serta menjamin ketenteraman batin.
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	 Cara mendidik keimanan dalam keluarga mencakup kondisi 
dan kegiataga menjadi kehidupan Muslim 

dalam segala hal. Contohnya, kehidupan yang sederhana, tidak          
iri keasuk pada metode pembiasa- an.

2.	 Sejak kecil anak-anak sering dibawa ke masjid untuk ikut shalat, 
mengaji sekalipun ia belum mampu melaksanakan shalat dengan 
benar dan belum belajar mengaji. Suasana itu akan memengaruhi 
jiwa anak, masuk ke dalam jiwa tanpa melalui proses berpikir.

3.	 Melakukan pengajian dan mengamalkan doa di rumah, mushala, 
atau masjid. Ucapan, shalawat, doa, dan ayat-ayat Al-Quran yang 
diucapkan melalui pengeras suara masjid menjelang subuh akan 
sangat berpengaruh pada jiwa anak-anak.

4.	 Pada saat libur sekolah, anak-anak diikutsertakan pesantren 
kilat.

5.	 Mengikutsertakan anak ke dalam setiap kegiatan keagamaan, 
seperti panitia ramaendidikan agama   anak. Ia mulai

mengetahui dan memperlihatkan pembinaan 
agama Allah. Ia akan menyadari sedikit demi sedikit bahwa 

dirinya harus beragama dengan baik. 

	 Dalam pelaksanaan kiat-kiat pendidikan, orang tua sebagai pen-
didik utama dan pertama dapat belajar pada Luqman Al-Hakim. 
Dalam surat Luqmān ayat 12 Allah SWT. memberi al-hikmah artinya 

1	 Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama dalam Keluarga, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 188.

kebijaksanaan kepada Luqman sehingga Luqman menjadi orang yang 
bijak. Ciri kebijakannya, antara lain terlihat pada materi pendidikan 
yang diberikannya kepada anaknya. Materi pendidikan yang diberi-
kan Luqman kepada anaknya adalah sebagai berikut.
1.	 Pendidikan ketauhidan, yaitu anak-anak dibimbing agar ber-

tuhan pada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mencakup pada men-
syukuri nikmat, meyakini pembalasan, dan melarang kasar syirik. 
Materi ini sebenarnya merupakan asas utama dalam pendidikan.

2.	 Pendidikan akhlak, yaitu anak-anak itu harus memiliki akhlak 
terpuji. Hal ini mencakup akhlak kepada orang tua dan kepada 
masyarakat.

3.	 Pendidikan shalat, yaitu anak-anak harus mengerjakan shalat 
sebagai salah satu tanda utama kepatuhan kepada Allah. Shalat 
kelak akan menjadi dasar bagi amal-amal shaleh yang lainnya; 
apabila shalatnya baik, amal-amalnya yang lain dengan sendiri-
nya baik dan bisa sebaliknya.

4.	 Pendidikan amar ma’ruf nahy munkar, yaitu anak-anak harus ber-
sifat konstruktif bagi perbaikan kehidupan masyarakat.

5.	 Pendidikan ketabahan dan kesabaran, yaitu anak-anak harus ulet 
dan sabar, dua sifat yang tidak bisa dipisahkan. Sifat konstruktif 
tersebut tidak mudah, memerlukan keuletan dan kesabaran.

	 P dari dalam diri anak yang 

bersumber pada iman dan takwa. Untuk ini, perlu pendidikan 
agama Islam.
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2.	 Meningkatkan pengetahuan anak tentang akhlak Al-Quran me-
lalui ilmu pengetahuan, pengalaman dan pelatihan, agar dapat 
membedakan yang baik dan buruk.

3.	 Melakukan pembiasaan yang baik sehingga perbuatan baik itu 
menjadi keharusan moral dan perbuatan akhlak terpuji yang 
tumbuh dan berkembang secara wajar dalam diri anak.

	 Dalam ajaran Islam, pendidikan akhlak tidak dapat dilepaskan 
dari pendidikanm berpegang 

teguh pada akhlak mulia;
2.	 menyediakan peluang dan suasana praktis bagi anak sehingga 

mereka dapat mempraktikkan akhlak yang diterimanya dari 
orang tua;

3.	 memberi tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan anak 
agar mereka bebas memilih dalam bertindak;

4.	 menunjukkan bahwa keluarga selalu mengawasi mereka dengan 
sadar dan bijaksana.

	 Pendid	 Kemampuan anak untuk mempertahankan
kepribadian secara utuh sebagai kepribadian yang memiliki akhlak
mulia merupakan bagian dari sifat istiqamah.  Sifat ini sangat
dianjurkan dalam Islam. 
Dalam surat Hūd ayat 112 Allah berfirman,

2	 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam, Bandung: Al-Ma’arif, 1995, 
hlm. 374.

	 Maka tetaplah engkau (Muhammad) (di jalan yang benar), sebagaimana 
telah diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang bertobatas.
Sungguadian muslim secara menyeluruh adalah pembentukan
yang meliputi berbagai aspek berikut:
1.	 ideal, yakni berupa pedoman dan ajaran yang terangkum dalam 

materi bagi pembentukan akhlak;
2.	 maerupa pedoman dan ajaran yang terangkum  

dalam materi bagi pembentukan akhlak karimah;
3.	 sosial, yakni menitikberatkan pada hubungan yang baik antara 

sesakhluk, khususnya sesama manusia;
4.	 teologi, yakni pembentukan kepribadian anak ditujukan pada 

pembentukan nilai-nilai tauhid sebagai upaya untuk menjadikan 
kemampuan dari anak sebagai pengabdi Allah yang taat;

5.	 duratif, yakni peibadian anak dilakukan secara 
intensif sejak lahir hingga meninggal dunia;

6.	 fitrah, pribadian anak meliputi bimbingan 
terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan jasmani 
rohani.
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Bab 11
Kedudukan

istri nusyuz dan syiqaq
dalam hukum islam

A. Konsep Hukum Keluarga tentang Nusyuz
 Nusyuz berarti durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan  
istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami 
tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara’, ia dipan-
dang durhaka. Beberapa contohnya, yaitu:
1. 

suami, tetapi i

2.	 suami istri tinggal di rumah milik istri dengan izin istri, kemudi-
suk rumah itu, dan bukan 

karena meminta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami;
3.	 istri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, 

sedan

4.	 istpa suami atau mahramnya walaupun perjalan-
an itu wajib,
rmasuk maksiat.
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	 A

 
	

	 ... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan 
kewajib

	 Ada pula suami yang mengizinkan istrinya bekerja di luar rumah, 
tetapi istri melanggar kesepakatan, misalnya selalu pulang larut 
ma
.

	
B. 	 Konsep Dasar Syiqaq dalam Hukum Islam
	 Syiqaq artinya perselisihan, yaitu pertikaian, pertengkaran, dan 
konflik yang terjadi antara suami istri. Istilah syiqaq diambil dari Al-
Quran surat An-Nisā’ ayat 35,

	
.
1.	 Perselisihan tingkat terendah, yaitu pertengkaran yang disebab-

kan hal-hal sepele, misalnya istri yang malas bangun pagi se-
hingdengan air, tetapi istri tidak terima, hingga terjadi
pertengkaran.

2.	 Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami istri 
yang disebabkan oleh perbuatan kedua belah pihak yang melukai 
hati atau  laki-laki lain, tetapi tidak melakukan hal-hal yang
tergolong maksiat berat atau istrinya 
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yang melihat suaminya sedang berkencan dengan perempuan 
lain.

3.	 Perselisihan tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan 
oleh hal-hal yang sangat mendasar, misalnya istri murtad atau 
s
ti pacar gelapnya.

	 Tingkatan yang pertama biasanya dapat diselesaikan dengan 
perdamaian oleh kedu A

cerai, hakam akan menyampaikannya. Jika hakam dari pihak istri 

berkeinginan berdamai, keinginan damai disampaikan kepada hakam 
pihak suami.
	 Hakamain yang ditetapkan Al-Quran adalah juru damai untuk 
menda4.	 memberikan nasihat kepada kedua belah pihak untuk
damai, 

bukan memperkeruh suasana sehingga konflik semakin menjadi-
jadi;

5.	 berwibawa dan disegani oleh kedua belah pihak;
6.	 membela pihak yang tertindas berdasarkan bukti-bukti yang 

kuat;
7.	 tidak melakukan pemerasan, penipuan, dan sejenisnya kepada 

pihak yang membutuhkan jasanya.  

	 Penyelen berlanjut tidaknya perselisihan tersebut. Apabila
suami memaafkan kelakuan istrinya, rumah tangganya akan damai
kembali. Akan tetapi, istri harus bertobat atas segala kesalahannya.
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Bab 12
Perspektif hukum islam 

tentang illa’, zihar, li’an, 
rujuk, dan iddah

A. 	 Konsep Illa’ dalam Hukum Islam
	 Illa’ artinya sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya dalam 
masa lebih dari 4 bulan atau tanpa menyebutkan jangka waktunya. 
Apabila suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut, hendaklah 
ia harus menunggunya selama 4 bulan jika ingin kembali kepada istri-
nya. Jika hendak kembali kepada istrinya sebelum sampai 4 bulan, ia 
diwajibkan membayar denda sumpah (kifarat). Namun, jika sampai 
4 bulan ia tidak kembali dengan istrinya, hakim berhak menyuruh-
nya memilih di antara dua perkara: membayar kifarat sumpah serta 
kembali kepada istrinya, atau menceraikan istrinya. Apabila suami itu 
tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim 
berhak menceraikan mereka dengan paksa. 
	 S
an,
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	 Bagg tersebut dalam ayat tersebut ada tiga pendapat.
1.	 Kembali dengan mencampuri istrinya itu, berarti mencabut 

sumpah dengan melanggar (berbuat) sesuatu yang menurut 
sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa 4 bulan 
ia tidak mencampuri istrinya itu, dengan sendirinya kepada istri 
itu jatuh talak bain.

2.	 Kembali dengan campur jika tidak ada halangan. Akan tetapi,  
jika ada halangan, boleh dengan lisan atau dengan niat saja.

3.	 Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan maupun 
tidak.

	 Pada zaman Jahiliah illa’ berlaku menjadi talak, kemudian di-
haramkan oleh Islam.

B. 	 Konsep Zihar dalam Hukum Islam 
	 Zihar ialah seorang laki-laki mengidentikkan istrinya dengan                
ibu kandungnya sehingga istrinya itu haram digauli. Contohnya 
adalah kata suami kepada istrinya, “Engkau tampak olehku seperti 
ibuku.”
	 Apabila seorang laki-laki mengatakan demikian dan tidak men-
jatuhk

	 Firman Allah SWT. dalam surat Al-Mujādilah ayat 2,

               
	 Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap 
istrimerdekakan hamba sahaya, puasa dua 

bulan berturut-turut;
3.	 apabila tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin, tiap-

tiap orang (¾ liter).

	 Tingkatan ini harus berurutan sebagaimana tersebut. Hal ini 
berarti yang wajib 
ang ketiga.

C. 	 Konsep Li’an dalam Hukum Islam
	 Li’an ialah perkataan suami sebagai berikut, “Saya persaksikan 
kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri 
saya bahwa dia telah berzina.” Jika ada anak yang diyakininya bukan 
anaknya, hendaknya ia menyebutkan pula bahwa anak itu bukan 
anaknya. Perkataan tersebut diulanginya empat kali, kemudian di-
tambah dengan kalimat, “Laknat Allah akan menimpaku sekiranya 
aku dusta dalam tuduhanku ini.”
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didt An-Nūr ayat
6–7,

	Jika ada anak, anak itu tidak 

dapat diakui oleh suami. Untuk melepaskan istri dari siksaan zina, 
ia boleh me-li’an suaminya itu. Artinya li’an dibalas dengan li’an. 

	 Firman Allah SWT. dalam surat An-Nūr ayat 8–9 menyebutkan,

	

D. 	 Konsep Iddah dalam Hukum Islam
	 Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang 
diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), untuk mengetahui 
kandungannya berisi atau tidak.
	 Ketentuan iddah adalah sebagai berikut.
1. 	 Bagi perempuan yang hamil, iddah-nya adalah sampai melahir-

kan anak yang dikandungnya itu, baik cerai mati maupun cerai 
hidup. Sebagaimana terdapat dalam surat At -Thalāq ayat 4,

	
		  ... Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka 

itu sampai mereka melahirkan kandungannya .... 
	 (Q.S. At-Thalāq [65]: 4)

2.	 Perempuan yang tidak hamil, adakalanya “cerai mati” atau “cerai 
hidup”. Cerai mati iddah-nya 4 bulan 10 hari sebagaimana di-
sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 234,

	
		  Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan 

istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh 
hari .... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 234)

		  Ayat pertama (At-Talāq ayat 4) bersifat umum, meliputi iddah 
cerai hidup atau cerai mati. Apabila ia hamil, iddah-nya adalah 
sa

hari.

		  Ada perbedaan paham mengenai perempuan yang cerai mati, 
sedangkan ia hamil, dan anaknya lahir sebelum cukup 4 bulan 10 
hari terhitung dari meninggalnya suaminya. Apakah iddah-nya 
habis dengan melahirkan anak; dan berarti apabila anaknya lahir, 
walaupun belum cukup 4 bulan 10 hari dari meninggal suaminya, 
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masa iddah-nya habis, berdasarkan umumnya ayat pertama, atau 
haruskahnya, apabila anaknya lahir sebelum 4 bulan 10 ha ri, 
iddah-nya harus menunggu sampai cukup 4 bulan 10 hari?

		 iddah-nya harus menunggu sampai cukup 4 bulan 10
hari; dan 

apabila telah sampai 4 bulan 10 hari anaknya belum lahir juga, 

iddah-nya harus menunggu sampai anaknya lahir.
		  Selain itu, ada pula perbedaan paham mengenai iddah pe-

rempuan yang hamil. Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa 
iddah lah

erupakan  anak suami 

yang menceraikan maupun bukan, sekalipun anak zina.
		  Perempuan yang diceraikan oleh suaminya dengan cerai 

hidup, jika ia dalam keadaan haid, iddah-nya adalah tiga kali suci.

		  Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 228,

	
		  Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka 

(menunggu) tiga kali quru’.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228)

		  Apabila perempuan itu tidak sedang haid, iddah-nya selama 
tiga bulan. Firman Allah SWT. dalam surat At-Talāq ayat 4,

	

		  Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara 
istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya 
adalah tiga bulana .... (Q.S. At -T alāq [65]: 4)

		  Perempuan yang tidak haid, yaitu sebagai berikut.
	 1.	 Masih kecil (belum sampai umur).
	 2.	 Sudah sampai umur, tetapi belum pernah haid.
	 3.	 Sudah pernah haid, tetapi sudah tua. Jadi, sudah tidak haid 

lagi.
		  Menghitung tiga kali suci itu adalah sebagai berikut: per-

ceraian yang terjadi sewaktu suci, jika dalam masa suci itu istri 
tidak dicamsewaktu perceraian.

		  Kedua hal yang terakhir ini menyebabkan iddah lebih pan-
jang. Oleh karena itu, dilarang menjatuhkan talak sewaktu haid 
dan suci yang sudah dicampuri.

		  Bagi istri yang diceraikan suaminya sebelum dicampurinya, 
tidak ada iddah (tidak perlu ber-iddah). Firman Allah SWT. dalam 
surat Al-Ah zāb ayat 49 menyebutkan,

	
		  ... kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya 

maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan .... 
	 (Q.S. Al-Ahzāb [33]: 49)

3. 	 Sebab menyusui anak
		  Seorang perempuan menyusukan seorang anak yang belum 

berumur dua tahun, menurut hukum, anak yang menyusu itu  
adalah seperti anak dari perempuan itu, dan suami perempuan 
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itu seperti 

	
		  ... Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan-

mu sesusuan .... (Q.S. An-Nisā’ [4]: 23)

	 Sabda Rasulullah SAW.,

	
	 Haram sebab sepersusuan seperti haram sebab keturunan.
	 (H.R. Bukhari dan Muslim)
		  Artinya, semua keturunan dari suami istri tersebut menjadi 

mahram kepada anak yang disusukan itu. Demikian pula, saudara-
saudara kedua suami isnyuruhnya 

memberi izin Aflah masuk ke rumah. Rasulullah SAW. memberi 
izin kepada Aflah untuk masuk rumah karena Aflah merupakan 
mahram bagi Aisyah dilihat dari hubungan sepersusuan.

	 Ada perbedaan paham di antara ulama, apakah mahram dengan 
jalan persusuan itu bercabang juga terhadap mahram dengan jalan 
pernikahan atau tidak. Sebagian ulama berpendapat “tidak”. Adapun 

mazhab yang empat berpendapat bahwa hal itu bercabang pula ke-
pada mahram sebab pernikahan maka seorang suami haram meni-
kahi ibu persus
menyusu itu adalah sebagai berikut.
1.	 Umur anak sewaktu menyusu kurang dari dua tahun. Firman 

Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 233 menyebutkan,

	
		  Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna .... (Q.S. Al-Baqarah 
[2]: 233)

2.   Menyusunya anak itu sampai lima kali kenyang dan waktunya 
ngatakan lima kali saja sudah menjadi haram. Kemudian Rasulullah

meninggal dunia,                                   

ayat itu masih dibaca/dianggap Qur’an.” (H.R. Müslim)
	 Sebagian ulama menganggap perkataan Aisyah r.a. ini tidak boleh 

menjadi dalil karena bukan Al-Quran, sebab tidak mutawatir; dan 
bukan pula hadis karena Aisyah r.a. pun tidak menganggapnya 
hadis.
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Bab 13
Konsep hukum islam              

tentang talak 
pengembalian mahar suami

A.	 Terminologi Talak Pengembalian Mahar
	

 

	 Ada yang mengatakan bahwa khulu’ adalah fasakh nikah maka 
fasakh nikah bukan termasuk talak. Akan tetapi, para ulama menegas-
kan substansinya yang sama dengan talak. Khulu’ dikenal juga se-
bagai talak tebus, artinya “talak yang diucapkan oleh suami dengan 
pembayaran dari pihak istri kepada suami.”
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	 Penceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam Islam disertai 
beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. Firman Allah SWT. 
dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 229,

	 ... Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu 
berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak 
mampu menjalanknya.” Sebagian ulama tidak membolehkan talak
tebus, kecuali apabila keinginan bercerai itu datang dari pihak istri
karena ia benci kepada suaminya, dan bukan disebabkan oleh
kesalahan suami atau karena tekanan suami. Hal itu berarti
merupakan paksaan kepada istri untuk mengorbankan hartanya
untuk keuntungan suami; jika suami yang ingin bercerai atau 
suaminya benci kepada istrinya, ia dapat bertindak dengan perceraian 

yang biasa sebab hak talak ada di dalam kekuasaannya. Pendapat ini 
berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat An-Nisā’ ayat 20–21, 

	
aminya, 

tidak berarti melalui jalan khulu’.
	 Hukum perceraian dengan cara khulu’ atau cerai/talak tebus 
adalah mubah, terutama jika istri tidak sanggup lagi hidup bersama 
suaminya dan karena alasan kemaslahatan rumah tangga. Allah SWT. 
berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229,
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	 Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) 
menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu 
mengambil kembali s

melakukan akad yang 
baru. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa khulu’ berbeda dengan talak 
karena dalam khulu’ tidak ada talak satu atau talak raj’i yang selama 
masa iddah boleh dirujuk oleh suaminya. Dalam khulu’, talaknya 
langsung ba’in, artinya akadnya langsung rusak sehingga lebih dekat 
kesamaannya dengan fasakh.
	 Dalam khulu’ tidak ada rujuk, yang ada adalah menikah dengan 
akad perkawinan yang baru. Hukum setelah adanya khulu’ adalah 
tidak ada pertalian hubungan suami istri secara total. 

B.	 Pernyataan Suami Saat Talak Pengembalian Mahar 
dan Ukurannya

	 Kata lain yang dapat digunakan dalam melaksanakan khulu’ 
adalah

 

 

rai dengan cara khulu’ adalah sebagai berikut.
1.	 Suami berlaku kasar yang menyebabkan jiwa istri terancam dan 

kehidupan dengan suaminya tidak lagi menenteramkan jiwa. 
Rasa takut istri a

2.	 Suami menghilang dalam waktu yang relatif cukup lama, misalnya 
lima tahun, sehingga istri tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin.

3.	 Suami dipenjara minimal lima tahun atau berapa pun lamanya, dan 
menyebabkan istri menanggung malu atas perbuatan suaminya.
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4.	 Suami cacat permanen, sementara istri tidak mampu mengurusnya 
atau tidak sabar menunggui suami yang mengalami cacat badan 
secara permanen.

5.	 Suami menderita penyakit yang sukar untuk disembuhkan.
6.	 Suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri yang dapat 

disamakan dengan berselingkuh.

	 Jik

“Istri-istri yang meminta khulu’ adalah perempuan munafik.”

	 Khulu’ dapat dilaksanakan dengan persetujuan suami istri. Se-
bagaimana Tsabit bersepakat menerima khulu’ dari istrinya dengan 
menerima kembali kebun yang pernah dimaharkan kepada istrinya.
	 Hal yang terpenting dalam khulu’ adalah bukan inisiatif suaminya, 
misalnya suami melakukan berbagai cara agar istrinya sakit dan 
meminta khulu’. Hal ini haram hukumnya. Ditegaskan dalam surat 
An-Nisā’ ayat 19, 

	 Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi 
perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 
kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata .... 
(Q.S. oleh istri yang meminta cerai kepada 

suaminya adalah sebesar jumlah mahar yang dalam akad nikah 
diberikan oleh suaminya.

2.	 Jumlahnya setengah dari jumlah mahar.
3.	 Jumlahnya melebihi jumlah mahar, jika istri menyetujuinya.
4.	 Tidak memberikan harta sama sekali karena suami menolak 

pemberian h menolak pembayaran dari istri. 
Khulu’ atau permintaan cerai istrinya tetap
dikabulkan oleh suami.

	 Me  	 Khulu’ dapat dilakukan dengan pembayaran harta yang
melebihi mahar yang pernah diberikan oleh suami. Hal ini
disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 229, 
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 	 ... maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan 
(olehrikan kepada istrinya. 1

1	 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 106.
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Bab 14
tEORI larangan perkawinan

dalam hukum islam

A.	 Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam
	

 

sampai ke atas;
	

1	 Istilah muhrim ini lebih umum dan dikenal dalam pengetahuan masyarakat meskipun 
kurang tepat, apalagi dipadukan dengan kata non, menjadi nonmuhrim. Akan tetapi, makna 
yang ditangkap sudah dimaklum secara sosiologis ataupun budaya yang berkembang dan 
diterima oleh masyarakat.
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2. 	 Dua orang dari sebab menyusui:
	 a. 		 d.	 istri bapak (ibu tiri).
	 Firman Allah dalam surat An-Nisā’ ayat 22, 

	 Dan j2) 	 Haram menikahi dua orang dengan cara
dikumpulkan bersama- sama, yaitu dua perempuan yang ada
hubungan mahram, seperti dua perempuan yang bersaudara; atau
seorang perempuan dipermadu- kan dengan saudara perempuan
bapaknya, atau anak perempuan saudaranya, dan seterusnya
menurut pertalian tersebut.
	 Kaitan keharaman tersebut adalah faktor pernasabannya se-
hingga keharaman menikah dengan orang-orang tersebut bukan  
hanya faktor adanya larangan dari syariat Islam. Karena adanya 
hukum yang menetapkan keharamannya dan adanya ayat yang 
menetapkan dengan jelas orang-orang yang termasuk mahram.

	 Firman Allah dalam surat An-Nisā’ ayat 23,

	 Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 
peremb dianggap ibu-

nya orang tua ibu susu karena dianggap sebagai neneknya.                     
Orang tua suami ibu susu karena dianggap sebagai neneknya. 
Saudara-saudara perempuan ibu susu karena dianggap sebagai 
bibinya;

2.	 saudara-saudara perempuan suami ibu susu karena dianggap 
sebagai bibi atau uwaknya;

3.	 anak perempuan dari saudara sepersusuan sebab dianggap 
sebagai anak adiknya;

4.	 saudara perempuan sepersusuan.

	 Ada yang sejak awal diharamkan, ada yang diharamkan akibat 
dari suatu perbuatan hukum.
	 Keharaman dinikahi yang datangnya kemudian, tetapi mereka 
juga haram seterusnya setelah terjadi perbuatan hukum atau setelah 
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perkawinan dengan salah satu di antara keduanya, misalnya mertua 
atau armanen (sebagai- mana telah diuraikan sebelumnya),
sedangkan yang haram temporer adalah:
1.	 wanita saudara istri, baik saudara kandung maupun wanita 

yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah 
maupun dari ibu; 

2.	 istri orang lain: keharamannya habis setelah ia bercerai dari suami 
pertama dan habis masa iddah-nya;

3.	 perempuan yang telah ditalak tiga kali atau talak ba’in kubra dari 
suaminya, keharamannya habis setelah dinikahi oleh suami yang 
lain dan telah habis masa iddah-nya;

4.	 ketika sedang ihram, baik laki-lakinya maupun wanitanya, hingga 
selesai ihramnya;

5.	 wanita musyrik. Keharamannya habis sampai ia memeluk agama 
Islam;

6.	 dengan istri yang kelima. Karena poligimi batas maksimalnya 
hanya empat istri;

7.	ki-

laki itu masuk Islam.

	 Dengan demikian, salah satu kajian larangan perkawinan ber-
kaitan 

 

nya atau bapaknya, atau neneknya atau kakeknya.
Demikian seterusnya. Bahkan, ada anak yang cara berjalannya,
suaranya, dan gayanya mirip dengan ibunya atau ayahnya. 

2	 Slamet Abidin dan Imanudin, Fiqh Munakahat, hlm. 157.
3	 Amirur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam 

dari Fikih, UU No. 1/1974. sampai KHI), Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 145–146.
4	 Idris Ramulya, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm.34.
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	 Secara

          
	 Dari Abu Hurairah r.a. berkata, “Seorang laki-laki dari Bani Fazarah 
datang kepada Rasulullah SAW. lalu berkata, “Sesungguhnya istriku 
telah melahirkan seorang anak laki-laki yang berkulit hitam.” Lalu, Nabi 
SAW. bertanya, “Apakah engkau memiliki unta?” Ia menjawab, “Ada.” 

Rasulullah SAW. bertanya, “Apakah warnanya?” Ia menjawab, “Merah. 
“Rasulullah bertanya pula, “Adakah padanya warna kelabu?” Ia menjawab, 
“Sesungguhnya padanya banyak warna kelabu. Selanjutnya, Nabi bertanya, 
“Bagaimana warna itu datang kepadanya? Dia menjawab, “Barangkali di-
tarik oleh peluhnya.” Rasulullah SAW. bersabda, “Dan anak engkau ini 
barangkali warnanya ditarik oleh peluhnya (menyerupai kulit ibunya).” 
(H.R. Bukhari dan Muslim)

	 Dalam hubungannya dengan keturunan darah, semua anak di-
kaitkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Hal ini berdasarkan 
firman Allah SWT.,

	 P

	 Dari Abu aku
Utbah bin Abi 
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Waqa
agai berikut.

1.	 Anak itu lahir kurang dari enam bulan sesudah akad nikah 

perkawinan dilangsungkan. Sebab sekurang-kurangnya wanita 
hamil adalah selama enam bulan. Allah SWT. berfirman dalam 
surat Al-Ahqāf ayat 15,

	
		  Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada 

kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, 
dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai  
menyapihnya selama tiga puluh bulan .... (Q.S. Al-Ahqāf [46]: 15)

		  Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa masa mengandung 
sampai menyapih anak adalah tiga puluh bulan. Hal itu me-
nunjukkan bahwa masa hamil paling sedikit adalah enam bulan 
karena dalam ayat lain disebutkan bahwa menyapih anak itu 
ketika ia dua tahun (dua puluh empat bulan). Allah SWT. ber-
firman dalam surat Luqmān ayat 14, 

	

		  ... Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun ....              
(Q.S. Luqmān [31]: 14)

	 Itulah lamanya menyusukan anak yang diterangkan oleh ayat 
tersebut. Masa hamil paling sedikit adalah tiga puluh bulan 
apabila dikurangi dengan masa dua puluh empat bulan, yaitu 
enam bulan.

2.	 Anak itu ada di dalam kandungan ibunya, setelah habis ber-iddah 
dengan cerai talak atau wafat. 

3.	 Anak itu adanya setelah melampaui sebanyak-banyaknya masa 
iddah apabila suaminya pergi merantau (sesudah lewat empat 
bulan sepuluh hari). 

	 Batas ke
WT. Dalam surat               
Yāsīn ditegaskan,

	 Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia 
hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. (Q.S. Yāsīn 
menentukan batas minimal atau maksimal suatu kehamilan. 
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abila seorang wanita dan laki-laki menikah, lalu melahir-       

kan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuk-
nya sebelum enam bulan, anak tersebut tidak bisa dikaitkan 
(nasabnya) dengan suaminya. Syekh Ath-Mufid dan Syekh Ath-
Thusi dari mazhab Imamiyah, dan Syekh Muhyiddin Abdul 

5	  Muhammad Jawab Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, hlm. 98.
6	  Muhammad Jawab Mughniyah, Fiqh …., hlm. 103–104.

Hamid dari Hanafi, mengatakan bahwa nasib anak tersebut 
bergantung pada suami (wanita tersebut). Jika ia berkehendak, 
ia bisa menolaknya, dan bisa pula mengakui sebagai anaknya 
dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Anak tersebut men-
jadi anaknya yang sah secara syar’i yang memiliki hak-hak 
sebagaimana anak yang sah. 

		  Apabila kedua suami istri itu bersengketa tentang lamanya          
waktu bergaul mereka, misalnya istri mengatakan (kepada 
suaminya), “Engkau telah bergaul denganku sejak enam bulan 
atau lebih maka

		  M
 

sebagai anak suaminya.

2. 	 Apabila seorang suami menceraikan istrinya sesudah ia men-
campurinya, lalu istrinya itu menjalani ‘iddah, dan sesudah 
habis masa

3.  	 Apabila seorang wanita diceraikan suaminya, lalu ia menikah 
dengan laki-laki lain dan melahirkan anak kurang dari enam 
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bulan dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang 
kedua, dnghubungkannya dengan suaminya yang kedua
karena masa berkumpul mereka kurang dari enam bulan.

	 Kalangan ulama Sunni seperti Abu Hanifah berpendapat bahwa 
batas lalu ia melahirkan seorang anak, anak itu tetap dikaitkan
nasabnya kepada mantan suaminya, sekalipun masa kelahirannya
telah terpaut dua tahun dari perceraian itu. Menurut Abu Hanifah,
empat tahun menurut Imam Syafi’i, Maliki, dan Hambali, lima tahun
menurut Ibn ‘Awam, tujuh tahun menurut Al-Zuhri, dan dua puluh
tahun menurut Abu ‘Ubaid. Akan tetapi, pada 
umumnya batas maksimal kehamilan adalah satu tahun.
	 Para ulama mazhab Imamiyah berbeda pendapat tentang batas 
maksimal kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa batas 

maksim
 tidak bisa dibenarkan. 

B. 	 Mengurai Macam Nasab dalam Hukum Islam
1. 	 Anak Syubhat
	 Apabila terjadi seorang anak lahir dari beberapa lelaki yang 
bersetubuh dengan seorang perempuan karena ditipu oleh perempuan 
itu, anak bkan perkawinan ini harus diundi dengan tetap
memperhatikan tanda-tanda warna                        dan raut mukanya. Rasulullah
SAW. bersabda,
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	 Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. bersabda, “Perempuan-
perempuan yang menuduhkan seorang anak kepada suatu kaum, padahal 
anak itu bukan anak mereka, maka perempuan itu tidaklah jadi jaminan                        
Allah dalam sesuatu perkara, dan perempuan itu sekali-kali tidak akan 
dimasukkan ke dalam surga-Nya. Dan laki-laki yang menyangkal akan 
anaknya sendiri, Allah ta’ala berlepas diri darinya, dan ia diberi malu 
oleh Allah SWT. di hadapan orang-orang yang terdahulu dan orang yang 
kemudian.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)
	 Dalam hadis lain dijelaskan,

	

7	 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat …., hlm. 165.

1. 	 Syubhat dalam akad adalah manakala seorang laki-laki melak-
sanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan 
akad nikah sah lainnya, tetapi kemudian akadnya tersebut fasid 
karena satu dan lain alasan.

2. 	 Syubhat dalam tindakan (perbuatan), yakni manakala seorang 
laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara 
mereka ber
inya. 

	 Abu Hanifah memperluas pengertian syubhat ini hingga batas 
yang sangat jauh. lu wanita itu melahirkan seorang anak, anak itu
dikaitkan dengannya.
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	 Menurut mazhabt). Demikian pula, pada syub hat dalam akad
sebab antara akad yang sah dengan yang tidak 
sah tidak ada perbedaa

 

ki yang mencampurinya itu bukan
suaminya), tetapi ia sembunyikan hal itu terhadap laki-laki
tersebut, atau, laki-lakinya war

 

 nasabnya hanya pada orang yang
mengalami ke- syubhat-an dan ditiadakan dari yang tidak 
mengalaminya.

	 Jika ada seorang laki-laki mencampuri seorang wanita, lalu 
mengaku bahwa hal itu ia lakukan karena tidak tahu bahwa hal 
yang dilakukan itu di

	 Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa .... (Q.S. Al-Hujurāt [49]: 12)
	 Suatu h
h firman Allah dalam surat Al-
Mā’idah (5) ayat 101,

	 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada 
Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkan 
kamu .... (Q.S. Al-Mā’idah [5]: 101)
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	 Melalui jalur periwayatan Sunni dan Syi’i ditegaskan pula bahwa 
Nabi SAkan gugur separuhnya jika ada penghibahan masa mut’ah, 
atau berkali masa haid atau empat puluh lima hari, sedangkan
wanita yang ditinggal mati oleh laki-laki yang me- mut’ah -nya  
adalah empat bulan sepuluh hari seperti yang ada pada 
perkawinan biasa, baik telah dicampuri maupun belum.
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	 Anak hasil zina tidak hanya terputus tali nasab kepada ayah-      
nya. Ia pun tidnasab, termasuk boleh menikah antara bapak dan
anak perempuannya atau ia dan saudara perempuannya sendiri.
Pemisahan antara sesuat anak itu diambil dan dipelihara 
sebagaimana layaknya anggota keluarga lainnya. Seluruh ulama   
mazhab sepakat bahwa tidak ada hak waris-mewarisi antara orang 

yang menemukan dengan anak yang ditemukan itu. Hal itu disebab-                                                                                                                                  
kan sesuatu yang dilakukan orang itu semata-mata merupakan per-
buatan baik 

	 Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan 
Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan 
Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). 
Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan 
yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah 
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mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; 
itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu ti

	 Kisah tersebut dijawab oleh Al-Quran tentang tidak dapat di-
hapuskannya jati diri genetis seorang anak dari ayah kandungnya. 
Sebagaimambawa seorang anak, anak tersebut dikaitkan nasabnya
kepada laki-laki itu. 
Ada pula pendapat lain yang sama sekali tidak bisa diterima oleh ilmu 
kedokteran, sebagaimana dikutip pula oleh penyusun kitab yang sama 
(jilid VII, hlm. 439), yang mengatakan bahwa apabila suami masih 
bocah umur sepuluh tahun, tiba-tiba istrinya hamil maka anaknya 

itu dikaitkan nasabnya kepada suami (yang masih bocah) tersebut. 
Pen
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Bab 15
KEkerasan

dalam rumah tangga

A.	 Undang-undang Penghapusan KDRT
	 Membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas 
dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku se-
bagaimana telah diatur oleh “Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga.” Menurut pertimbangan undang-undang tersebut, setiap 
masyarakat sebagai warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan 
bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Oleh karena itu, berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan 
dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan 
kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi 
yang harus dihapus.1

	

1	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga.
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Raksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana
terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) adalah “setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk anga, advokat,
lem- baga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak
lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
Maksud dari perlindungan sementara adalah perlindungan yang
langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau
pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah
perlindungan dari peng- adilan. 4 	 Perintah perlindungan adalah
penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan
perlindungan kepada korban yang 
ditangani oleh kementerian dengan lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.5 Dengan demikian, 
negara berkewajiban penuh melakukan upaya untuk melindungi   

2	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.
3	 Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUPKDRT.
4	 Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (3) UUPKDRT.
5	 Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (4) dan (5) UUPKDRT.

warga negaranya dari berbagai tindak kekerasan, kejahatan, dan 
perbuatan yang mengancam jiwa warga negara hingga masuk ke 
wilayah rumah tangga yang selama ini jarang tersentuh karena 
adanya upaya menutupi keburukan rumah tangga suami-istri sebagai 
b	 Korban kekerasan rumah tangga sebagaimana diatur
oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah melingkupi 
rumah tangga yang terdiri dari anggota keluarga sebagai berikut:6

1.	 suami, istri, dan anak;
2.	 orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, 

istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 
pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; 
dan/atau

3.	 orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 
rumah tangga tersebut;

4.	 orang yang bekerja seperti pembantu rumah tangga yang di-
pandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama 
berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

 	 Den
berdasarkan asas.7

6	 Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPKDRT. 	
7	 Bab II  Asas dan Tujuan, Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
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B.	 Bentuk Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga
	 Da
ya. Firman Allah SWT. 
surat An-Nisā’ ayat 34 menyebutkan,

	 ... 
ka .... (Q.S. An-Nisā’ 
[4]: 34)
	 Allah SWT. memerintahkan suami untuk memberikan nasihat. 
Apabila setelah din

	 Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka 
kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai 
dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud meng-
adakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 35)

	 Ayat tersebut memerintahkan perlunya mediasi dan meng–
hadirkan me
k ataupun batin. 
	 Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa 
ketika para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk 
menghadirkan pihak ketiga yang tidak memihak untuk bertindak 
sebagai mediator (penengah). Dalam pemeriksaan perkara perdata              
di pengadilan, mediasi dilakukan sebelum pemeriksaan pokok per-
kara dan yang ber

 

 

lan agama sebagai salah satu pelaksana 
kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi untuk proses 
penyelesaian perkara. Secara teoretis, penyelesaian sengketa melalui 
mediasi di pengadilan agama membawa sejumlah keuntungan, di 
antaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan 
sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.10

	 Al-Quran memberikan ide dasar yang tepat, akurat, dan tanpa ada 
kecacatan, di antaranya dengan sistem mediasi dalam menyelesaikan 
sengketa rumah tangga. Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan hak-hak 

8	 Ita Sasmita, Penguatan Peran Mediator Non Hakim dalam Upaya Peningkatan Keberhasilan Mediasi 
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Makalah Tugas Sosiologi-Antrologi Hukum Keluarga, 
S3 Hukum Islam PPS UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, hlm. 1.

9	 Ita Sasmita, Penguatan Peran …., 2019, hlm. 1.
10	 Ita Sasmita, Penguatan Peran …., 2019, hlm. 1.
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dan kewajiban suami dan istri yang hendak bercerai, misalnya dalam 
Al-Quran surat At -Talāq ayat 6, 

	 Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut ksampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka;
dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan
jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak

  

at baginya. Apabila istri lebih pintar dan lebih berpengalaman
dari tingkat pendidikannya, 

suami istri saling berbagi ilmu pengetahuan, saling pengertian, dan 
saling menerima kesalahan dan perbaikan bersama-sama dengan 
penuh kesadaran. 
	 Ataasa sakit, jatuh sakit, atau  luka berat (Pasal 6); Kekerasan
psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 
rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang 
(Pasal 7). Adapun kekerasan seksual meliputi:
1.	 pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2.	 pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ling-

kup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial 
dan/atau tujuan tertentu.

 	 Kekerasan seksual dalam kaitannya dengan istilah “pemerkosaan 
terhadap istri” sebenarnya bukan bermakna memperkosa karena suami 
berhak atas
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	enelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 
karena persetujuan atau perjanjian ia
a orang tersebut.

(2)	 Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku 
bagi setiap or

	 Hak-hak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah se-
bagai berikut:12

a.	 perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, peng-
adilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik semen-
tar

b.	 pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c.	 penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d.	 pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada 

setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan; dan

e.	 pelayanan bimbingan rohani.

	 Berpi penetapan perlindung-

an.

11	 UUPKDRT, Pasal 9 ayat (1) dan (2).
12	 UUPKDRT, Pasal 10.
13	 UUPKDRT, Pasal 15.

 	atan kekerasan fisik dalam 

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta 
rupiah).

(2) 	 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
m

(3) 	 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
m
h).

(4) 	 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
lakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak 
menim

	

Png yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam 

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta 
rupiah).

(2)	 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
lakukan olealing lama 4 (empat) bulan atau 

denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
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Paup rumah tangganya se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b.	 menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (2).

Pasal 50
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat 
menjatuhkan pidana tambahan berupa:

a.	 pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan 
pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun 
pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

b.	 penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah peng-
awasan lembaga tertentu.

Pg menyebabkan adanya ancaman sanksi tersebut. Akan tetapi,
semuanya kembali ke- pada para pihak karena tindak pidana
kekerasan dalam ruma; d. 	 memelihara keutuhan rumah
tangga yang harmonis dan sejahtera.

14	 Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun   
2004. 
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	 Tuj

	 Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) 
tiga kali quru’. h ayat 227, yakni sebelum ayat tersebut, Allah SWT.
berfirman,

	 Dan jika mereka bertetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, 
Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 227)

	 Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 
tangga membuka pengetahuan pasangan suami istri mengenai pe-
laksanaan ha
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Bab 16
PEnyelesaian

persengketaan keluarga
melalui mediasi

A.	 Mediasi sebagai Upaya Perdamaian
	 Mahligai rumah tangga ibarat mendaki gunung yang tinggi, yang 
banyak rintangannya, menuju puncak tertinggi, tetapi memerlukan 
pengorbanan. Demikian pula, rumah tangga. Kata tangga artinya 
pijakan yang bertingkat-tingkat menuju tempat tinggi. Kehidupan 
rumah tangga pun menghadapi tantangan dan godaan yang datang 
dari luar ataupun dari dalam. Salah pergaulan, salah paham dalam 
komunikasi, masalah ekonomi, masalah anak, masalah sosial, masa-
lah pendidikan, keyakinan agama, status, ras dan etnis, serta berbagai 
permasalahan lainnya datang silih berganti. Apabila tidak mampu 
bersabar dan menahan amarah, apalagi saling tertutup dalam menye-
lesaikan perselisihan, ujungnya adalah persengketaan.
	 Penyelesaian persengketaan keluarga dapat dilakukan dengan 
cara mediasi melalui pihak kedua keluarga atau pihak luar yang 
ditunjuk kedua belah pihak, seperti bantuan hukum, pengacara 
atau advokat, dan melalui pihak pengadilan agama sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan men-
damaikan suami dan istri sehingga rukun kembali dan menjalani 
rumah tangganya sebagaimana sebelum terjadi perselisihan yang 
menimbulkan persengketaan.
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	 Jika dahulu keluarga yang bersengketa didamaikan secara adat, 
misalnya d

 

n Peraturan 

1	 Ita Sasmita, Penguatan Peran …., 2019, hlm. 2.
2	 Ita Sasmita, Penguatan Peran …., 2019, hlm. 2.
3	 Ita Sasmita, Penguatan Peran …., 2019, hlm. 2.

Ma

 

saian sengketa yang cepat dan biaya ringan, menjamin nama baik
para pihak dan membina hubungan baik. 5 

 

	 Dengan adanya
Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan mediasi,
persenB.	 Antisipasi Dampak Buruk bagi Anak melalui
Mediasi 	 Perceraian berdampak buruk kepada anak-anak dan

perselisihan antara suami 

4	 Ita Sasmita, Penguatan Peran …., 2019, hlm. 3.
5	 Ita Sasmita, Penguatan Peran …., 2019, hlm. 4.
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dan istri agar berakhir perdamaian. Keputusan untuk bercerai harus 
mempertimbangkan perasaan anak-anaknya. Mereka diperebutkan 
oleh kedua 

	 Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat dan sabar dalam 
mengerjakannya .... (Q.S. T āhā [20]: 132)

	 Nabi Muhammad SAW. bersabda,

	 Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluargamu dan didik-
lah mereka. (H.R. Abdul-Razak dan Syaid bin Mansyur)
	 Hadis lainnya sebagai berikut,

	 Didiklah anak-anakmu dalam tiga hal, yakni mencintai Nabimu, men-
cintai ahli ba

	 Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat 
yang m

	 Sebaik-baiknya dari kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian 
mengajarkannya. (H.R. Baihaqi)

	  Dalam surat Al-Anfāl ayat 28 Allah SWT. berfirman, 

	 Dg tua bahwa anak-anak ada-

lah amanah;
2.	 anak-anak adalah ujian yang berat dari Allah SWT. dan orang tua 

jangan berkhianat;
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3.	 pendidikan anak harus diutamakan;
4.	 mendidik anak harus menggunakan strategi dan kiat-kiat yang 

dapat diterima oleh akal anak;
5.	 orang tua tidak memaksakan kehendaknya sendiri kepada anak;
6.	 menjaga anak untuk tetap menunaikan shalat dan berbuat ke-

bajikan.
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Bab 17
Dispensasi perkawinan 

dalam hukum islam

A.	 Perkawinan Anak di Bawah Umur
	i 
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karena sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan 
menurut agama yang dianut oleh para pihak, bukan menurut per-
aturan perundang-un1 Tahun 1974 bahwa dalam hal penyimpangan
terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada
pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua
pihak pria ataupun wanita. 
	 Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang 
diberikan oleh Pengadilan Agama kepada pasangan calon pengantin 
yang akan melangsungkan perkawinan karena usia kedua atau salah 
salah calon mempelai masih di bawah umur menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dispensasi ini berisi 
izin yang dija tersebut. Jadi, yang 

1	 Soni Dewi Judiasih, Perkawianan di Bawah Umur di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 
Bandung, 2018, hlm. 37.

dimaksud dengan di bawah umur adalah menurut ketentuan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memerlukan 
dukungan dasar hukum yang lain melalui keputusan pengadilan, 
sedangkan pihak keluarga yang mengajukan permohonan dispen-
sasi memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum atas hak-hak 
keperdataannya.

B.	 Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur
	 Mengapa hakim mempertimbangkan permohonan pihak yang 
mengajukan dispensasi perkawinan mengenai usia yang belum 
memenuhi persyaratan? Karena ketentuan peraturan perundang-
undangan putusan dan memakai putusan untuk melakukan
tindakan hukum berikutn hakim berhubungan se-
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cara langsung dengan bukti-bukti yang telah dinyatakan sah dan 
meyakinkan. Hadharatnya, dan menggali kandungan hukum
lainnya yang menguatkan keyakinan dalam memutus perkara 
sehingga bukan hanya kepastian hukumnya yang tergali, keadilan 
hukumnya pun terpenuhi.
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